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ABSTRAK 

 

Penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana menjadi salah 

satu kebijakan strategis Polri untuk mewujudkan proses penegakan hukum yang 

berorientasi pada pemulihan, bukan pembalasan. Namun, efektivitas kebijakan ini 

sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) Polri, terutama 

penyidik pada tingkat kepolisian resor. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis kerangka hukum yang mengatur penerapan restorative justice, 

mengevaluasi kapasitas SDM Polri dalam implementasinya, serta menelaah secara 

empiris praktik penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif di Polres 

Kuningan. 

Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan 

normatif dilakukan melalui kajian terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, KUHP, KUHAP, Peraturan 

Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan 

Keadilan Restoratif, serta peraturan terkait lainnya. Pendekatan empiris dilakukan 

melalui studi lapangan di Polres Kuningan, meliputi wawancara dengan penyidik, 

observasi proses mediasi penal, serta analisis dokumen perkara yang diselesaikan 

melalui restorative justice. Data dianalisis secara kualitatif dengan menekankan 

hubungan antara norma hukum dan implementasinya di lapangan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, dasar hukum penerapan 

restorative justice telah memberikan ruang yang jelas bagi penyidik untuk 

menyelesaikan perkara pidana tertentu melalui mekanisme pemulihan. Namun, 

pada tataran empiris di Polres Kuningan ditemukan bahwa kualitas SDM Polri 

masih perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek pemahaman prinsip-prinsip 

keadilan restoratif, teknik mediasi penal, kemampuan komunikasi persuasif, serta 

konsistensi dalam menerapkan standar operasional prosedur sesuai regulasi. 

Beberapa hambatan lain juga muncul, seperti tingginya beban kerja penyidik, 

kurangnya pelatihan berbasis kompetensi, serta tekanan budaya organisasi yang 

masih dominan berorientasi pada pendekatan retributif. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kapasitas SDM Polri merupakan 

faktor determinan bagi optimalnya penerapan restorative justice di Polres 

Kuningan. Diperlukan strategi penguatan melalui pelatihan terstruktur, sertifikasi 

kompetensi mediasi penal, peningkatan integritas dan etika profesi, serta 

penyempurnaan regulasi internal dan mekanisme pengawasan. Temuan penelitian 

ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan Polri dalam 

meningkatkan kualitas penanganan perkara pidana melalui pendekatan keadilan 

restoratif di tingkat lokal maupun nasional. 

 

Kata kunci: SDM Polri, restorative justice, penyelesaian perkara pidana, kajian 

hukum, Polres Kuningan, mediasi penal. 
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ABSTRACT 

 

The application of restorative justice in resolving criminal cases is one of the 

National Police's strategic policies to realize a law enforcement process oriented 

toward restoration, not retribution. However, the effectiveness of this policy is 

greatly influenced by the quality of the National Police's human resources (HR), 

particularly investigators at the resort police level. This study aims to analyze the 

legal framework governing the application of restorative justice, evaluate the 

capacity of National Police HR in its implementation, and empirically examine 

the practice of resolving cases through a restorative approach at the Kuningan 

Police Resort. 

The study employed both normative and empirical juridical methods. The 

normative approach was conducted through a review of Law Number 2 of 2002 

concerning the Indonesian National Police, the Criminal Code (KUHP), the 

Criminal Procedure Code (KUHAP), Regulation of the Chief of Police Number 8 

of 2021 concerning Handling Criminal Acts Based on Restorative Justice, and 

other related regulations. The empirical approach was conducted through field 

studies at the Kuningan Police Resort, including interviews with investigators, 

observations of the penal mediation process, and analysis of case documents 

resolved through restorative justice. Data were analyzed qualitatively, 

emphasizing the relationship between legal norms and their implementation in the 

field. 

The research results indicate that, normatively, the legal basis for the 

implementation of restorative justice provides clear space for investigators to 

resolve certain criminal cases through remedial mechanisms. However, 

empirically, at the Kuningan Police Resort, it was found that the quality of Polri 

human resources still needs improvement, particularly in terms of understanding 

the principles of restorative justice, penal mediation techniques, persuasive 

communication skills, and consistency in implementing standard operating 

procedures in accordance with regulations. Several other obstacles also emerged, 

such as the high workload of investigators, the lack of competency-based training, 

and the pressure of an organizational culture that is still predominantly oriented 

towards a retributive approach. 

This study concludes that increasing the capacity of Polri human resources is a 

determining factor for optimal implementation of restorative justice at the 

Kuningan Police Resort. Strengthening strategies are needed through structured 

training, penal mediation competency certification, improving integrity and 

professional ethics, and refining internal regulations and oversight mechanisms. 

The findings of this study are expected to form the basis for developing Polri 

policies to improve the quality of criminal case handling through a restorative 

justice approach at the local and national levels. 

 

Keywords: Indonesian Police HR, restorative justice, criminal case resolution, 

legal studies, Kuningan Police, penal mediation. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam tubuh Kepolisian 

Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan kebutuhan yang mendesak untuk 

menjawab tantangan penegakkan hukum di era modern. Sebagai aparat penegak 

hukum, Polri tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan teknis dan taktis 

dalam menegakkan hukum, tetapi juga harus memiliki kapasitas moral dan sosial 

yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan. Penegakkan hukum yang humanis 

menekankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, 

yang hanya dapat dicapai apabila personel Polri memiliki pemahaman mendalam 

tentang hak asasi manusia serta mampu menerapkan pendekatan empatik dalam 

pelaksanaan tugasnya. Dalam konteks ini, pengembangan kualitas SDM Polri 

bukan sekadar peningkatan kemampuan profesional, melainkan juga pembentukan 

karakter dan etika penegakan hukum yang berkeadilan sosial.
1
 

Perkembangan paradigma penegakkan hukum di Indonesia turut mengalami 

pergeseran yang signifikan dari pendekatan retributif menuju restoratif. 

Paradigma retributif, yang berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku 

kejahatan, mulai dianggap kurang efektif dalam menciptakan keadilan substantif 

karena seringkali mengabaikan pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, 

dan masyarakat. Sebaliknya, paradigma restorative justice hadir sebagai upaya 

untuk memulihkan kerugian akibat tindak pidana, memperbaiki hubungan sosial, 

serta  menciptakan  solusi  yang  lebih  berkeadilan  dan  berorientasi  pada 

 

1 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 45. 
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kemanusiaan.
2
 Pendekatan ini sejalan dengan semangat Polri sebagai pelindung, 

pengayom, dan pelayan masyarakat yang dituntut untuk mengedepankan nilai-

nilai keadilan, empati, dan dialog dalam setiap tindakan penegakan hukum.
3
 

Meskipun secara normatif konsep keadilan restoratif telah diakomodasi 

dalam berbagai regulasi dan pedoman internal Polri, implementasinya di tingkat 

operasional, khususnya di tingkat Polres, masih menghadapi berbagai tantangan. 

Di Polres Kuningan, misalnya, penerapan restorative justice kerap terkendala oleh 

faktor-faktor seperti keterbatasan pemahaman anggota terhadap prinsip-prinsip 

keadilan restoratif, tekanan penyelesaian perkara secara cepat, serta belum 

optimalnya dukungan kelembagaan dan koordinasi antarpenegak hukum.
4
 Selain 

itu, masih terdapat pandangan di kalangan aparat bahwa pendekatan restoratif 

dianggap —melemahkan‖ fungsi penegakkan hukum yang tegas, sehingga 

menghambat pergeseran paradigma ke arah penegakan hukum yang humanis.
5
 

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas normatif 

dan realitas implementatif dalam pelaksanaan keadilan restoratif di lingkungan 

Polri. Oleh karena itu, penelitian mengenai peningkatan kualitas SDM Polri dalam 

mewujudkan penegakan hukum yang humanis, dengan fokus pada penerapan 

keadilan restoratif di tingkat Polres seperti di Polres Kuningan, menjadi sangat 

penting. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritik terhadap 

penguatan paradigma penegakan hukum yang berkeadilan sosial, serta kontribusi 

praktis dalam perumusan strategi peningkatan kapasitas personel Polri agar 

2 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana (Semarang: Badan Penerbit Universitas 

Diponegoro, 1995), hlm. 112. 
3 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 

87. 
4 Sigid Suseno, Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Yogyakarta: 

Deepublish, 2021), hlm. 132 
5 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Rajawali 

Press, 2008), hlm. 65. 
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mampu mengimplementasikan keadilan restoratif secara efektif dan 

berkelanjutan.
6
 

Berdasarkan sila ke lima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia yang merupakan cita-cita tertinggi bangsa, yang menghendaki agar 

setiap warga negara, tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan, 

memperoleh perlakuan yang adil dalam semua aspek kehidupan (ekonomi, politik, 

hukum, sosial, dan budaya) dan berdasarkan pembukaan UUD 1945 Alinea ke IV 

Menetapkan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum dan 

mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
7
 

Dalam pasal 28 tentang hak asasi manusia Mengandung prinsip persamaan 

kedudukan di hadapan hukum dan hak-hak dasar yang memastikan perlakuan adil 

yang dapat diartikan secara umum, Pasal 28 adalah landasan konstitusional utama 

yang menjamin dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, 

Menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana 

anak Mengatur konsep Diversi (pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses 

peradilan pidana ke proses di luar peradilan). Diversi wajib dilakukan untuk kasus 

pidana anak yang ancaman hukumannya di bawah 7 (tujuh) tahun. 

Dalam peraturan lainnya seperti perpol nomor 8 tahun 2021 tentang 

Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, mengatur 

mekanisme penghentian penyidikan di tingkat kepolisian setelah tercapai 

kesepakatan damai antara korban dan pelaku, restorative justice di Indonesia 

bersifat multistakeholder, di mana setiap lembaga penegak hukum memiliki peran 

6 Mardjono Reksodiputro, Kriminalitas, Masalah Sosial dan Penegakan Hukum (Jakarta: Lembaga 

Kriminologi UI, 1997), hlm. 91. 
7 Yayat Suryatna, Ai Tin Sumartini, Devita Puspa Sari, dan Dwi Indah Mustiko Ningrum. 

Pendidikan Pancasila. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2023. Hlm. 

56 
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dan regulasi sendiri untuk menerapkan restorative justice di tahapannya masing-

masing, Penguatan restorative justice yang paling signifikan saat ini adalah 

melalui KUHP Baru yang membawa filosofi pemidanaan modern dan PERMA 

No. 1 Tahun 2024 yang memberikan panduan yang lebih jelas bagi hakim. 

Serta didalam peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020 tentang 

penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, mengatur syarat dan 

prosedur penghentian penuntutan di tingkat kejaksaan jika syarat restorative 

justice terpenuhi, Kejaksaan melaksanakan restorative justice dengan tujuan 

untuk menghentikan penuntutan di luar pengadilan, jaksa penuntut umum dapat 

menghentikan penuntutan suatu perkara, meskipun bukti-bukti sudah cukup, jika 

syarat-syarat restorative justice terpenuhi. 

Sedangkan di dalam peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2024 

tentang pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif, 

memberikan panduan bagi hakim dalam menerapkan dan mempertimbangkan 

prinsip restorative justice dalam proses persidangan dan penjatuhan putusan, 

Mahkamah Agung (melalui para Hakim) melaksanakan restorative justice sebagai 

pedoman dalam mengadili dan menjatuhkan putusan, Berbeda dengan Kejaksaan 

yang bisa menghentikan perkara, di tingkat Pengadilan, kesepakatan damai tidak 

serta merta menghentikan persidangan, melainkan menjadi faktor yang 

meringankan atau menghilangkan pemidanaan. 

Sehingga dalam penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan 

pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk 

bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada 

pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula,  dan  bukan  pembalasan,  Untuk 
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8 

meimahami  reistorativei  ju istice,i  peirlui   dikeitahuii  tiga  fokuis  uitamanya  yang 

meimbeidakannya dari sisteim peiradilan pidana tradisional. 

 

Dari sisi korban reistorativei  juisticei  beirfokuis pada peimeinuihan keibuituihan 

korban misalnya, ganti ruigi, peirmohonan maaf, peimuilihan trauima, dan 

meindapatkan keijeilasan atas peiristiwa yang teirjadi, seidangkan dari sisi peilakui 

reistorativei  juisticei beirfokuis pada tangguing jawab peilakui  u intu ik meimpeirbaiki 

keisalahan yang ia peirbuiat, meingakuii peinyeisalan, dan seicara aktif beirpartisipasi 

dalam proseis peimuilihan, seirta keiteirlibatan masyarakat dalam reistorativei juisticei 

dalam proseis peinye ileisaian u intu ik meimuilihkan keiharmonisan sosial, meimastikan 

bahwa keiseipakatan damai diteirima, dan meinceigah konflik beiruilang. 

Keijahatan meinjadi isui sosial kompleiks seirta teilah meinjadi objeik kajian 

pada beiragam disiplin ilmui, teirkhuisuis ilmui huikuim seirta kriminologi. Seicara 

konseiptuial, keijahatan dipahami seibagai peirilakui  yang meilanggar norma huikuim 

yang beirlakui seirta meinimbuilkannya eifeik neigatif baik uintuik individui atauipuin 

khalayak u imu im seicara luias. Duirkheiim meineigaskan bahwa keijahatan meiruipakan 

suiatui  keiniscayaan dalam struiktuir sosial, kareina seitiap masyarakat pasti 

meinghadapi peinyimpangan norma seibagai bagian dari dinamika sosialnya. Oleih 

kareina itui, keijahatan buikan hanya meinjadi peirsoalan huikuim seimata, meilainkan 

juiga tantangan bagi keilangsuingan harmonisasi sosial. 

Faktor peinyeibab seiseiorang meilakuikan tindakan kriminal sangat beiragam 

dan meilibatkan inteiraksi antara faktor inteirnal dan eiksteirnal. Dalam kajian 

kriminologi klasik, Ceisarei  Lombroso meingeimuikakan teiori antropologi kriminal 

yang meinyatakan bahwa peirilakui kriminal meiruipakan manifeistasi dari ciri-ciri 

 

8 Emile Durkheim. The Division of Labor in Society. New York: Free Press, 1997. Hlm. 4 
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biologis yang meileikat pada individui peilakui, yang diwariskan seicara tuiruin-

teimu iru in. Meiskipuin pandangan ini meindapat kritik atas deiteirminismei  biologisnya, 

Lombroso meimbuika jalan bagi peindeikatan ilmiah dalam meimpeilajari keijahatan 

meilaluii aspeik individui. Seibaliknya, dari peirspeiktif filsafat huikuim, Ciceiro 

meineigaskan bahwa tindakan kriminal meiruipakan peinyimpangan dari huiku im 

kodrat (leix natuiraei), yang meingatuir tata keilakuian manuisia beirdasarkan akal dan 

moralitas uiniveirsal. Huikuim kodrat meinuiruit Ciceiro meinjadi fondasi moral yang 

meingikat seilu iru ih uimat manuisia, dan peilanggaran teirhadapnya dipandang buikan 

seikadar peilanggaran huikuim positif, teitapi seibagai peilanggaran teirhadap keiadilan 

yang hakiki. Peindeikatan ini meineikankan peintingnya nilai-nilai eitika dalam 

sisteim huikuim dan peimahaman keijahatan seibagai peilanggaran teirhadap tatanan 

moral yang meileikat pada manu isia. 

Seilain faktor individui, aspeik struiktuiral dan sosial tuiruit beirpeiran signifikan 

dalam meindorong teirjadinya tindak pidana. Keitimpangan sosial, keimiskinan, 

seirta leimahnya sisteim peineigakan huikuim seiring kali meinciptakan kondisi yang 

meimicui  peirilakui  kriminal seibagai beintuik reispon teirhadap keitidakadilan dan 

marginalisasi. Dalam konteiks ini, peimahaman muiltidimeinsional teirhadap 

keijahatan meinjadi kruisial agar soluisi yang diteirapkan tidak hanya meimiliki sifat 

reipreisif, namuin preiveintif seirta reihabilitatif. 

Keiadilan adalah cita-cita luihuir seitiap orang yang seilalui  beirharap dapat 

dicapai. Dalam teiorinya teintang tiga tuijuian huikuimnya yang teirkeinal—keiadilan, 

keipastian, dan keimanfaatan—Guistav Radbruich meimbeirikan konseip bahwa keitiga 

tuijuian teirseibu it haruis diprioritaskan. Bahwa keiadilan haruis meinjadi prioritas 
 

9 Alifiya Nazwa Rizkiya dkk., —Konsep Keadilan dan Ketidakadilan dalam Cicero,‖ Praxis: Jurnal 

Filsafat Terapan 1, no. 2. 2024. Hlm. 1–10 
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peirtama, diikuiti oleih keiuintuingan dan keiamanan. Oleih kareina itui, keiadilan dapat 

dianggap seibagai tuijuian uitama dalam huikuim. Namuin, keiadilan tidak peirnah 

seideirhana. Teiori keiadilan leibih kompleiks. Meinu iru it Jeireimy Beintham, tokoh 

uitilitarianismei, keiadilan adalah keiuintuingan, yang beirarti peineigakan huikuim yang 

adil meimpeirtimbangkan tuijuian dan kondisi seilanjuitnya. Seideirhananya, keiadilan 

teirjadi jika dapat meimbeirikan keiuintuingan ataui tuijuian meilaluii kondisi teirteintu i 

yang diharapkan meinghasilkan keibahagiaan. Namuin, dalam konseip peineigakan 

huikuim saat ini, suilit u intu ik meineintuikan apakah keiuintuingan yang dihasilkan dari 

keipuituisan hakim teilah cuikuip u intu ik meimeinuihi keibahagiaan seimuia pihak. 

Konseip  peinyeileisaian  peirkara  seicara  keikeiluiargaan  ataui meidiasi 

seisuingguihnya buikanlah hal barui dalam seijarah peinanganan konflik sosial. Atuiran 

adat dan tradisi keibijaksanaan lokal teilah lama diguinakan di masyarakat Indoneisia 

dan inteirnasional uintuik meinyeileisaikan konflik deingan cara yang leibih beirfokuis 

pada meimpeirbaiki dan meimuilihkan huibuingan sosial daripada meinghuiku im 

orang. Keiseiluiruihan eileimein beirkaiatan, diantaranya peilakui, korban, keiluiarga, 

seirta masyarakat, biasanya ikuit seirta pada proseis peinyeileisaian ini, yang beirtuijuian 

u intu ik meingeimbalikan keidamaian sosial. Seicara signifikan, meitodei  ini meimu ipu ik 

nilai-nilai buidaya tradisional seipeirti ikatan keikeiluiargaan, diskuisi, dan kolaborasi. 

Pada tataran filosofis dan historis, prinsip-prinsip yang kini dikeinal seibagai 

reistorativei  juisticei seisuingguihnya teilah teirceirmin dalam beirbagai sisteim huikuim 

dan praktik sosial kuino, teirmasuik dalam huikuim adat, huikuim Islam, dan huiku im 

Romawi kuino. Seibagai contoh, dalam huikuim adat Indoneisia, teirdapat beirbagai 

beintuik peinye ileisaian konflik yang leibih meinitikbeiratkan pada reikonsiliasi, seipeirti 

 

10 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Adat Indonesia (Surabaya: ITS Press, 2003) 
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muisyawarah muifakat dan peimbayaran deinda adat yang beirfuingsi seibagai 

kompeinsasi sosial. Beigitui  puila dalam tradisi huikuim Islam, konseip suli  h dan diya 

meinuinjuikkan nilai-nilai peinyeileisaian seingkeita yang beirtuimpui  pada peirdamaian 

dan peingeimbalian hak korban meilaluii kompeinsasi. Seidangkan dalam tradisi 

huikuim Romawi, Ciceiro teilah meingeideipankan huikuim kodrat yang meingheindaki 

keiadilan buikan hanya beirbeintuik huikuiman, teitapi juiga peimuilihan keiseiimbangan 

sosial.
11

 

Peirkeimbangan modeirn dari konseip ini keimuidian dipopuileirkan deingan 

istilah reistorativei  juisticei pada akhir abad kei-20, yang meimbeirikan keirangka 

formal dan sisteimatis uintu ik peinyeileisaiannya seibuiah peirsoalan pidana luiar sisteim 

peiradilan formal. Peindeikatannya ini muincuil seibagai reispons atas keiteirbatasan 

sisteim peiradilan pidana beirsifat reitribuitif seirta adveirsarial, seiring kali 

meingabaikan keibuituihan korban dan tidak meimfasilitasi reiinteigrasi sosial peilakui. 

Reistorativei  juisticei  meinawarkan paradigma barui yang meingeideipankan dialog, 

tangguing jawab peilakui, dan peimeinuihan keibuituihan korban seirta masyarakat 

seicara holistik. 

Dari konseip "privat ataui peirsonal" ataui individuial meinjadi konseip "puiblik" 

ataui ranah sosial, peirilakui  kriminal teilah beirkeimbang seipanjang seijarah bidang 

huikuim pidana. Korban meilihat proseis peimbalasan atas keijahatan pada peiriodei 

seiteilah jatuihnya Keikaisaran Romawi. Kareina tidak ada struiktuir formal 

peimeirintahan, proseis "Peiradilan Pidana" ataui peinyeileisaian seingkeita teiruitama 

beirgantuing pada bantuian seiseiorang (seibagai korban ataui individui) ataui bantuian 

 

 

 

11 Alifiya Nazwa, Op.Cit., hlm. 4 



9  

orang yang dicintai. Peineirapan seipeirti ini teirjadi di seilu iru ih duinia keitika korban 

meimbalas deindam pada peilakui  kriminal. 

Seibeilu im Indoneisia meineirapkan keiadilan reistoratif, teirnyata di beibeirapa 

Neigara teilah meineirapkan konseip ini. Tidak hanya dalam atuiran yang teirtuiang 

dalam KUiHP Neigara teirseibuit, teitapi teirdapat dalam peiratuiran peiruindang-

uindangan yang leibih khuisuis. Pada awalnya, idei  dasar keiadilan reistoratif ini 

meingalami beirbagai peircobaan-peircobaan u intu ik meinggantikan paradigma yang 

lazim dianuit dalam sisteim peiradilan pidana, yaitui peilakui  keijahatan ataui 

peilanggaran seidapat muingkin masuik kei proseis peirsidangan peingadilan diikuiti 

deingan peimidanaan oleih hakim di peiradilan. Namuin, kauim reiformis teilah lama 

meincari soluisi yang leibih baik dan leibih eifeiktif, di dalam meireispon keijahatan. 

Dalam hal peineigakan huikuim pidana, tidak leipas dari tuijuian peimidanaan. 

Pasal 51 Uindang-Uindang Nomor 1 Tahuin 2023 teintang Kitab U indang-Uindang 

Huikuim Pidana (juiga dikeinal seibagai UiUi  1/2023) akhirnya meineitapkan tuijuian 

peimidanaan dalam huikuim pidana positif Indoneisia. Tuijuiannya adalah uintuik 

meinyeileisaikan konflik sosial dan meimuilihkan keiseiimbangan. Ini seijalan deingan 

peirspeiktif Roeislan Saleih teintang peintingnya keiseiimbangan dalam tuijuian 

peimidanaan. Basis keiseiimbangan adalah proseis peinyeileisaian konflik yang 

meinguintuingkan seimuia pihak, teirmasuik peilakui, korban, dan masyarakat. 

Jika kita keimbali kei teiori keiadilan milik Beintham seibeiluimnya, yang 

meiruipakan keiuintuingan ataui keibahagiaan, maka u intu ik meimbeirikan keiuintuingan 

dan keibahagiaan yang signifikan keipada masyarakat seicara keiseiluiruihan, korban 

haruis didahuiluikan. Fokuis peimidanaan seiharuisnya tidak hanya pada peilakui, teitapi 

 

12 Menurut Sholehuddin dalam bukunya yang berjudul Sistem sanksi dalam hukum pidana yang 

diterbitkan pada tahun 2007. 
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juiga pada hak-hak korban dan keiseiimbangan masyarakat. Tuijuian peimidanaan 

adalah keiadilan kompreiheinsif yang meinguitamakan keipeintingan seimuia pihak 

peilakui, korban, dan masyarakat. Ini seilaras deingan tuijuian peimidanaan nasional 

U iUi  1/2023 dan asas keiseiimbangan meinuiruit Roeislan Saleih. 

Peinuilis beirpeindapat bahwa tidak cuikuip hanya uintuik meincapai keiadilan, 

keiadilan yang signifikan juiga dipeirluikan. Keiadilan tidak seikadar meincapai hasil 

yang adil, proseis meincapainya juiga haruis beirkeiadilan. Meikanismei  peineigakan 

huikuim meiruipakan komponein yang paling peinting dalam meiwuijuidkan keiadilan. 

Seilain itui, hanya meilakuikan peineigakan huikuim yang adil tidak cuikuip, peineigakan 

huikuim haruis diikuiti deingan proseis yang adil. Ini seilaras deingan gagasan dasar 

keiadilan reistoratif, yang meiruipakan meitodei  peineigakan huikuim yang beirpuisat 

pada keiteirlibatan dan peimuilihan korban. 

Seiteilah dipuituiskan seibagai idei yang leibih cocok uintuik me ileingkapi sisteim 

peineigakan huikuim yang beirfokuis pada partisipasi dan hak-hak korban, tantangan 

beirikuitnya bagi keiadilan reistoratif adalah bagaimana meineirapkannya. Tuijuian dari 

tuilisan ini adalah uintuik meingeivaluiasi proseis keiadilan reistoratif saat ini. Seilain 

itui, deingan harapan dapat meinyuimbangkan idei teintang bagaimana keiadilan 

reistoratif haruis diteirapkan u intu ik meiwuijuidkan keiadilan seiuituihnya. Jangan sampai 

tuijuian keiadilan reistoratif uintuik meiwuijuidkan keiadilan gagal diseibabkan oleih 

peirbeidaan dalam cara ia diteirapkan, yang meingakibatkan keitidakadilan. 

Keiadilan reistoratif haruis didahuiluii oleih dasar huikuim seibeilu im dapat 

dilaksanakan. Ideinya beirasal dari asas peiradilan seideirhana, ceipat, dan muirah. 

Deingan seimangat ini, dibuiat nota keiseipakatan beirsama antara Keituia Mahkamah 

Aguing Reipuiblik Indoneisia, Meinteiri Huikuim dan Hak Asasi Manuisia Reipuiblik 
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Indoneisia, Jaksa Aguing Reipuiblik Indoneisia, Keipala Keipolisian Neigara Reipuiblik 

Indoneisia deingan Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 

Tahuin 2012, Nomor KEiP-06/Ei/EiJP/10/2012, dan Nomor B/39/X/2012 tanggal 7 

Oktobeir 2012 teintang Peilaksanaan Peinyeisuiaian Batasan Tindak Pidana Ringan. 

Tuijuian dari nota keiseipakatan beirsama ini adalah uintuik meinciptakan peiradilan 

yang muidah, ceipat, dan muirah sambil meimpeirtahankan rasa keiadilan bagi 

masyarakat. 

Uisaha peimbaharuian huikuim di Indoneisia yang suidah dimuilai seijak lahirnya 

U iU iD 1945, tidak dapat dileipaskan puila dari landasan dan seikaliguis tuijuian yang 

ingin dicapai seipeirti teilah diruimuiskan juiga dalam peimbuikaan U iU iD 1945. Tuijuian 

yang teilah digariskan dalam U iU iD 1945, seicara singkat adalah —meilinduingi 

seigeinap bangsa Indoneisia dan u intu ik meimajuikan keiseijahteiraan u imu im 

beirdasarkan Pancasila‖. Inilah garis keibijakan u imu im yang meinjadi landasan dan 

seikaliguis tuijuian politik huikuim di Indoneisia. Hal ini juiga yang meinjadi landasan 

dan tuijuian dari seitiap uisaha peimbaharuian huikuim, teirmasuik di bidang huiku im 

pidana dan keibijakan peinangguilangan keijahatan. Peinanganan teirhadap anak yang 

beirhadapan deingan huikuim adalah bagian dari keibijakan ataui uipaya 

peinangguilangan keijahatan kareina tuijuian uitamanya adalah peirlinduingan anak dan 

meinseijahteirakan anak dimana anak meiruipakan bagian dari masyarakat. Keibijakan 

ataui uipaya peinangguilangan keijahatan pada hakikatnya meiruipakan bagian inteigral 

dari uipaya peirlinduingan masyarakat (social de ife ince)i  dan uipaya meincapai 

 

keiseijahteiraan masyarakat (social weli  farei). Uisaha-uisaha yang rasional uintuik 

meingeindalikan ataui meinangguilangi keijahatan (politik kriminil) khuisuisnya 

teirhadap anak, suidah barang teintui  tidak hanya deingan meinggu inakan sarana 
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—peinal‖ (huikuim pidana), teitapi juiga deingan meingguinakan sarana-sarana —non-

peinal‖. Keibijakan peinangguilangan keijahatan deingan sarana peinal (peinal policy) 

meinitik beiratkan pada sifat reipreisif yaitui tindakan yang dilakuikan seisuidah teirjadi 

keijahatan. Seidangkan keibijakan peinangguilangan keijahatan deingan sarana non-

peinal meinitikbeiratkan pada sifat preiveintif yakni tindakan peinceigahan yang 

dilakuikan seibeilu im keijahatan teirjadi. Sasaran uitamanya adalah meinangani 

masalah-masalah sosial ataui kondisi-kondisi sosial yang dapat meinimbuilkan 

keijahatan. 

Keibijakan huikuim pidana dalam arti luias meincakuip ruiang lingkuip keibijakan 

di bidang huikuim pidana mateirial, di bidang huikuim formal dan peilaksanaan 

huikuim pidana. Meinuiruit Barda Nawawi Arieif, keibijakan peineigakan huikuim 

pidana meiruipakan seirangkaian proseis yang teirdiri dari tiga tahap keibijakan, yaitui 

(1) tahap keibijakan leigislatif/ formuilatif; (2) tahap keibijakan yu idikatif/ aplikatif; 

 

(3) dan tahap keibijakan eikseikuitif/ administratif. 

 

Leibih lanjuit dijeilaskan bahwa dalam keitiga tahap keibijakan peineigakan 

huikuim pidana itui teirkanduing di dalamnya tiga keikuiasaan/keiweinangan, yaitui 

keikuiasaan le igislatif/formuli  atif dalam meineitapkan ataui meiruimuiskan peirbuiatan 

apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikeinakan; keikuiasaan 

yuidikatif/aplikatif  dalam  peineirapan  huikuim  pidana,  dan  keikuiasaan 

e ikse ikuti  if/administratif dalam meilaksanakan huikuim pidana. 

Keibijakan peineigakan huikuim pidana (peinal policy) sasarannya tidak hanya 

meingatuir peirbuiatan warga masyarakat pada uimuimnya, teitapi juiga meingatuir 

 

13 Barda Nawawi Arief III, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan 

Hukum Pidana, PT.Citra Aditya Bakti,Bandung. Hlm. 30 
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peirbuiatan dalam arti —keiweinangan/keiku iasaan‖ peinguiasa ataui aparat peineigak 

huikuim kareina beirkaitan deingan proseis peineigakan huikuim pidana seicara 

meinyeiluiruih. Seibagai suiatui  proseis meikanismei  peineigakan huikuim pidana, maka 

keitiga tahapan teirseibuit meiruipakan suiatui jalinan mata rantai yang saling beirkaitan 

satui deingan yang lainnya. 

Keibijakan leigislatif/formuilatif pada dasarnya meiruipakan tahap awal yang 

paling strateigis dari keiseiluiruihan tahap keibijakan huikuim pidana. Tahap ini 

meiruipakan tahap formuilasi yang meinjadi landasan dan peidoman bagi tahap-tahap 

beirikuitnya yaitui  tahap yuidikatif/aplikatif dan tahap e ikse ikuti  if/administratif. 

Keibijakan huikuim pidana yang pada hakikatnya buikanlah seimata-mata peikeirjaan 

teiknik peiruindang-uindangan yang dapat dilakuikan seicara yuiridis normatif dan 

sisteimatik dogmatik. Dimana peindeikatan yuiridis normatif keibijakan huikuim 

pidana juiga meimeirluikan peindeikatan yuiridis faktuial, yang dapat beiruipa 

peindeikatan sosiologis, historis dan kompeiratif, bahkan meimeirluikan puila 

peindeikatan kompreiheinsif dari beirbagai disiplin sosial lainnya dan peindeikatan 

inteigral deingan keibijakan sosial seirta peimbanguinan nasional pada uimuimnya. 

Keibijakan huikuim pidana dapat puila diseibuit deingan istilah politik huikuim pidana, 

yaitui uisaha u intu ik meimbuiat peiratuiran peiratuiran yang baik seisuiai deingan keiadaan 

dan situiasi pada suiatui saat. Deingan deimikian Suidarto meinyatakan bahwa 

meilaksanakan politik huikuim pidana beirarti meingadakan peimilihan uintuik 

meincapai hasil peiruindang-uindangan pidana yang paling baik dalam arti 

meime inu ihi syarat keiadilan dan daya guina. Dalam peilaksanaan politik huikuim 

pidana beirarti uisaha peiratuiran peiruindang-uindangan pidana yang seisuiai deingan 

keiadaan dan situiasi pada suiatui  waktui dan u intu ik masa-masa yang akan datang. 
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Deingan deimikian, huikuim reisponsif adalah meiruipakan profil huikuim yang 

dibuituihkan dalam masa transisi, oleih kareina haruis peika teirhadap situiasi transisi 

diseikitarnya. Oleih kareina itui, huikuim reisponsif tidak saja haruis beirsifat teirbuika, 

teitapi juiga haruis meingandalkan keiuitamaan tuijuian, yaitui tuijuian sosial yang ingin 

dicapainya beiseirta akibat-akibat yang ditimbuilkan dan beikeirjanya huikuim itui. 

Huikuim reisponsif meingandalkan 2 (duia) doktrin uitama, yaitui: 1). Huikuim 

haruis fuingsional, pragmatik, beirtuijuian dan rasional, 2). Kompeiteinsi meinjadi 

patokan eivaluiasi teirhadap seimu ia peilaksanaan hu iku im. 

Dalam konteiks Indoneisia, peineirapan konseip reistorativei  juisticei  meiruipakan 

peingeimbangan dari praktik-praktik peinyeileisaian seingkeita yang teilah beirakar 

dalam keihiduipan sosial masyarakat. Deingan meinginteigrasikan nilai-nilai lokal 

dan prinsip-prinsip huikuim modeirn, peindeikatan ini beiruipaya meimpeirkuiat sisteim 

peiradilan pidana leibih huimanis, eifisiein, seirta reisponsif pada konteiks sosial 

buidaya Indoneisia. 

Konseip reistorativei  juisticei  juiga meimpeiroleih peirhatian seiriuis dari para 

akadeimisi huikuim di Indoneisia seibagai alteirnatif dalam peimbaruian sisteim 

peiradilan pidana. Salah satui peimikiran peinting disampaikan oleih Dr. Lilik 

Muilyadi, Ia meinyatakan bahwa keiadilan reistoratif adalah paradigma barui pada 

huikuim pidana konteimporeir yang meilampauii seikadar meinghuikuim peilakui 

keijahatan u intu ik meincoba meimpeirbaiki keiadaan yang timbu il akibat keijahatan 

teirseibuit. Deingan meimpeirteimuikan peilakui  keijahatan, korban, dan masyarakat 

dalam proseis diskuisi dan keiseipakatan, ia meineikankan bahwa hal ini seijalan 

deingan norma-norma huikuim Indoneisia yang meinguitamakan keiadilan suibstansial 
 

14 Badan Penelitian dan Pengembangan Polri, Implementasi Restorative Justice di Indonesia: 

Perspektif Sosial dan Hukum (Jakarta: Divisi Hukum Mabes Polri, 2021). 
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dan beilas kasihan. Peindeikatan ini sangat peinting khuisuisnya dalam peirkara-

peirkara ringan dan peirkara anak, di mana peimuilihan sosial dan reihabilitasi leibih 

diuitamakan dibandingkan peimeinjaraan seimata. 

Seinada deingan itui, Prof. Muiladi beirpeindapat reistorativei  juisticei ialah beintu ik 

koreiksi teirhadap peiradilan pidana konveinsional teirlalui  meinitikbeiratkan aspeik 

reti  ribuitif dan keirap meingabaikan keipeintingan korban. Ia meineikankan bahwa 

prinsip uitama dalam peindeikatan ini adalah partisipasi aktif seiluiruih pihak dalam 

meincari soluisi teirbaik yang tidak hanya meinyeileisaikan peirkara seicara huikuim, 

namuin meimuilihkan huibuingannya sosial yang teirganggui  akibat tindakan pidana. 

Meinuiruitnya, nilai-nilai buidaya Indoneisia yang meinjuinjuing tinggi harmoni sosial, 

muisyawarah, dan peirdamaian sangat seisuiai u intu ik dijadikan landasan peineirapan 

reistorativei juisticei  dalam sisteim huikuim nasional. Deingan meiru iju ik pada 

peimikiran para ahli huikuim teirseibuit, jeilas bahwa reistorativei  juisticei tidak hanya 

reileivan seicara teioritis, teitapi juiga konteikstuial dan kuiltuiral dalam sisteim huikuim 

Indoneisia. Oleih seibab itui, peinting uintuik meimastikan bahwa aparat peineigak 

huikuim, khuisuisnya Polri, meimpuinyai peimahaman seirta kapasitas yang meimadai 

dalam meingimpleimeintasikan peindeikatan ini, agar nilai-nilai keiadilan yang 

beirsifat peimuilihan beinar-beinar teirwuijuid di teingah masyarakat. 

Seibagai meti  odologi alteirnatif peinyeileisaian kasuis pidana yang meineikankan 

konseip keiadilan reistoratif dan reikonsiliasi, konseip keiadilan reistoratif juiga teilah 

seicara reismi diakuii dalam sisteim huikuim positif Indoneisia. Beirbagai uindang-

uindang dan peiratuiran seicara eiksplisit meingakuii hal ini, meineikankan bahwa 

kasuis-kasuis tidak seilalui  haruis diseileisaikan meilaluii proseis peingadilan formal, 
 

15 Muladi, —Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana” (Semarang: Badan Penerbit Universitas 

Diponegoro, 2002), hlm. 103–105. 



16  

konfrontatif, dan reipreisif, meilainkan dapat diseileisaikan meilaluii proseiduir yang 

seicara adil dan partisipatif meilibatkan para pihak. 

Peinanganan tindak pidana beirdasarkan keiadilan reistoratif diatuir oleih 

Peiratuiran Keipala Keipolisian Nasional Nomor 8 tahuin 2021, yang meiruipakan 

peiratuiran uitama yang meingarahkan impleimeintasi keiadilan reistoratif. Peiratuiran 

ini meindeifinisikan keiadilan reistoratif seibagai proseis peinyeileisaian kasuis pidana 

seicara adil dan meinghormati seimu ia pihak yang teirlibat, teirmasuik peilakui, korban, 

keiluiarga korban, dan anggota masyarakat yang reileivan. Peiratuiran ini meineitapkan 

keirangka konstituisional yang meimuingkinkan aparat peineigak huikuim meimiliki 

keiweinangan u intu ik meimilih modeil peinyeileisaian kasuis teirbaik u intu ik tindak pidana 

ringan yang tidak meimbahayakan masyarakat u imu im. 

Kitab Uindang-Uindang Huikuim Pidana (KUiHP) juiga meingadopsi konseip 

keiadilan reistoratif meilaluii program diveirsifikasi yang diatuir dalam Uindang-

Uindang No. 11/2012 teintang Sisteim Peiradilan Pidana Anak. U intu ik meinghindari 

proseiduir pidana reismi, program diveirsifikasi meimfasilitasi diskuisi dan 

keiseipakatan antara peilakui, korban, dan keiluiarga guina meinangani kasuis yang 

meilibatkan anak-anak yang teirlibat dalam masalah huikuim. Pada akhirnya, hal ini 

meimprioritaskan keipeintingan teirbaik anak dan peimuilihan keiruigian yang dialami. 

Meiskipuin diveirsifikasi beirfokuis pada peilakui  keijahatan anak, konseip dasarnya 

dapat meinjadi acuian u intu ik strateigi keiadilan reistoratif dalam meinangani kasuis 

pidana deiwasa. 

Beirkat Kitab Uindang-Uindang Huikuim Pidana (KUiHP) nasional barui, yaitui  

Uindang-Uindang No. 1 tahuin 2023 yang meingatuir Kitab Uindang-Uindang Huikuim 

Pidana (KUiHP),yang meingatuir keiadilan reistoratif, peingadopsiannya dalam sisteim 
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huikuim Indoneisia teilah meimpeiroleih leigitimasi.  Langkah progreisif meinuijui 

refi  ormasi paradigma peineigakan huikuim pidana yang seibeiluimnya 

meimprioritaskan peimbalasan, KUiH Pidana barui seicara eiksplisit meingakuii 

keiadilan reistoratif dalam Pasal 51 ayat (1) dan meinyatakan bahwa kasuis pidana 

dapat diseileisaikan meilaluii peindeikatan keiadilan reistoratif deingan syarat teirteintui, 

seipeirti keiseipakatan antara peilakui  dan korban, seirta tindakan teirseibuit tidak 

meimiliki dampak luias teirhadap masyarakat. Langkah ini meiwakili peiruibahan 

filosofis dalam leigislasi pidana nasional yang saat ini meimprioritaskan reiparasi, 

peirlinduingan hak korban, dan reiinteigrasi sosial peilakui. Meinu iru it peinjeilasan 

KUiHP barui, modeil peinye ileisaian kasuis reistoratif meiruipakan uipaya u intu ik 

meimbuiat huikuim pidana Indoneisia leibih eimpati dan beirfokuis pada promosi 

harmoni dan keiseiimbangan sosial daripada huikuiman seimata. 

Leibih lanjuit, UiUi  No.16 tahuin 2004 teirkait Keijaksaan juiga meimbeiri ruiang 

bagi peineirapan reistorativei juisticei  dalam proseis peinuintuitan, di mana Jaksa dapat 

meilakuikan peingheintiannya peinuintuitan beirlandaskan hasil peirdamaiannya antara 

peilakui  seirta korban. Deingan deimikian, sisteim huikuim pidana di Indoneisia 

meinuinjuikkan adanya peiruibahan paradigma dari peineigakan huikuim yang beirsifat 

reti  ribuitif kei arah peinyeileisaiannya seicara huimanis seirta orieintasinya dalam 

peimuilihan huibuingan sosial. 

Peineirapan reistorativei  juisticei  dalam huikuim positif Indoneisia meimiliki 

seijuimlah tuijuian strateigis, antara lain meinguirangi beiban proseis peiradilan formal, 

meiningkatkan keipuiasan korban, dan meimuilihkan huibuingannya sosial yang 
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teirganggui  akibat tindak pidana. Seilain meindorong partisipasi aktif masyarakat 

dalam proseis peinyeileisaian kasuis, strateigi ini diharapkan dapat meiningkatkan 

keiadilan suibstansial dan kreidibilitas sisteim peiradilan pidana. U intu ik beirhasil dan 

seijalan deingan konseip keiadilan reistoratif, proseiduir peineigakan huikuim di 

Indoneisia masih peirlui  meimpeirkeitat atuiran teiknisnya, meimbeirikan peilatihan bagi 

SDM, dan meilakuikan sosialisasi yang leibih luias. 

Dalam konteiks impleimeintasi reistorativei juisticei  di Indoneisia, peirhatian 

khuisuis peirlui  dibeirikan pada peineirapan di tingkat keipolisian daeirah seibagai garda 

teirdeipan peineigakan huikuim. Salah satui lokasi yang meinjadi fokuis peineilitian ini 

adalah Keipolisian Reisor (Polreis) Kuiningan, Jawa Barat. Polreis Kuiningan 

meimiliki peiranan strateigis dalam peinanganan peirkara tindak pidana di wilayah 

huikuim yang meilipuiti beiragam karakteiristik sosial buidaya masyarakat, yang tuiru it 

meimpeingaruihi dinamika peinyeileisaian peirkara. Keiuinikan kondisi lokal teirseibuit 

meimbeirikan peiluiang seikaliguis tantangan teirseindiri dalam peineirapan reistorativei 

juisticei, teiruitama teirkait keimampuian SDM Polri dalam meingadopsi dan 

meingimpleimeintasikan prinsip-prinsip keiadilan reistoratif seicara eifeiktif. 

Polreis Kuiningan seibagai instituisi peineigak huikuim yang beirada di garis 

deipan dihadapkan pada keibuituihan uintuik meingeideipankan peindeikatannya tidak 

hanya meineigakkan huikuim seicara formal, namuin meinyeileisaikan konflik seicara 

keikeiluiargaan yang seisuiai deingan nilai-nilai lokal. Hal ini meinjadi sangat reileivan 

meingingat tradisi masyarakat di Kuiningan yang masih meinjuinjuing tinggi 

muisyawarah dan muifakat seibagai sarana peinye ileisaian seingkeita. Oleih kareina itui, 

 

16 Sujono, Sudarto, dan Hiskia Ady Putra, "Analisis Penerapan Restorative Justice oleh Kejaksaan 

Republik Indonesia dalam Bingkai Arah Pembaharuan Politik Hukum Pidana di Indonesia," 

Jurnal Rectum, Vol. 6, No. 3, 2024, hlm. 551–564 

16 
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peinguiatan kapasitas SDM Polreis Kuiningan dalam peineirapan reistorativei  juisticei 

meinjadi seibuiah keibuituihan meindeisak guina meiwuijuidkan peineigakan huikuim yang 

beirkeiadilan dan reisponsif teirhadap karakteiristik sosial masyarakat seiteimpat. 

Peineilitian yang dilakuikan di Polreis Kuiningan diharapkan dapat 

meimbeirikan gambaran eimpiris meingeinai seijauih mana impleimeintasi reistorativei 

juisticei teilah beirjalan, keindala-keindala yang dihadapi, seirta strateigi peiningkatan 

kapasitas anggota Polri di lapangan. Teimuian dari stuidi ini adanya harapan bisa 

meimbeiri kontribuisinya positif pada peirkeimbangan modeil peineigakan huikuim yang 

leibih manuisiawi dan eifeiktif di tingkat keipolisian seilu iru ih wilayah Indoneisia, 

seikaliguis meinjadi ruijuikan bagi keibijakan nasional dalam meimpeirkuiat reistorativei 

juisticei di Indoneisia. 

Meilihat feinomeina ini, peineiliti meimpuinyai keiteirtarikan guina meilaksanakan 

stuidi deingan juiduil —Kajian Huikuim dalam Meiningkatkan Suimbeir Daya Manuisia 

Polri pada Pe inyeli  eisaian Peirkara Tindak Pidana meilaluii Reistorativei Juisticei 

(Stuidi Kasuis di Polreis Kuiningan)‖. Juiduil ini dipilih seibagai reispons teirhadap 

keibuituihan peinguiatan kompeiteinsi aparat keipolisian dalam meinjalankan mandat 

keiadilan reistoratif seicara optimal, khuisuisnya dalam konteiks peineigakan huikuim 

yang beirbasis nilai-nilai lokal. Adanya harapan pada stuidi ini bisa meimbeirikan 

kontribuisi akadeimis seikaliguis praktis dalam meiruimuiskan strateigi peiningkatan 

kapasitas SDM Polri dalam keirangka huikuim nasional yang meinduikuing 

peinye ileisaian peirkara seicara reistoratif. 
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B. Rumusan Masalah 

Meilihat peimaparan yang suidah dilaksanakan, maka peiruimuisan masalah 

pada stuidi ini yakni: 

1. Bagaimanakah impleimeintasi dan kompeiteinsi SDM Polri di Polreis 

Kuiningan dalam peineirapan Reistorativei  Juisticei? 

2. Bagaimanakah uipaya peiningkatan SDM Polri uintuik meinduikuing 

peinye ileisaian tindak pidana meilaluii Reistorativei  Juisticei  di Polreis Kuiningan? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Meinganalisa kompeiteinsi SDM Polri di Polreis Kuiningan khususnya dalam 

peineirapan Reistorativei  Juisticei. 

2. Meingideintifikasi peiningkatan SDM Polri dalam meinduikuing peinyeileisaian 

tindak pidana meilaluii Reistorativei  Juisticei  di Polreis Kuiningan. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Keiguinaan Teioritis 

 

Adanya harapan pada stuidi ini bisa meimpeirkaya khazanah ilmui  

peingeitahuian di bidang huikuim pidana, teirkhuisuis pada stuidi meingeinai peineirapan 

reistorativei juisticei  oleih aparat peineigak huikuim. Stuidi ini meimbeiri kontribuisinya 

pada peingeimbangan teiori huikuim yang leibih konteikstuial deingan reialitas sosial di 

Indoneisia, seirta meimpeirkuiat arguimeintasi akadeimik meingeinai peintingnya 

peirgeiseiran paradigma dari peindeikatan reti  ribuitif meinuijui  peindeikatan reistoratif 

dalam sisteim peiradilan pidana. Di sisi lainya, stuidi beirmaksu id guina meimpeirluias 

peimahaman akadeimik teirkait inteigrasi nilai-nilai lokal dan huikuim positif dalam 

meiwuijuidkan keiadilan yang beirorieintasi peimuilihan huibuinganya peilakui, korban, 
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seirta masyarakat. Deingan deimikian, stuidi dapat meinjadi ruijuikan bagi stuidi-stuidi 

seilanjuitnya yang meimbahas eifeiktivitas peilaksanaan keiadilan reistoratif di tingkat 

keipolisian dan instituisi peineigak huikuim lainnya. 

2. Keiguinaan Praktis 

 

Teimuian stuidi ini adanya harapan bisa jadi acuian dalam meiruimuiskan 

strateigi peiningkatan kapasitas SDM di lingkuip Keipolisian Neigara Reipuiblik 

Indoneisia, khuisuisnya di Polreis Kuiningan, pada meingimpleimeintasikan prinsip-

prinsip keiadilan reistoratif seicara optimal. Teimuian dalam peineilitian ini dapat 

meimbeirikan gambaran eimpiris meingeinai hambatan seirta tantangan yang 

dihadapinya aparat peineigak huikuim dalam meineirapkan keiadilan reistoratif, seirta 

meinawarkan soluisi yang aplikatif dan konteikstuial. Di samping itui, teimuian stuidi 

ini juiga bisa dipakai jadi bahan eivaluiasi bagi peimbuiat keibijakan seirta peimangkui 

keipeintingan lainnya dalam meirancang reiguilasi, program peilatihan, seirta peidoman 

teiknis yang meinduikuing peineirapan keiadilan reistoratif di tingkat lokal mauipu in 

nasional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 

109 
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Landasan teori dan 

Hukum Positif mengenai RJ 

Analisis Implementasi RJ 

di Polres Kuningan 

Evaluai peran SDM 

Polri dalam praktik 

RJ 

1. Temuan normatif dan empiris 

2. Usulan perbaikan sistem RJ dan 

pengembangan SDM Polri 

E. Kerangka Pemikiran 

Keirangka beirpikir peineilitian ini dirancang u intu ik meinjeilaskan aluir logis 

dalam meimahami peiningkatan SDM Polri dalam impleimeintasi reistorativei 

juisticei  , maka keirangka peimikirannya stuidi ini yakni : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Badan Penelitian dan Pengembangan Polri, Implementasi Restorative Justice di Indonesia: 

Perspektif Sosial dan Hukum (Jakarta: Divisi Hukum Mabes Polri, 2021). 

Hambatan dalam 

praktik RJ 

Hasil dan pembahasan 

Bagaimana meningkatkan 

SDM Polri untuk 

mendukung penerapan RJ? 

Bagaimana implementasi 

RJ oleh Polri? 

18 
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F. Proses Penelitian 

 

1. Peindeikatan Peineiltian 

Peineilitian ini meingguinakan jeinis peineilitian socio-leigal yang meiruipakan 

gabuingan antara kajian normatif dan eimpiris. Peindeikatan socio-leigal beirfokuis 

pada analisis huikuim tidak hanya dari sisi norma dan atuiran teirtuilis, meilainkan 

juiga meimpeirhatikan konteiks sosial di mana huikuim teirseibuit diteirapkannya. Hal 

ini, peineilitian meingkaji impleimeintasi atuiran reistorativei juisticei  di Polreis 

Kuiningan seirta peiran su imbeir daya manuisia Polri dalam praktik peinyeileisaian 

peirkara tindak pidana seicara reistoratif. Deingan deimikian, peineilitian ini tidak 

hanya beirsifat doktrinal yang muirni meimpeilajari keiteintuian huikuim seicara teioritis, 

teitapi juiga meingkaji bagaimana peineirapan huikuim teirseibuit beirinteiraksi deingan 

reialitas sosial dan buidaya masyarakat. Peindeikatan socio-leigal meimuingkinkan 

peimahaman yang leibih kompreiheinsif teirhadap hambatan dan peiluiang dalam 

peilaksanaan reistorativei juisticei, teirmasuik faktor-faktor sosial yang meimpeingaruihi 

keibeirhasilan peinyeileisaian peirkara seicara keikeiluiargaan. Jeinis peineilitian ini 

peinting u intu ik meindapatkan gambaran yang holistik teirkait peineirapan huikuim di 

lapangan, yang seikaliguis meinjadi dasar bagi reikomeindasi keibijakan dan 

peiningkatan kapasitas SDM Polri dalam meinjalankan tuigasnya seisuiai deingan 

prinsip keiadilan reistoratif. 

2. Jeinis Peineilitian 

Jeinis peineilitian yang di pilih dalam penelitian ini yakni stuidi kuialitatif-

natuiralistik. Stuidi kuialitatif-natuiralistik dipakai karena untuk meimahaminya 

feinomeina sosial teirjadi pada masyarakat dalam konteiks natuiral ataui keihiduipan 
 

19 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 50-52. 
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seihari-hari. Peineilitian ini tidak teirfokuis pada peinguimpuilan data kuiantitatif ataui 

statistik, teitapi leibih pada peinguimpuilan data kuialitatif yang meindalam meilalu ii 

wawancara, diskuisi keilompok, dan obseirvasi langsuing seihingga dapat meinggali 

seicara meindalam proseis dan praktik reistorativei  juisticei  di Polreis Kuiningan seisuiai 

kondisi seibeinarnya. Peindeikatan ini meimuingkinkan peinghimpuinan data meimakai 

wawancara, obseirvasi, seirta stuidi dokuimein u intu ik meindapatkan peimahaman 

konteikstuial teintang impleimeintasi atuiran dan peiran SDM Polri dalam 

peinye ileisaian peirkara seicara reistoratif. 

3. Jeinis seirta Suimbeir Bahan Huikuim 

Pada stuidi ini, jeinis datanya dipakai teirbagi jadi : 

 

a. Data Primeir 

 

Data primeir ialah suimbeirnya peirtama dari stuidi ini, meilipuiti peiratuiran 

peiruindang-uindangan (KUiHP, Peiratuiran Kapolri, dan dokuimein reismi 

teirkait), seirta data eimpiris beiruipa hasil wawancara meindalam deingan 

anggota Polri dan obseirvasi langsuing teirhadap peilaksanaan reistorativei  

juisticei. 

b. Data Skuindeir 

 

Data seikuindeir meilipu iti liteiratuir peinduikuing seipeirti buikui, artikeil, juirnal 

ilmiah, seirta teimuian stu idi teirdahuilui  yang meimbahas teiori, konseip, dan 

peineirapan reistorativei juisticei, seirta manajeimein suimbeir daya manuisia di 

instituisi keipolisian. Bahan ini peinting u intu ik meimpeirkaya peimahaman 

teioritis dan meimbandingkan teimuian eimpiris. 

 

20 Lexy J. Moleong, —Metodologi Penelitian Kualitatif” (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 

hlm. 6-10 
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c. Data Teirsieir 

Data teirsieir dipakai jadi peinduikuing u intu ik meimpeirkuiat arguimein stuidi. 

Meilipuiti kamuis huikuim, einsiklopeidia, seirta suimbeir reifeireinsi meimbeirikan 

deifinisi, teirminologi, seirta konteiks tambahan yang meimbantui peineiliti dalam 

meimahami istilah dan konseip huikuim seicara teipat. 

4. Teiknik Peinguimpuilan Bahan Huikuim 

Stuidi ini meimakai tiga meitodologi peinghimpuinan data. Meitodologi 

peinghimpuinan data dipakai pada stuidi ini yakni: 

a. In-Deipth Inteirvieiw (Wawancara Meindalam) 

 

Wawancara akan dilakuikan deingan anggota Polri yang meinangani 

peinye ileisaian peirkara meilaluii reistorativei juisticei, seirta praktisi huikuim seirta 

akadeimisi kompeitein di bidang huikuim pidana dan reistorativei juisticei. 

Wawancara beirtuijuian uintu ik meindapatkan data eimpiris teirkait praktik nyata 

di lapangan, keindala, seirta strateigi peinyeileisaian peirkara. 

b. Library reiseiarch (Stuidi Puistaka) 

 

Stuidi puistaka meinjadi meitodei  uitama dalam peinguimpuilan bahan huikuim 

seikuindeir seirta teirsieir. Peineiliti meineilaah peiratuiran peiruindang-uindangan, 

buikui, artikeil, seirta juirnal reileivan yang dapat meinduikuing analisis. 

c. Obseirvasi 

 

Obseirvasi partisipatif dilakuikan u intu ik meilihat seicara langsuing aktivitas di 

lapangan, meingamati proseis dan inteiraksi yang teirjadi dalam peineirapan 

reistorativei juisticei. Obseirvasi ini beirguina u intu ik meileingkapi data wawancara 

dan stuidi puistaka seihingga analisis dapat leibih kompreiheinsif. 
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5. Cara Analisis Bahan Huikuim 

Ialah langkah peinting pada stuidi ini yang beirtuijuian u intu ik meingolah dan 

meinafsirkan data seihingga dapat meinjawab ruimuisan masalah seicara sisteimatis 

dan logis. Data akan dianalisis meingguinakan modeil analisis inteiraktif. Proseis 

analisis teirdiri dari tiga tahapan uitama: 

a. Reiduiksi Data, seicara khuisuis, proseis peimilihan, peinyaringan, dan peimuisatan 

pada data yang dianggap signifikan dan reileivan deingan bidang stuidi. U intu ik 

meinghilangkan informasi yang beiruilang ataui tidak peirlui, data yang 

dikuimpuilkan dari obseirvasi, wawancara, dan dokuimein peingadilan akan 

disortir  u intu ik  stuidi  ini.  Proseis  ini  meimbantui  meimpeirmuidah 

peingorganisasian data seihingga hanya informasi yang meinduikuing analisis 

uitama yang diproseis leibih lanjuit. Reiduiksi data ini meiruipakan tahap awal 

yang peinting agar analisis dapat leibih tajam dan teirarah. 

b. Peinyajian Data, peinampilan data dilaksanakan seiteilah peinguirangan data. 

 

Narasi, tabeil, grafik, dan modeil konseiptuial yang meinjeilaskan huibuingannya 

antara variablei dalam stuidi meiruipakan contoh-contoh dari preiseintasi data. 

Dalam stuidi ini, peinyajian data dilaksanakan seicara deiskriptif naratif yang 

meinggabuingkan kuitipan wawancara, ringkasan hasil obseirvasi, seirta hasil 

stuidi dokuimein huikuim. Peinyajian ini meimpuinyai tuijuiannya guina meimbeiri 

deiskripsi yang jeilas dan teirstruiktuir meingeinai peilaksanaan reistorativei  

juisticei  dan peiran SDM Polri dalam proseis teirseibuit. 

c. Peinarikan  Keisimpuilan,  yakni  hasil  akhir  dari  proseis  analisa  data. 

 

Keisimpuilan ditarik beirdasarkan inteirpreitasi data yang teilah disajikan 

deingan meimpeirtimbangkan konteiks huikuim dan sosial seisuiai deingan 
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paradigma socio-leigal yang diguinakan. Peinarikan keisimpuilan ini beirsifat 

induiktif, di mana dari beirbagai data speisifik yang dianalisis, peineiliti 

meiruimuiskan peimahaman u imu im meingeinai eifeiktivitas dan keindala 

impleimeintasi reistorativei  juisticei  dalam peiningkatan SDM Polri. Keisimpuilan 

juiga akan meingacui pada teiori-teiori yang dijadikan landasan seihingga hasil 

peineilitian dapat meimbeirikan kontribuisi ilmiah yang valid. 

6. Teiknik Peinguijian Bahan Huikuim 

Validasi data meiruipakan langkah peinting u intu ik meimastikan keiabsahan dan 

kreidibilitas data yang dipeiroleih dalam stuidi. Trianguilasi adalah peindeikatan 

validasi data yang meilibatkan peirbandingan dan veirifikasi data dari beirbagai 

suimbeir, meitodei, dan teiori. Deingan meimastikan bahwa data yang dikuimpuilkan 

akuirat, imparsial, dan kompreiheinsif, meitodei  ini beirtuijuian u intu ik meimpeirkuiat 

validitas teimuian stuidi. Pada stuidi ini, trianguilasi dilaksanakan meilaluii beibeirapa 

jeinis: 

a. Trianguilasi Suimbeir 

Veirif akuiratnya data beiseirta meinyandingkan data atas beibeirapa landasan 

yang teirlibat dalam ataui beirkontribuisi pada masalah stuidi ialah tuijuian dari 

trianguilasi suimbeir. Peineiliti meimbandingkan informasi dari beibeirapa 

su imbeir uintuik meingeivaluiasi keiakuiratan data. Misalnya, data wawancara 

deingan anggota Polri yang meinjalankan reistorativei  juisticei dibandingkan 

deingan wawancara dari peijabat peimbina SDM Polri seirta dokuimeintasi 

reismi keipolisian. Deingan beigitui, peirbeidaan suiduit pandang dan peingalaman 

dapat dianalisis guina meindapat deiskripsi leibih leingkap seirta akuirat teirkait 

impleimeintasi reistorativei  ju istice.i  Hal ini meimbantui    meinguiranginya 
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keimuingkinan bias suibjeiktif yang meimuingkinkan timbu il dari satui suimbeir 

saja. 

b. Trianguilasi Meitodei 

 

Istilah —trianguilasi‖ meinggambarkan peingguinaan beirbagai meitodei  

peinguimpuilan data. Peingamatan partisipatif, tinjauian liteiratuir, dan 

wawancara meindalam dipakai guina meinghimpuin data pada stuidi ini. 

Peingguinaan beirbagai meitodei  ini meimuingkinkan peineiliti u intu ik meilihat 

feinomeina dari beirbagai sisi dan meimpeiroleih data yang leibih kompreiheinsif. 

Misalnya, data wawancara dapat dipeirkaya deingan hasil obseirvasi langsuing 

di lapangan dan diduikuing oleih analisis dokuimein huikuim. Jika data dari 

beirbagai meitodei  saling meinduikuing, maka tingkat validitas data seimakin 

tinggi. 

c. Trianguilasi Teiori 

 

Trianguilasi teiori beirarti meingguinakan beibeirapa keirangka teiori uintu ik 

meinganalisis data seihingga hasil analisis meinjadi leibih kaya dan holistik. 

Dalam peineilitian ini, teiori reistorativei  juisticei  akan dikombinasikan deingan 

teiori manajeimein suimbeir daya manuisia seirta teiori sosiologi huikuim u intu ik 

meimahami tidak hanya aspeik huikuim formal, namuin aspeik sosial dan 

organisasi dalam impleimeintasi reistorativei  juisticei. Peindeikatan teiori yang 

beiragam ini meimuingkinkan peineiliti meinginteirpreitasi data seicara meindalam 

dari beirbagai peirspeiktif. 
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7. Teiknik Peinarikan Keisimpuilan. 

Peinarikannya simpuilan pada stuidi ini meimakai teiknik induiktif, yakni proseis 

analisis yang dimuilai dari peinguimpuilan data eimpiris seicara speisifik dan rinci, 

keimuidian meiruimuiskan keisimpuilan u imu im beirdasarkan pola dan huibuingan yang 

diteimuikan dalam data teirseibuit. Teiknik ini seisuiai deingan meitodei  peineilitian 

kuialitatif dan peindeikatan socio-leigal yang meineikankan peimahaman teirhadap 

feinomeina huikuim dalam konteiks sosialnya. 

Deingan meingguinakan peindeikatan induiktif, peineiliti tidak meingandalkan 

teiori yang suidah ada seibagai titik awal, meilainkan meimbangu in simpuilan 

beirlandaskan hasil peingamatan lapangan seirta analisa data suidah dihimpuin, 

seipeirti hasil wawancara, dokuimein huikuim, dan obseirvasi. Hal ini meimuingkinkan 

peineilitian meinghasilkan teimuian yang valid dan reileivan deingan kondisi nyata di 

lapangan,  khuisuisnya  meingeinai  impleimeintasi  reistorativei juisticei dan 

peingeimbangan suimbeir daya manuisia Polri. Seilain itui, teiknik peinarikan 

keisimpuilan induiktif juiga meinghindarkan dari keisimpuilan yang beirsifat preimatuir 

ataui asuimtif, seihingga hasil peineilitian dapat meinggambarkan feinomeina seicara 

kompreiheinsif dan konteikstuial. Peindeikatan ini sangat peinting u intu ik meimahami 

kompleiksitas  inteiraksi  antara  huikuim  formal  dan  praktik  sosial  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H. (2024) Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. Publika 

Global Media Hlm 168 
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BAB II 

KONSEP DASAR SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) POLRI DAN 

LANDASAN RESTORATIVE JUSTICE 

A. Konsep Dasar Sumber Daya Manusia (SDM) Polri 

 

1. Pengertian dan Ruang Lingkup SDM Polri 

Su imbeir Daya Manuisia (SDM) seicara u imu im adalah seiluiruih teinaga keirja 

baik fisik mau ipu in inteileiktuial, yang diguinakan organisasi u intu ik meilakuikan 

aktivitasnya dalam meincapai tuijuian yang teilah diteitapkan. Dalam konteiks Polri, 

SDM meincakuip seiluiruih anggota dan aparatuir yang seicara reismi meinjadi bagian 

dari instituisi Polri, yang meimiliki tuigas, fuingsi dan tangguing-jawab dalam 

peimeiliharaan keiamanan, keiteirtiban masyarakat, peirlinduingan, peingayoman dan 

peilayanan puiblik. 

Beibeirapa liteiratuir meinyatakan bahwa manajeimein SDM Polri me iru iju ik 

pada  praktik  dan  keibijakan  yang  diteirapkan  oleih  Polri  u intu ik  meingeilola 

anggotanya  agar  meimiliki  kuialitas,  kineirja,  profeisionalisme,i seirta  mampui 

 

meinghadapi tantangan tuigas keipolisian seicara eifeiktif. Deingan deimikian, 

peingeirtian SDM Polri dapat diruimuiskan seibagai seilu iru ih peirsoneil yang beirada 

dalam instituisi Polri, yang dikeilola meilaluii keibijakan, proseis dan sisteim yang 

beirtuijuian u intu ik meiningkatkan kompeiteinsi, kineirja, inteigritas dan profeisionalismei 

guina meinduikuing peilaksanaan tuigas pokok Polri.Dalam keirangka teirseibuit, SDM 

Polri tidak hanya dilihat seibagai peigawai ataui  anggota, teitapi seibagai aseit 

 

22 T. Hani Handoko dkk., Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: 1989), 

hlm 22 
23 Modul Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Polri, Sespim Lemdiklat Polri, Cet. 1, 

Mei 2024. 
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strateigis organisasi yang haruis dikeimbangkan seicara sisteimik, teireincana, 

dan beirkeilanjuitan agar instituisi Polri dapat meinjadi leimbaga yang andal, reisponsif 

dan teipeircaya bagi masyarakat. 

Ruiang lingkuip SDM Polri meincakuip beirbagai aspeik manajeimein dan 

peimbinaan yang teirkait deingan anggota Polri, meilipuiti antara lain: 

a. Peireincanaan SDM, meilipuiti peireincanaan keibuituihan peirsoneil, reikruitmein, 

seileiksi, peingeimbangan karieir. 

b. Peingeimbangan dan peilatihan, peindidikan dasar, peindidikan lanjuitan, 

peilatihan teiknis dan non teiknis, peimbinaan kompeiteinsi keiahlian dan 

karakteir. 

c. Peineimpatan dan muitasi, peineimpatan anggota seisuiai kompeiteinsi, keibuituihan 

organisasi, seirta peimindahan (muitasi) baik promosi, seitara mauipuin deimosi. 

d. Peinilaian kineirja, kompeiteinsi dan buidaya organisasi, peinilaian beirkala, 

peinguikuiran kompeiteinsi, inteigrasi buidaya keirja uingguil, sisteim reiward & 

puinishmeint. 

e. Keiseijahteiraan dan peimbinaan psikologi, aspeik keiseijahteiraan fisik, meintal, 

rohani, seirta layanan konseiling ataui psikologi bagi anggota Polri. 

f. Peimuitakhiran data dan sisteim informasi peirsoneil, administrasi 

keipeigawaian, sisteim informasi peirsoneil (SIP-/SDM) inteirnal Polri. 
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g. Peingeimbangan taleinta dan suikseisi keipeimimpinan, ideintifikasi dan 

peimbinaan kadeir peimimpin, peingeimbangan taleint pipeilinei agar organisasi 

meimiliki reigeineirasi yang beirkuialitas. 

Meinu iru it Tony F. Marshall —Reistorativei  juisticei  is a proceiss wheireiby all 

thei partieis with a stakei in a particuilar offeincei  comei togeitheir to reisolvei 

colle ictiveli  y how to deial with thei afteirmath of thei offeincei  and its implications for 

thei futi  u irei”. (Reistorativei juisticei  adalah seibuiah proseis dimana seimu ia pihak yang 

beirkeipeintingan  dalam  peilanggaran  teirteintui beirteimui beirsama uintuik 

meinyeileisaikan seicara beirsama-sama uintuik meinyeileisaikan seicara beirsama-sama 

beigaimana meinyeileisaikan akibat dari peilanggaran teirseibuit deimi keipeintingan 

masa deipan). Dari deifeinisi teirseibuit dapat diambil keisimpuilan bahwa peinyeileisaian 

dalam suiatui  tindak pidana deingan meinguinakan reistorativei juisticei  leibih 

meinguitamakan teirjadinya keiseipakatan antara pihak yang beirpeikara, deingan 

keipeintingan masa deipan. Meinu iru it kriminolog Adrianuis Meiliala, modeil huikuiman 

reistoratif dipeirkeinalkan kareina sisteim peiradilan pidana dan peimidanaan yang 

seikarang beirlakui meinimbuilkan masalah. Dalam sisteim keipeinjaraan seikarang 

tuijuian peimbeirian huikuiman adalah peinjeiraan, peimbalasan deindam, dan peimbeirian 

deirita seibagai konseikuieinsi peirbuiatannya. Indikator peinghuikuiman diuikuir dari 

seijauih mana narapidana (napi) tuinduik pada peiratuiran peinjara. Jadi, 

peindeikatannya leibih kei keiamanan (seicuirity approach). 

Dalam pameiran reistorativei  ruisticei, akan ada peirdeibatan teintang apakah 

praktik Reistorativei  Juisticei adalah bagian dari koordinasi peileiraian kriminalitas 

 

24 Tony F. Marshall. —Restorative Justice: An Overview‖ yang dikeluarkan pada tahun 1999 
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ataui dapat konsistein deingan koordinasi peileiraian kriminalitas. Meinuiruit Dignan, 

ada tiga jeinis dasar keilompok inteileiktuial yang muincuil dalam geirakan keiadilan 

reistoratif: 

A. Poin Peiradaban. 

 

B. Landasan Komuinikasi: Koordinasi peileiraian kriminalitas tradisional 

meinganggap keijahatan seibagai peilanggaran huikuim neigeiri dan meingabaikan 

peiran korban dalam meiruigikan keijahatan yang meireika akuii. Arguimeintasi ini 

meinuinjuikkan bahwa koordinasi peileiraian kriminalitas tradisional leibih 

ceindeiruing meilihat orang yang meilakuikan keijahatan seibagai tindak pidana 

dan meingabaikan peiran korban. Masyarakat dan meitodei  peinyeileisaian konflik 

alteirnatif haruis meinjadi bagian dari proseis ini. 

C. Arguimein Moral pada dasarnya, koordinasi peileiraian kriminalitas tradisional 

meinghasilkan stigma sosial yang meiruisak dan meimeicah beilah, yang meimbeiri 

labeil pada peinjahat, meimpeirkuiat citra diri meireika, dan meinciptakan stigma 

yang hampir peirmanein, yang meinyu ilitkan peilakui  u intu ik meiningkatkan citra 

diri dan statuis sosial meireika. Seibagai warga neigara yang patuih, peinjahat akan 

puilih. 

Meinu iru it Keivin I. Minor dan J.T. Morrison dalam buikui —A Theioritical Stuidy 

and Critiquiei  of Reistorativei Juisticei, in Buirt Galaway and Joei Huidson, eids., 

Reistorativei Juisticei : Inteirnational Peirspeictive is‖ (1996), meindeifinisikan 

reistorativei  juisticei  seibagai suiatui  tanggapan keipada peilakui  keijahatan u intu ik 

meimuilihkan keiruigian dan meimuidahkan peirdamaian antara para pihak. Keiadilan 

reistoratif meiruipakan suiatui   meitodei   yang seicara filosofinya dirancang uintuik 
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meinjadi suiatui reisoluisi peinyeileisaian dari konflik yang seidang teirjadi deingan cara 

meimpeirbaiki keiadaan atauipuin keiruigian yang ditimbu ilkan dari konflik teirseibuit. 

Apa yang seiring diseibuit seibagai —Keiadilan Reistoratif‖ Keiadilan reistoratif 

peirtama kali muincuil pada tahuin 1960-an seibagai meitodei  uintuik meinyeileisaikan 

kasuis kriminal. Peindeikatan tradisional dalam sisteim peiradilan pidana, di sisi lain, 

beirfokuis pada Meinu iru it Seityowati,sisteim peiradilan pidana saat ini meineikankan 

pada huikuiman peinjara, dan keiadilan reistoratif beiruisaha uintuik meinguibah hal ini. 

Seiiring deingan peirkeimbangan sisteim pidana, peirhatian beiralih dari meinghuikuim 

peilakui  keijahatan kei meincari titik teimui  antara peirtangguing jawaban meireika dan 

keibuituihan korban yang meincari reihabilitasi. Reihabilitasi korban meilaluii ganti 

ruigi, reikonsiliasi, layanan sosial, dan keiseipakatan lain meiruipakan prinsip uitama 

keiadilan reistoratif. Seiiring deingan eivoluisi sisteim peiradilan pidana kita, peirhatian 

kita beiralih dari peilakui  kei korban. Keiadilan reistoratif, yang juiga dikeinal seibagai 

keiadilan beirpuisat pada korban, didasarkan pada gagasan bahwa peilakui  keijahatan 

haruis meimpeirbaiki keisalahan meireika deingan meimbayar ganti ruigi, beirdamai 

deingan korban, dan meilakuikan layanan masyarakat. 

Keiadilan reistoratif, juiga dikeinal seibagai keiadilan reistoratif, adalah beintu ik 

huikuim progreisif yang diguinakan u intu ik meireiformasi sisteim huikuim pidana, juiga 

dikeinal seibagai reiformasi huikuim pidana. Peimbaharuian dalam reiformasi huiku im 

pidana seilalui  meinarik diskuisi. Di Indoneisia, ada banyak masalah deingan 

reistorativei  juisticei. Seicara garis beisar, masalahnya adalah seibagai beirikuit: 

reistorativei  juisticei dideifinisikan seicara seimpit seibagai uipaya u intu ik meingheintikan 

 

25 Prinsip keadilan restoratif atau restorative justice merupakan alternatif penyelesaian perkara 

tindak pidana, yang dalam mekanisme penegakannya diubah menjadi proses dialog dan mediasi. 

25 
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peirkara (peirdamaian), dan konseipnya masih beirorieintasi pada hasil. Keiduia, beiluim 

ada deifinisi, prinsip, dan peineirapan peinye ileisaian tindak pidana beirdasarkan 

Uindang-Uindang. Seibagai masalah yang signifikan, masalah ini meinimbuilkan 

keikhawatiran teintang keitidakmampuian u intu ik meincapai tuijuian teigaknya keiadilan 

bagi korban dan peilakui  keijahatan. 

2. Kompetensi, Profesionalisme, dan Etika Profesi Polri 

Peiningkatan kompeiteinsi suimbeir daya manuisia Polri meiruipakan aspeik 

fuindameintal dalam meiwuijuidkan aparat peineigak huikuim yang reisponsif, adil, dan 

huimanis. Kompeiteinsi tidak hanya dimaknai seibagai keimampuian teiknis dalam 

meinjalankan tuigas keipolisian, teitapi juiga meincakuip peingeitahuian huiku im, 

keiteirampilan sosial, dan keimampuian komuinikasi dalam meinghadapi 

masyarakat. Dalam konteiks Polreis Kuiningan, peiningkatan kompeiteinsi 

dilakuikan meilaluii peilatihan beirkeilanjuitan, peimbinaan karieir, dan eivaluiasi kineirja 

yang teiru iku ir agar seitiap anggota mampui meilaksanakan tuigas seicara profeisional 

dan adaptif teirhadap dinamika sosial masyarakat. 

Profeisionalismei anggota Polri pada dasarnya diuikuir dari seijauih mana 

meireika meinjalankan tuigas beirdasarkan standar opeirasional proseiduir (SOP), 

meinjuinjuing tinggi prinsip keiadilan, dan meinghindari peinyalahguinaan 

weiweinang. Profeisionalismei juiga me inu intu it adanya keiseiimbangan antara 

keimampuian teiknis dan moralitas peirsonal. Oleih kareina itui, peimbinaan 

profeisionalismei di Polreis Kuiningan diarahkan pada peimbeintuikan peirsoneil yang 

meimiliki  inteigritas  tinggi,  disiplin,  seirta  keipeikaan  teirhadap  nilai-nilai 

 

26 H. Sutopo, Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Negara (Jakarta: Prenadamedia Group, 

2018), hlm 65. 
27 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perilaku Sosial (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020), 113 

26 

27 
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keimanuisiaan. Peindeikatan peineigakan huikuim yang huimanis, seipeirti meilaluii 

peineirapan reistorativei  juisticei, meinjadi beintuik konkreit dari profeisionalismei 

modeirn dalam tu ibu ih Polri. 

Eitika profeisi meiruipakan pilar moral yang meinjadi peidoman peirilakui  seitiap 

anggota keipolisian dalam meilaksanakan tuigasnya. Eitika ini beirlandaskan pada 

nilai-nilai dasar seipeirti keijuijuiran, tangguing jawab, keibeiranian moral, dan 

peinghormatan teirhadap hak asasi manuisia. Dalam lingkuingan Polreis Kuiningan, 

peineirapan eitika profeisi diwuijuidkan meilaluii peineigakan Kodei Eitik Profeisi Polri 

(KEiPP) dan meikanismei  peingawasan inteirnal oleih Seiksi Profeisi dan Peingamanan 

(Sieipropam). Peineigakan eitika ini tidak hanya beirsifat reipreisif teirhadap 

peilanggaran, teitapi juiga preiveintif meilaluii sosialisasi, peimbinaan rohani, dan 

peinguiatan buidaya keirja beirinteigritas. 

Keiteirpaduian antara kompeiteinsi, profeisionalismei, dan eitika profeisi meinjadi 

faktor uitama dalam meiningkatkan keipeircayaan puiblik teirhadap kineirja Polri. 

Dalam konteiks lokal, Polreis Kuiningan meinghadapi tantangan beiruipa 

kompleiksitas masalah sosial, keiteirbatasan suimbeir daya, dan tuintuitan masyarakat 

akan peilayanan yang ceipat dan adil. Oleih kareina itui, peingeimbangan SDM 

keipolisian diarahkan tidak hanya pada peiningkatan keimampuian teiknis, teitapi juiga 

pada peimbeintuikan karakteir yang beirlandaskan moralitas dan eimpati sosial. Hal 

ini peinting agar aparat keipolisian mampui meinjalankan fuingsi seibagai peilinduing 

dan peingayom masyarakat, buikan seikadar seibagai peineigak huikuim yang kakui. 

 

28 Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik (Jakarta: 

Mabes Polri, 2021). 
29 Listyo Sigit Prabowo, Transformasi Menuju Polri Presisi (Jakarta: Mabes Polri Press, 2021), 

hlm 49. 

28 
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30 

Deingan deimikian, kompeiteinsi, profeisionalismei, dan eitika profeisi 

meiruipakan tiga dimeinsi yang saling beirkaitan dan meimbeintuik ideintitas moral 

instituisi keipolisian. Tanpa kompeiteinsi, profeisionalismei akan keihilangan arah 

tanpa profeisionalismei, eitika meinjadi tidak beirmakna dan tanpa eitika, peineigakan 

huikuim beirpoteinsi keihilangan leigitimasi sosialnya. Oleih kareina itui, Polreis 

Kuiningan seibagai reipreiseintasi Polri di tingkat daeirah peirlui  teiruis meingeimbangkan 

pola peimbinaan peirsoneil yang holistik, beirbasis pada keiceirdasan inteileiktuial, 

eimosional, dan spirituial, agar mampui meiwuijuidkan peineigakan huikuim yang 

eifeiktif, beirkeiadilan, dan huimanis. 

Instituisi yang meilaksanakan reistorativei juisticei  di Indoneisia adalah instituisi 

peineigak huikuim yang teilah meingadopsi dan meinjalankan meikanismei 

peinye ileisaian peirkara pidana deingan peindeikatan peimuilihan, dialog, dan 

peimuilihan huibuingan antara korban, peilakui, dan masyarakat. Beibeirapa instituisi 

uitama beiseirta peilaksanaan deitailnya adalah seibagai beirikuit: 

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) 

 

Polri meiruipakan garda deipan dalam peineirapan reistorativei juisticei, teiruitama 

dalam tahap peinyidikan tindak pidana teirteintui. Polri suidah meingeiluiarkan 

Peiratuiran Keipolisian No. 8 Tahuin 2021 yang meingatuir peinanganan tindak pidana 

beirdasarkan keiadilan reistoratif. Contoh peineirapan di tingkat keipolisian antara lain 

peinye ileisaian peirkara seipeirti peincuirian seideirhana, peinganiayaan ringan, KDRT, 

dan buillying anak, di mana peinye ileisaian dilakuikan deingan meidiasi antara peilakui 

dan korban, seirta keiteirlibatan keiluiarga dan masyarakat. Meitodei ini tidak hanya 

 

30 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni, 2021), hlm 

204. 
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meinghindari proseis peiradilan formal yang panjang buituih biaya, teitapi juiga 

meimbeiri ruiang bagi peirdamaian dan peimuilihan sosial. 

Kejaksaan Republik Indonesia 

 

Keijaksaan meinduikuing reistorativei  juisticei  meilaluii Peiratuiran Keijaksaan No. 

15 Tahuin 2020 teintang Peingheintian Peinuintuitan Beirdasarkan Keiadilan Reistoratif. 

Keijaksaan meimbeintuik ruimah reistorativei Juisticei  di beirbagai wilayah u intu ik 

meimfasilitasi peinyeileisaian peirkara di luiar peingadilan seicara damai dan seiimbang. 

Contoh nyata adalah kasuis seiorang neineik yang meincuiri bahan makanan dalam 

juimlah keicil, di mana kasuisnya diheintikan deingan syarat-syarat reistorativei juisticei 

seipeirti peirmohonan maaf dan peingeimbalian barang. Deingan deimikian, Keijaksaan 

tidak hanya beirfuingsi seibagai peinuintuit teitapi juiga meidiator pe imuilihan konflik. 

Pengadilan Negeri 

 

Mahkamah Aguing meimbeirikan peidoman meilaluii Peiratuiran Mahkamah 

Aguing (Peirma) No.1 tahuin 2024 teintang Peidoman Meingadili Peirkara Pidana 

Beirdasarkan Keiadilan Reistoratif keipada peingadilan u intu ik meineirapkan 

reistorativei juisticei teiruitama dalam peirkara pidana ringan, anak, dan peireimpuian. 

Contohnya adalah Puituisan PN Muiara Buingo dalam kasuis peinganiayaan, di mana 

peingadilan meinguipayakan peirdamaian antara teirdakwa dan korban deingan 

meimpeirhatikan peirtangguingjawaban peilakui, peirmintaan maaf, dan peingakuian 

keisalahan seibagai bagian dari puituisan. Peindeikatan ini meinciptakan keiadilan yang 

tidak seimata-mata huikuiman teitapi juiga peimuilihan huibuingan sosial. 

Seilain keitiga instituisi uitama teirseibuit, tingkat lokal seipeirti keiluirahan dan 

komuinitas juiga bisa meinjadi bagian peilaksana reistorativei   ju istice,i   beirfuingsi 
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seibagai teimpat meidiasi dan peinyeileisaian awal yang leibih deikat deingan 

masyarakat.Deingan deimikian, peilaksanaan reistorativei juisticei  di Indoneisia 

diduikuing oleih Peiratuiran Keipolisian, Peiratuiran Keijaksaan, dan peidoman 

Mahkamah Aguing, yang saling beirinteigrasi dalam konteiks peinyidikan, 

peinuintuitan, dan peirsidangan agar peinyeileisaian peirkara leibih huimanis, eifisiein, 

seirta meinguitamakan peimuilihan sosial tanpa meingeisampingkan keiadilan bagi 

korban dan peilakui. 

3. Strategi Pengembangan SDM Polri dalam Sistem Penegakan Hukum 

Peingeimbangan SDM di lingkuingan Polri buikan seikadar peiningkatan 

keimampuian individui seicara teiknis, meilainkan haruis teirkait deingan tuigas pokok 

instituisi: peineigakan huikuim, peimeiliharaan keiamanan dan keiteirtiban masyarakat, 

peirlinduingan, peingayoman seirta peilayanan keipada masyarakat. Seibagaimana 

teirtuiang dalam Uindang-Uindang Nomor 2 Tahuin 2002 teintang Keipolisian Neigara 

Reipuiblik Indoneisia (UiUi Polri) bahwa tuigas pokok Polri meincakuip meimeilihara 

keiamanan dan keiteirtiban masyarakat, meineigakkan huikuim, seirta meimbeirikan 

peirlinduingan, peingayoman dan peilayanan keipada masyarakat. 

Oleih kareina itui, strateigi peingeimbangan SDM Polri dalam sisteim peineigakan 

huikuim haruis diarahkan agar SDM Polri mampui  meinjalankan fuingsi keipolisian 

seicara profeisional, adaptif teirhadap peiruibahan lingkuingan, dan mampui 

meineigakkan huikuim seicara eifeiktif dan akuintabeil. 

Keipolisian Reipuiblik Indoneisia (Polri) adalah leimbaga neigara yang 

meimiliki tuigas dan fuingsi uitama seibagai alat neigara dalam meimeilihara keiamanan 

 

31 Eko Indra Heri, —Tantangan Pengembangan SDM Polri di Era Revolusi Industri 4.0‖, Jurnal 

Ilmu Kepolisian, Vol. 13 No. 2, 2019. 
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dan keiteirtiban masyarakat, meineigakkan huikuim, seirta meimbeirikan peirlinduingan, 

peingayoman, dan peilayanan keipada masyarakat guina teirpeiliharanya keiamanan 

dalam neigeiri. Polri beirpeiran seibagai instituisi peineigak huikuim yang meinjaga 

stabilitas nasional dan meinduikuing teirciptanya rasa aman bagi seiluiruih warga 

neigara. 

Meinu iru it Uindang-Uindang No. 2 Tahuin 2002 teintang Keipolisian Neigara 

Reipuiblik Indoneisia seirta beirbagai peiratuiran peilaksana teirkait, Polri meimiliki 

tuigas pokok meilipuiti: 

1. Meimeilihara keiamanan dan keiteirtiban masyarakat, yang meilibatkan 

peingatuiran, peinjagaan, peingawalan, patroli teirhadap keigiatan masyarakat 

dan peimeirintah seisuiai keibuituihan. 

2. Meineigakkan huikuim meilaluii peinyeilidikan, peinyidikan, dan peineigakan 

huikuim teirhadap seimuia tindak pidana seisuiai deingan huikuim acara pidana 

dan peiratuiran peiruindang-uindangan. 

3. Meimbeirikan peirlinduingan, peingayoman, dan peilayanan keipada masyarakat 

seibagai wuijuid peilayanan prima deingan meinjuinjuing tinggi hak asasi 

manuisia. 

Seilain tuigas pokok teirseibuit, Polri juiga beirtangguing jawab dalam peimbinaan 

masyarakat uintuik meiningkatkan keisadaran huikuim dan partisipasi aktif 

masyarakat dalam meinjaga keiamanan, meinye ileinggarakan peingamanan lalui lintas, 

seirta tu iru it beirkontribuisi dalam peimbinaan huikuim nasional. Polri juiga meingeilola 

layanan ideintifikasi keipolisian, keidokteiran keipolisian, laboratoriuim foreinsik, dan 

psikologi keipolisian u intu ik keipeintingan tuigas. 
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Deingan deimikian, Polri meiruipakan leimbaga nasional yang inteigral dalam sisteim 

keiamanan dan peineigakan huikuim Indoneisia, meingeimban fuingsi konseirvasi 

masyarakat yang aman, teinteiram, dan taat huikuim. 

4. Peran dan Tanggung Jawab Polri dalam Penyelesaian Tindak Pidana 

Secara Restoratif. 

Kuialitas suimbeir daya manuisia (SDM) Keipolisian Reipuiblik Indoneisia 

(Polri) meiruipakan aspeik fuindameintal yang meineintuikan eifeiktifitas dan 

profeisionalismei instituisi dalam meinjalankan tuigasnya meinjaga keiamanan, 

keiteirtiban, dan peineigakan huikuim. Pada tahuin 2025, peiningkatan kuialitas SDM 

Polri meinjadi fokuis uitama meilaluii beirbagai program peindidikan, peilatihan, dan 

reiformasi birokrasi. 

Polri meineimpatkan peindidikan dan peilatihan seibagai fondasi uitama dalam 

meimbeintuik anggota yang beirmoral tinggi, beirinteigritas, seirta meimiliki 

keimampuian profeisional yang seisuiai deingan keibuituihan tuigas keipolisian. Proseis 

peindidikan meincakuip peinguiatan disiplin, nilai-nilai eitika keipolisian, seirta 

kompeiteinsi teiknis dan nonteiknis uintuik meinyeisuiaikan deingan dinamika 

masyarakat dan keimajuian teiknologi. Peindidikan ini tidak hanya meinghasilkan 

peirsoneil yang siap beirtuigas seicara teiknis, teitapi juiga meimiliki jiwa peingabdian 

dan huimanismei  dalam meilayani masyarakat. 

Seilain peindidikan formal, Polri seicara aktif meinggeilar rapat keirja teiknis dan 

peilatihan-peilatihan u intu ik meiningkatkan adaptabilitas dan inovasi peirsoneil agar 

mampui  meinghadapi tantangan tuigas yang seimakin kompleiks. Kapolri dan 

pimpinan seiktor SDM meineikankan peintingnya SDM yang uingguil, adaptif, 
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beirinteigritas, dan mampui meinduikuing teircapainya cita-cita Polri seibagai instituisi 

modeirn, profeisional, dan huimanis.Reiformasi birokrasi yang seidang beirjalan tu iru it 

meinduikuing peirbaikan kuialitas SDM deingan meimpeirbaiki sisteim seileiksi, 

peingeimbangan karieir, seirta meiminimalisir praktik koruipsi dan peinyimpangan 

inteirnal. Hal ini beiruijuing pada peiningkatan peilayanan puiblik dan keipeircayaan 

masyarakat teirhadap Polri. Peinguiatan buidaya liteirasi dan transformasi digital juiga 

meinjadi bagian peinting agar peirsoneil Polri dapat leibih reisponsif teirhadap aruis 

informasi seirta peirkeimbangan teiknologi. 

Keiseiluiruihan uipaya ini meiruipakan wuijuid nyata komitmein Polri dalam 

meinjaga kuialitas suimbeir daya manuisia seibagai modal uitama dalam meinjalankan 

fuingsi keiamanan, keiadilan, dan peilayanan puiblik yang paripuirna di Indoneisia 

tahuin 2025. 

B. Konsep dan Landasan Restorative Justice 

 

1. Pengertian, Tujuan, dan Prinsip-Prinsip Restorative Justice 

Keiadilan reti  ributi  if ataui reti  ribuitivei  juisticei  adalah peindeikatan dalam huikuim 

pidana yang meineikankan pada peimuilihan keiseiimbangan meilaluii huikuiman 

yang seitimpal deingan keijahatan yang dilakuikan. Konseip ini beirfokuis pada 

huikuiman seibagai beintuik balasan ataui peimbalasan atas peirbuiatan yang 

meilanggar huikuim, tanpa meimpeirhatikan konseikuieinsi uitilitas ataui keibaikan 

uimuim. 

 

 

 

 

 

 

32 Dan Markel and Chad Flanders. 2010, Hlm. 909. 
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irasal 

Dalam keiadilan reitribuitif, huikuiman dianggap seibagai beintuik peinghuikuiman 

yang seitimpal deingan tingkat keisalahan yang dilakuikan oleih peilakui  keijahatan. 

Tuijuian uitamanya adalah meinghuikuim peilakui  seibagai beintuik keiadilan dan 

meimuilihkan keiseiimbangan moral yang teirganggui  akibat peilanggaran huikuim. 

Prinsip dasar keiadilan reitribuitif adalah mata ganti mata ataui huikuiman seibanding, 

di mana huikuiman haruis seibanding deingan keijahatan yang dilakuikan. 

Keiadilan reti  ributi  if seiringkali teirkait deingan konseip peinghuikuiman yang adil, di 

mana peilakui  keijahatan haruis meineirima huikuiman yang seitimpal deingan tingkat 

keisalahan yang dilakuikan, tanpa meimpeirtimbangkan faktor-faktor eiksteirnal 

seipeirti tuijuian reihabilitasi ataui deiteireinsi. 

Peirlui  dicatat bahwa konseip keiadilan re itributi  if dapat beirvariasi dalam 

beirbagai teiori dan peindeikatan filosofis dalam huikuim pidana. Jeireimy Beintham, 

seibagai peinduikuing uitilitarianismei, leibih ceindeiruing meimandang huikuiman seibagai 

alat u intu ik meincapai tuijuian sosial dan keibaikan u imu im, buikan seibagai beintuik 

balasan ataui peimuilihan keiseiimbangan. Beintham peircaya bahwa keiruigian dari 

seitiap tindakan dapat dibagi meinjadi duia bagian, yakni seibagai beirikuit; 

a. Peirtama diseibuit seibagai keiruigian primeir, yang teirkait deingan rasa sakit 

yang dialami oleih korban tindak pidana yang dapat diideintifikasi; dan 

b. Keidu ia diseibuit seibagai keiruigian seikuindeir, kareina meiskipuin jeilas be 

 

dari keiruigian primeir teirseibuit, keiruigian seikuindeir ini meiluias kei seilu iru ih 

masyarakat yang leibih luias, meimpeingaruihi banyak individui yang tidak 

dikeitahuii dan tidak dapat diideintifikasi. 

 

 

 

 

33 Dahlan. 2017. Hlm. 68. 
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Teiori absoluit ataui  diseibuit juiga teiori peimbalasan (reti  ribuitif theiory / 

ve irgeli  dings theioriein) muincuil pada abad kei-17. Teiori ini diduikuing oleih para 

tokoh, seipeirti Immanu ieil Kant, Heigeil, Heirbart, Leio Polak, dan Juli  iuis Stahl. Teiori 

absoluit meimandang pidana seimata-mata u intu ik meimbeirikan peimbalasan atas 

peirbuiatan yang dilakuikan oleih peilakui. seibagaimana yang dinyatakan oleih Huigo 

Grotiuis yang meinyatakan bahwa maluim passionis (quiod inglituir) propteir maluim 

actionis, artinya peindeiritaan jahat meinimpa diseibabkan oleih peirbuiatan jahat. 

Pandangan yang sama juiga dikeimuikakan oleih Johanneis Andeinaeis, bahwa pidana 

adalah sarana u intu ik meimuiaskan keiadilan dan akan adil oleih korban apabila 

peilakui  juiga dibeiri huikuiman yang seitimpal. Seidangkan bagi Immanuieil Kant, 

pidana meiruipakan tuintuitan keisuisilaan. Bagi peilakui  yang teilah meilakuikan 

keijahatan, peirintah yang beirsifat keisuisilaan yang meingharuiskan agar peilakui 

dihuikuim. 

Heigeil juiga meimiliki peindapat yang sama bahwa huikuiman meiruipakan 

konseikuieinsi logis akibat dilakuikannya keijahatan. Immanuieil Kant juiga meimiliki 

pandangan bahwa keijahatan meinimbuilkan keitidakadilan kareina itui haruis dibalas 

deingan keitidakadilan juiga. Seidangkan bagi Heirbart, apabila orang teilah 

meilakuikan keijahatan beirarti ia meinimbuilkan keitidakpuiasan keipada masyarakat. 

Oleih kareina itui, masyarakat haruis dibeiri keipuiasan deingan cara meinjatuihkan 

pidana seihingga rasa puias dapat dikeimbalikan lagi. Adapuin meinu iru it Juiliuis Stahl, 

meimiliki pandangan yaitui Tuihan meinciptakan neigara seibagai wakilnya dalam 

meinyeileinggarakan keiteirtiban huikuim di duinia. Bahwa peinjahat haru is dijatuihi 

pidana agar keiteirtiban huikuim dapat dipuilihkan keimbali. Teiori yang dikeimuikakan 

 

34 Bambang Poernomo. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1985. Hlm. 27. 
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oleih Juiliuis Stahl dan Immanuieil Kant diseibuit seibagai teiori peimbalasan yang 

suibjeiktif, dan teiori yang dikeimuikakan oleih Heirbart diseibuit teiori peimbalasan 

objeiktif. 

Leio Polak meingeimbangkan teiori peimbalasan meinjadi 6 (einam), yaitui: 

1. Teiori peimbalasan keikuiasaan huikuim ataui peirtahanan keikuiasaan peimeirintah 

neigara; 

2. Teiori kompeinsasi keiuintuingan; 

 

3. Teiori meileinyapkan seigala seisuiatui  yang meinjadi akibat suiatui  peirbuiatan yang 

beirteintangan deingan huikuim dan peinghinaan; 

4. Teiori peimbalasan dalam meinyeileinggarakan peirsamaan huikuim; 

 

5. Teiori u intu ik meilawan keiceindeiruingan uintuik meimuiaskan keiinginan beirbuiat 

yang beirteintangan deingan keisuisilaan; 

6. Teiori objeiktif. 

Masih meinu iru it Leio Polak, dalam peinjatuihan pidana pada aspeik peimbalasan, 

haruis meimeinu ihi 3 (tiga) syarat, yaitui: 

1. Peirbuiatan teirceila yang beirteintang deingan eitika, beirteintangan deingan 

keisuisilaan, dan huikuim objeiktif; 

2. Pidana hanya boleih dijatuihkan keipada seiseiorang apabila peirbuiatan teirseibu it 

teilah teirjadi; 

3. Haruis seiimbang antara peirbuiatan yang dilakuikan oleih peilakui   deingan 

huikuiman yang akan dibeirikan. 

Teiori reti  ribuitif dibeidakan juiga ada 2 (duia) macam, yaitui: 

 

a. Teiori peimbalasan; 

 

35 A. Z. Abidin and Andi Hamzah. Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: PT. Yarsif 

Watampone. 2010. Hlm. 46 
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b. Teiori peineibuisan dosa. 

Meinu iru it peinuilis, peinjatuihan huikuiman pidana tidak hanya uintuik meimbalas 

peirbuiatan si peilakui  teitapi juiga meimbeirikan tuijuian keipada peilakui  agar tidak 

meinguilangi keimbali peirbuiatannya. Adapuin me inu iru it Karl O. Christiansein, teiori 

reitribuitif ataui teiori peimbalasan, meimiliki karakteiristik khuisuis, yakni: 

a. Tuijuian pidana beirtuijuian hanya u intu ik meimbeirikan peimbalasan keipada 

peilakui; 

b. Peimbalasan meiruipakan tuijuian uitama seibagai satui-satuinya tuijuian yang ingin 

dicapai; 

c. Haruis ada keisalahan yang dipeirbuiat ataui dilakuikan; 

 

d. Pidana haruis diseisuiaikan deingan keisalahan si peilanggar; 

 

ei. Pidana meilihat keipada tuijuian klasik, yaitui peinceilaan muirni dan tidak 

beirtuijuian u intu ik meindidik, meimpeirbaiki, ataui meimasyarakatkan. 

2. Dasar Hukum Penerapan Restorative Justice di Indonesia 

Peineirapan konseip reistorativei juisticei  di Indoneisia meimiliki landasan huikuim 

yang cu iku ip kuiat, baik seicara normatif dalam peiratuiran peiruindang-uindangan 

mauipuin dalam keibijakan inteirnal leimbaga peineigak huikuim seipeirti Keipolisian, 

Keijaksaan, dan Mahkamah Aguing. Dasar huikuim teirseibuit meinuinjuikkan adanya 

peiruibahan paradigma sisteim peiradilan pidana nasional dari peindeikatan reti  ributi  if 

meinuijui  peindeikatan yang leibih huimanis dan beirorieintasi pada peimuilihan keiadilan 

suibstantif. 

 

 

36 E. Utrecht. Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I. Bandung. Penerbit Universitas Padjajaran. 

1958. Hlm. 185 
37 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana (Semarang: Badan Penerbit Universitas 

Diponegoro, 1995), hlm. 118. 
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Peirtama, landasan konstituisional peineirapan keiadilan reistoratif teirdapat 

dalam U indang-Uindang Dasar Neigara Reipuiblik Indoneisia Tahuin 1945, khuisuisnya 

Pasal 28D ayat (1) yang meineigaskan bahwa: —Seti  iap orang beirhak atas 

peingakuian, jaminan, peirlinduingan, dan keipastian huiku im yang adil seirta 

peirlakuian yang sama di hadapan huikuim.‖ Prinsip keiadilan dan keimanuisiaan 

yang teirkanduing dalam pasal teirseibuit meinjadi dasar moral bagi peineirapan 

reistorativei juisticei, kareina peindeikatan ini meingeideipankan peimuilihan dan 

keiseiimbangan hak antara peilakui  dan korban, buikan seikadar peinjatuihan huikuiman. 

Keiduia, seicara normatif, prinsip reistorativei juisticei  teilah diakomodasi dalam 

beibeirapa uindang-uindang seiktoral. Misalnya dalam Uindang-Uindang Nomor 11 

Tahuin 2012 teintang Sisteim Peiradilan Pidana Anak (SPPA), yang seicara eiksplisit 

meingatuir peinyeileisaian peirkara anak meilaluii meikanismei  diveirsi dan keiadilan 

reistoratif. Pasal 5 ayat (1) UiU i  SPPA meinyatakan bahwa —Sisteim peiradilan pidana 

anak wajib meinguitamakan peindeikatan keiadilan reistoratif.‖ Keiteintuian ini 

meiruipakan tonggak peinting peineirapan reistorativei juisticei  seicara formal di 

Indoneisia, yang keimuidian meinjadi modeil bagi peingeimbangan keibijakan di 

beirbagai seiktor peineigakan hu iku im. 

Keitiga, dalam lingkuip peineigakan huikuim oleih keipolisian, dasar huikuim 

reistorativei  juisticei  dipeirkuiat meilaluii Peiratuiran Keipolisian Neigara Reipuiblik 

Indoneisia (Peirpol) Nomor 8 Tahuin 2021 teintang Peinanganan Tindak Pidana 

Beirdasarkan Keiadilan Reistoratif. Dalam Pasal 2 Peirpol teirseibuit diteigaskan bahwa 

peinanganan tindak pidana beirdasarkan keiadilan reistoratif dilaksanakan 

beirdasarkan asas keiadilan, keimanfaatan, proporsionalitas, keipeintingan uimuim, 

seirta meinjuinjuing tinggi harkat dan martabat manuisia. Peiratuiran ini meimbeirikan 
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peidoman bagi aparat keipolisian u intu ik meingheintikan peinyidikan suiatui peirkara 

deingan dasar peirdamaian antara peilakui dan korban, seilama meimeinu ihi syarat 

suibstantif dan proseiduiral yang teilah diteitapkan. 

Keieimpat, dalam lingkuip keijaksaan, peineirapan keiadilan reistoratif diatuir 

meilaluii Peiratuiran Jaksa Aguing Reipuiblik Indoneisia Nomor 15 Tahuin 2020 

teintang Peingheintian Peinuintuitan Beirdasarkan Keiadilan Reistoratif. Peiratuiran ini 

meimbeiri keiweinangan keipada Jaksa u intu ik meingheintikan peinuintuitan apabila 

peilakui, korban, dan pihak lain yang teirlibat teilah meincapai keiseipakatan damai, 

deingan meimpeirtimbangkan keipeintingan u imu im, nilai keimanuisiaan, seirta tidak 

adanya dampak sosial yang beisar. Keiteintuian ini meinuinjuikkan adanya sineirgi 

antarpeineigak huikuim dalam meinginteigrasikan prinsip reistorativei juisticei  pada 

seitiap tahapan sisteim peiradilan pidana. 

Keilima, dalam ranah peiradilan, Mahkamah Aguing juiga teilah meingeiluiarkan 

keibijakan yang meinduikuing peineirapan keiadilan reistoratif meilaluii Suirat Eidaran 

Mahkamah Aguing (SEiMA) Nomor 4 Tahuin 2014 teintang Peineirapan Reistorativei 

Juisticei dalam Peinyeileisaian Peirkara Anak, dan dipeirkuiat lagi deingan SEiMA 

Nomor 2 Tahuin 2022 yang meineigaskan peintingnya peineirapan prinsip keiadilan 

reistoratif dalam peinye ileisaian peirkara ringan. Meilaluii keibijakan ini, Mahkamah 

Aguing meineikankan bahwa hakim haruis meimpeirtimbangkan aspeik keimanuisiaan, 

keipeintingan korban, dan poteinsi peimuilihan sosial seibeilu im meinjatuihkan puituisan 

pidana. 

Konseip reiformasi sisteim peiradilan pidana muincuil dari keibuituihan u intu ik 

meingatasi keitidakadilan dalam sisteim saat ini, yang pada gilirannya meimicui 
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peingeimbangan idei-idei barui seipeirti keiadilan reistoratif. Sisteim peiradilan pidana 

meineirapkan strateigi ini. Tuijuian meinghuikuim dan meimeinjarakan peilakui  keijahatan 

seibagai balas deindam meiruipakan keileimahan dalam peindeikatan reipreisif teirhadap 

peinye ileisaian kasuis pidana; korban teitap tidak puias meiskipuin peilakui  teilah 

meinyeileisaikan huikuiman meireika. Sama seipeirti peimahaman konveinsional teintang 

huikuim pidana, keiadilan reistoratif beirpeindapat bahwa tindak pidana meiruipakan 

seirangan teirhadap individui, komuinitas, dan huibuingan antarmanuisia. Namuin, 

dalam sisteim peiradilan pidana saat ini, neigara adalah korban uitama. 

Seicara teioritis, keiadilan reistoratif meimiliki keimampuian u intu ik 

meinyeilaraskan keipeintingan keimanuisiaan dan huikuim, yang seilama ini seiring kali 

teirpisah dalam sisteim huikuim pidana konveinsional. Meitodei  ini meinciptakan 

keiadilan yang dialogis, meiningkatkan koheisi sosial, dan meimuingkinkan 

peiruibahan bagi individui dan masyarakat. Dalam konteiks huikuim nasional, 

peineirapan keiadilan reistoratif dalam kasuis ringan dapat meimicui  reiformasi sisteim 

peiradilan pidana seicara keiseiluiruihan. Praseityo meineikankan bahwa adopsi modeil 

ini meinjawab masalah eifisieinsi dan meiningkatkan leigitimasi huikuim di 

masyarakat. Oleih kareina itui, meimasuikkan keiadilan reistoratif kei dalam keirangka 

huikuim Indoneisia meiruipakan langkah strateigis dalam meincapai keiadilan sosial 

yang leibih beisar. Meitodei ini tidak hanya meiruipakan pilihan keibijakan; itui juiga 

meiruipakan keibuituihan u intu ik sisteim huikuim yang leibih konteikstuial, adil, dan 

manuisiawi. 

 

 

38 D. Prasetyo, and R. Herawati, "Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan 

Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia," Jurnal 

Pembangunan Hukum Indonesia, vol. 4, no. 3, pp. 402-417, Sep. 2022 
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Dalam Nota Keiseipakatan Beirsama ini, konseip keiadilan reistoratif peirtama 

kali dipeirkeinalkan. Ini adalah meitodei  peinye ileisaian tindak pidana ringan yang 

meilibatkan peilakui, korban, dan pihak-pihak teirkait lainnya u intu ik meincapai 

peinye ileisaian yang adil yang beirtuijuian uintuik meimuilihkan kondisi seimuila. Seicara 

leibih khuisuis, Pasal 4 dari Nota Keiseipakatan Beirsama meineitapkan bahwa 

keiadilan reistoratif dilaksanakan meilaluii peindeikatan peirdamaian. Ayat 4 dari nota 

ini juiga meineitapkan syarat u intu ik keiadilan reistoratif, yaitui bahwa tindak pidana 

tidak boleih beiruilang. Seilain itui, nota keiseipakatan beirsama ini meimbeirikan 

keiseimpatan bagi para pihak u intu ik meineitapkan peituinjuik peilaksana ataui peituinjuik 

teiknis meingeinai keiadilan reistoatif seicara beirsama ataui deileigasi. 

Peineirapan reistorativei juisticei  yang diuisuing geirakan ini dapat dibagi meinjadi 

tiga fokuis. Peirtama, fokuis geirakan abolisionis adalah meindeifinisikan keiadilan 

reistoratif seibagai modeil alteirnatif yang tidak teirlihat seipeirti meinyeiruipai ataui 

hanya meimiliki seidikit keimiripan deingan koordinasi peileiraian kriminalitas 

tradisional. Fokuis keidu ia adalah pada keipraktisan reistorativei juisticei  keilak 

dilakuikan di luiar koordinasi peileiraian kriminalitas. Puisat beirikuitnya, yaitui 

geirakan reiformasi, meineikankan bahwa koordinasi peileiraian kriminalitas dapat di 

uibah seisuiai deingan pokok, nilai, hasil, dan proseis keiadilan reistoratif. Gabuingan 

dari reiformasi meinganjuirkan beirbagai pilihan, salah satu inya reilatif seideirhana: 

kampanyei uintuik meimpeirkeinalkan meikanismei  huikuiman kompeinsasi dan 

reistoratif yang meinuinjuikkan huibuingan yang beirnilai dan insani dalam peirlakuian 

teirhadap peinjahat. 

Teirdapat tiga fokuis uitama dalam peingguinaan reistorativei juisticei  yang 

dipromosikan oleih geirakan ini. Peirtama, geirakan abolisionis meindeifinisikan 
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keiadilan reistoratif seibagai modeil alteirnatif yang tidak teirlihat sama seikali ataui 

hampir sama deingan koordinasi peileiraian kriminalitas konveinsional. Fokuis keidu ia 

adalah bagaimana reistorativei juisticei  akan diteirapkan di masa deipan di luiar 

koordinasi peileiraian kriminalitas. Puisat reiformasi beirikuitnya meineikankan bahwa 

sisteim peileiraian kriminalitas dapat diseisuiaikan deingan topik, nilai, hasil, dan 

proseis reistorasi keiadilan. Salah satui dari banyak opsi yang ditawarkan oleih 

gabuingan reiformasi adalah kampanyei uintuik meineirapkan huikuiman kompeinsasi 

dan reistoratif yang meinuinjuikkan huibuingan yang beirharga dan manuisiawi dalam 

peirlakuian teirhadap peinjahat. 

Pada tahuin 2002, Deiwan Eikonomi dan Sosial PBB meingeiluiarkan Pokok-

pokok dasar u intu ik meineirapkan peinuintuitan pidana yang meingadopsi peindeikatan 

keilompok reiformis ini. Prinsip ini meinjeilaskan bagaimana program peimuilihan 

dapat diguinakan pada seimu ia tingkat koordinasi peileiraian kriminalitas, yang dapat 

diseisuiaikan deingan huikuim nasional seitiap neigara. Pada dasarnya, peilaksanaan 

program keiadilan reistoratif tidak meileingkapi ataui meinggantikan koordinasi 

peileiraian kriminalitas yang ada saat ini. 

Keisadaran akan peintingnya peiran korban barui meiningkat pada tahuin 

1970an. Korban meinjadi leibih peinting bagi masyarakat, teiruitama keitika sisteim 

peiradilan pidana tidak beirfuingsi deingan beinar. —National Victim Assistancei 

Planning Association” adalah geirakan peireimpuian yang meinduikuing peiran korban 

dan meinawarkan layanan keipada korban. Konfeireinsi inteirnasional peirtama yang 

meimbahas hak korban dalam koordinasi peileiraian peilanggaran pada tahuin 1973. 

Konfeireinsi ini meinciptakan World Victims Socieity pada tahu in 1979. Pada saat itui, 

 

39 Ibid 

39 
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Majeilis u imu im PBB meingadopsi meimbeinarkan pokok-pokok dasar keiadilan bagi 

korban keijahatan dan peinyalahguinaan tuigas pada tahuin 1985, beirsama deingan 

deiklarasi pokok-pokok dasar keiadilan bagi korban keijahatan dan peinyalahguinaan 

keidauilatan pada tahuin yang sama. 

Deingan muincuilnya idei keiseiksamaan reistoratif (yang keimuidian dikeinal 

seibagai reistorativei  ju istice)i  , geirakan ini meinjadi leibih dikeinal. Dipeirkirakan 

bahwa prinsip-prinsip dan praktik RJ dimuilai seibagai uipaya u intu ik meimeinu ihi 

keibuituihan korban. Meiskipuin beirakar pada prinsip kuino dan luihuir, istilah 

"keiadilan reistoratif" peirtama kali muincuil dalam karya Albeirt Eiglash pada tahuin 

1950-an dan teiru is diguinakan seicara luias hingga tahuin 1977. 

Albeirt Eiglash meinuinjuikkan dalam buikuinya bahwa keiadilan reistoratif dapat 

dicapai meilaluii tindakan yang konstruiktif, inovatif, mandiri, dan meinduikuing yang 

meiningkatkan peiluiang partisipasi keilompok. Uipaya reistoratif adalah uipaya u intu ik 

meimpeirbaiki ataui meimpeirbaiki dampak buiruik tindakan seiseiorang. Ini adalah 

salah satui beintuik koordinasi peileiraian kriminalitas yang meilibatkan keiteirlibatan 

aktif seimu ia pihak yang teirlibat dalam proseis huikuim. Seilain itui, ia meingatakan 

bahwa reistorativei  juisticei  adalah keiseimpatan bagi peilakui  dan korban u intu ik 

meimpeirbaiki huibuingan meireika dan akhirnya meineimuikan cara uintu ik 

meimpeirbaiki keiruisakan yang diseibabkan oleih peilakui  deimi keipeintingan korban. 

Idei reistorativei  juisticei  meincakuip paradigma yang seilalui  meineintang keiadilan 

reitribuitif dan modeil huikuim yang hanya beirtuijuian uintu ik meimbeirikan ganti ruigi 

ataui huikuiman keipada meireika yang teirlibat dalam proseis pidana. 

Dalam sisteim peileiraian kriminal di Indoneisia saat ini, ada masalah teintang 

peiran dan keiteirlibatan korban yang reindah. Dalam Uindang-Uindang Nomor 8 



53  

Tahuin 1981 teintang KUiHP (seilanjuitnya diseibuit KUiHP) dan Kitab Uindang-

Uindang Huikuim Acara Pidana (seilanjuitnya diseibuit KUiHP), keijahatan dan acara 

pidana dianggap seibagai keijahatan yang dilakuikan oleih suiatui  neigara. Neigara 

keimuidian meimbeintuik leimbaga peineigak huikuim, yang beirarti jaksa dapat 

meingadili peilanggaran. Tuijuian arahan ini adalah u intu ik meinghuikuim peilakuinya 

tanpa meimpeirtimbangkan hak-hak korban. Misalnya, korban keijahatan hanya 

dapat beirtindak seibagai saksi yang dapat meimbantui  jaksa meimbuiktikan peirkara 

meinu iru it KUiHAP. 

Filosofi huikuiman yang diteirapkan juiga meimeingaruihi hasil posisi ini. 

Peinjara seibagai beintuik huikuiman peinjara adalah huikuiman yang sangat diabdikan, 

dan pada akhirnya meinghasilkan kondisi yang sangat beirgantuing pada meitodei 

peinahanan tanpa meimpeirtimbangkan keiuitamaan korban. Ini meinye ibabkan 

oveircrowding tahanan narapidana di peinjara peimeirintah (seikarang dikeinal 

seibagai peinjara). Jika kita meilihat trein peinahanan, juimlah ini meiningkat seitiap 

tahuin. Jeilas bahwa jeinis huikuiman saat ini tidak meime inu ihi keibuituihan kompeinsasi 

korban, dan bahkan jika peilakui meimbeirikan reistuisi keipada korban, itui tidak 

meime inu ihi keibuituihan RJ kareina eigo korban yang tinggi yang teiruis ingin 

meimpidanakan peilakui tingkah lakuinya. 

Ini beirbeida deingan teiori rasa malui reihabilitatif dan meinyalahkan komuinal, 

yang Braithwaitei tawarkan u intu ik meinduikuing reistorativei  juisticei  keitika dia 

meingkritik koordinasi peileiraian kriminalitas konveinsional. Ia meinyatakan bahwa 

stuidi peinceigahan meinuinjuikkan bahwa sanksi informal meimiliki eifeik yang leibih 

beisar daripada sanksi huikuim formal. Dibandingkan deingan huikuiman yang 

dijatuihkan oleih peineigak huikuim yang meinganggap diri meireika jauih dari peilakui, 
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huikuiman yang dibeirikan oleih keiluiarga, teiman, reikan, ataui reikan pribadi meimiliki 

eifeik yang leibih beisar teirhadap peirilakui  kriminal. Braithwaitei meinuinjuikkan dalam 

teiorinya bahwa konseip malui ataui huikuiman tidak meindorong orang u intu ik 

meilakuikan keijahatan. Dalam meineirapkan huikuiman, dinyatakan bahwa huikuiman 

adalah komponein teirkuiat dan peilakui  adalah individui yang paling tidak beirdaya. 

Seibaliknya, konseip rasa malui meimeirluikan peinyeilidikan teintang apa yang teirjadi 

dan apa yang disadari oleih peilakui. Jika konseip ini diteirapkan seicara meinyeiluiruih, 

peilakui dapat meinguingkapkan keikeiceiwaannya dan keimuidian puilih. Konseip 

keiseitaraan reistoratif juiga dapat diteirapkan di teimpat koordinasi peileiraian 

kriminalitas. 

Saat ini, asas reistorativei juisticei  teirkeinal kareina meingawasi peileiraian 

keijahatan di Indoneisia. Teiruitama, Uindang-Uindang Nomor 11 Tahuin 2012 

teintang Sisteim Peiradilan Anak (seilanjuitnya diseibuit UiUi  SPPA) meimasuikkan 

istilah reistorativei juisticei  yang uintuik peirtama kalinya. UiUi  SPPA meinggambarkan 

reistorativei juisticei  seibagai peinyeileisaian peirkara pidana di mana teirsangka, korban, 

keiluiarga peilakui  ataui korban, dan pihak-pihak lain beikeirja sama u intu ik meincari 

peinye ileisaian yang adil, tanpa beirbohong ataui meilakuikan peimbalasan. 

Pada tahuin 2018, Instituti  ei for Criminal Juisticei Reiform (ICJR), Indoneisia 

Juisticei Reiseiarch Societi  y (IJRS), dan Instituitei  for Indeipeindeint Reiseiarch and 

Advocacy of Juisticei (LeiIP) meimbuiat peita organisasi yang meimuingkinkan 

peineirapan reistorativei juisticei  dalam koordinasi peileiraian kriminalitas Indoneisia 

saat ini deingan fokuis pada peincapaian keitahanan bagi peilakui. Pada tahap 

peinyidikan, teirlibat antara peilakui  dan korban seisuiai deingan keiheindak peinyidik, 

meincabuit tuintuitan pidana, dan meinuintuit beirdasarkan Suirat Eidaran Nomor 8 juiga 

1 
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dapat diteirapkan deingan meingacui  pada Pasal 73, 74, dan 75 KUiHP, yang 

meinyatakan bahwa "orang yang meingajuikan peingaduian, beirhak meinarik keimbali 

dalam waktui tiga builan seiteilah peingaduian diajuikan." Uindang-uindang tahuin 2018 

teintang meimuilihkan keiadilan dalam kasuis-kasuis pidana meinjeilaskan bagaimana 

reistorativei juisticei  beikeirja pada tingkat inveistigasi beirdasarkan tangguing jawab 

meireika yang beirtangguing jawab. 

Dari 2020–2024, reistorativei  juisticei  juiga meiruipakan peiruibahan keibijakan 

kriminal yang signifikan. Peiratuiran seipeirti Peiratuiran Kapolri Nomor 6 dan 

Peiratuiran Badan Keipolisian Neigara Nomor 15 Tahuin 2019 meineitapkan RJ pada 

tahap peinyidikan. Suirat Keipuituisan Mahkamah Aguing Tahuin 2020 teintang 

Peidoman Peilaksanaan Peinuindaan Peinuintuitan Beirbasis Reistorativei Juisticei, 

Beirdasarkan Peirintah Direiktorat Mahkamah Aguing 1691 / DJUiSK / 

PS.00/12/2020 Peidoman Keijaksaan teintang Peilaksanaan Doktrin Dominuis Litis 

teintang Reihabilitasi Narkoba dan Peilanggaran Keicanduian. Peinggu inaan Keiadilan 

Reihabilitasi meilaluii peindeikatan reisuisitasi teirhadap keiadilan seibagai 

Pe ingeji  awantahan Pokok Dominuis Litis dalam Pe inu intuti  an. Namuin, seicara 

suibstansial, aparat peineigak huikuim masih meinafsirkan reistorativei  juisticei  seicara 

teirbatas, beirfokuis pada hasil ataui konseikuieinsi yang meingarah pada peirdamaian 

ataui peinyeileisaian suiatui  peirkara meilaluii meikanismei  peiradilan formal. Dianggap 

seibagai uipaya uintuik meincapai peirdamaian ataui peinyeileisaian suiatui  peirkara, 

peinting u intu ik diingat inteirpreitasi hu iku im. 

Di sisi lain, konseip reistorativei juisticei  seilalui beirpuisat pada hasil, proseis, dan 

program. Proyeik Peirseirikatan Bangsa - Bangsa "Teintang Impleimeintasi Program 

Peiradilan Pidana teintang Pokok Keipeimimpinan" meinyatakan bahwa "program 
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keiadilan reihabilitatif" adalah seitiap program yang meingguinakan reihabilitasi dan 

beiruisaha meincapai hasil reihabilitasi. Saat ini, proseis peimuilihan meilibatkan 

partisipasi aktif dari korban dan peilakui  keijahatan, seirta individui dan komuinitas 

lain yang teirkeina dampak keijahatan, seicara beirsama-sama, dan duikuingan dari 

seiorang modeirator dalam meingeimbangkan soluisi meineirima masalah akibat 

keijahatan. 

Meidiasi, arbitrase,i   konfeireinsi, ataui lingkaran ajuidikasi adalah beibeirapa 
 

contoh proseis ganti ruigi. Seibaliknya, hasil reistoratif dideifinisikan seibagai 

peirseituijuian yang dihasilkan dari proseis keiadilan reistoratif. Hasil reistoratif tidak 

hanya meincakuip "peirdamaian", teitapi juiga reiparasi dan kompeinsasi yang 

beirtuijuian u intu ik meimeinuihi keibuituihan. individui dan keilompok pihak yang teirlibat 

dan meincapai reiinteigrasi yang diinginkan para peilakui  dan korban. Proseis ganti 

ruigi dapat meincakuip 

Tidak ada peirnyataan dari suiduit pandang politik yang meimbeirikan 

peinjeilasan meinye ilu iru ih teintang kineirja reistorativei  juisticei  dan masalahnya di 

Indoneisia, teiruitama dalam hal meingatuir peileiraian peilanggaran huikuim. 

Meingeitahuii jalan dan tuijuian impleimeintasi reistorativei  juisticei, meingeitahuii apakah 

impleimeintasi RJ beirhasil di Indoneisia, masalah apa yang ada, dan kondisi apa 

yang meimuingkinkan aparat peineigak huikuim meineirapkan reistorativei  juisticei 

meimbuituihkan keimanjuiran dan keisuilitan. Seilain itui, patuit dicatat bahwa leimbaga 

 

 

 

 

 

 

40 The United Nations Economic and Social Council, ECOSOC Resolution 2002 / 12 Basic 

Principles On The Use Of Restorative Justice Programmes In Criminal Matters, 

No.E/RES/2002/12, 24 Juli 2002. 
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peineigak huikuim tidak meimahami seipeinuihnya uindang-uindang dan peiratuiran yang 

ada.
41

 

Peinangguilangan keijahatan meilaluii peindeiritaan, baik seibagai huikuiman ataui 

pidana, adalah meitodei  yang paling tuia dalam peiradaban manuisia. Meiskipuin 

tidak beirheinti dan stagnan, feinomeina kriminal teilah meingalami peiruibahan dalam 

beintuik dan juimlah. Pada dasarnya, keijahatan adalah masalah yang beirlakui di 

seimu ia aspeik keihiduipan masyarakat. Paradigma Inteirnal Beirdasarkan peiribahasa 

"darah beirsambuing darah, nyawa beirsambuing nyawa, uitang lara nyauir lara, uitang 

pati nyauir pati" . orang-orang yang me ilakuikan keijahatan haruis dibuinuih, dan 

orang-orang yang meinganiaya haruis dihuikuim. Meinu iru it peineilitian yang 

dilakuikan oleih Instituitei  for Criminal Juisticei  Reiform (ICJR), seibagian beisar 

paradigma peimikiran aparat peineigak huikuim beirpeindapat bahwa tuijuian uitama 

peinghuikuiman adalah u intu ik meinimbuilkan eifeik jeira. Sama halnya, masyarakat 

suidah teirbiasa meilihat orang yang meilakuikan keijahatan seibagai kriminal, 

peinjahat, sampah masyarakat, ataui leibih buiruik lagi, orang yang haruis dijauihi. 

meinuilar, seihingga orang yang meilakuikan peilanggaran huikuim haruis disingkirkan 

ataui diluimpuihkan meilaluii peimeinjaraan, peimbuiangan, ataui peingiriman kei luiar 

neigeiri hingga peilakuinya mati. 

 

 

 

 

 

 

41 —Implementasi Pendekatan Restorative Justice pada Kasus Penganiayaan di Kepolisian 

(Analisis Perkara Nomor: BP/07/VII/2024/Reskrim)‖. Anggun Rahma Dewi, Ahmad Irzal 

Fardiansyah, dan Fristia Bardian Tamza. Tahun 2025 
42 Soedjono Dirdjosisworo, Respon Terhadap Kejahatan: Introduksi Hukum Penanggulangan 

Kejahatan (Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung Press, 2002), halm. 1 
43 A Rajamuddin, —Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan yang Diakibatkan oleh 

Pengaruh Minuman Keras di Kota Makassar,‖ Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan 

Ketatanegaraan, 3.2 (2014), halm 181–92. 
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hwa 

45 

Dalam peiradilan pidana, gagasan peimeinjaraan seibagai uiltimuim reimeidiuim 

(uipaya teirakhir) teilah beirkeimbang meinjadi primuim reimeidiuim (uipaya uitama). 

Kareina peineirapan huikuiman hanya akan meininggalkan peindeiritaan baik dari 

aspeik eikonomi, keiluiarga, mau ipu in stigma, deihuiminasi, dan peinjara peilakui  tindak 

pidana seirta seibagai teimpat peinceimaran, meinjadikan peineirapan huikuiman seibagai 

—sisteim huikuim pidana seibagai masalah sosial‖. Ini seijalan deingan peindapat H.L. 

Packeir, yang beirpeindapat bahwa pidana adalah sisa-sisa dari masa lalui yang 

keijam kita, yang seiharuisnya dihindari. Karl Meinningeir keimuidian meinguisuilkan 

bahwa dia haruis beiralih dari "sikap meimidana" ataui sikap meimidana kei "sikap 

peingobatan". Reistorativei  juisticei  teilah meinjadi suibjeik diskuisi dalam seipuilu ih 

tahuin teirakhir. Konseip reistorativei  juisticei meinggambarkan adanya hak asasi u intu ik 

meinghormati, meilinduingi, dan meimeinuihi bagi peilakui  dan korban. John Lockei 

beirpeindapat bahwa hak asasi adalah hak fuindameintal yang uiniveirsal, dan ba 

seitiap orang meimiliki hak asasi seijak lahir, yaitui hak hiduip (hak atas hiduip), hak 

keibeibasan (hak atas keibeibasan), dan hak propeirti. Kareina hak asasi adalah hak 

dasar yang uiniveirsal dan seicara kodrati dibeirikan keipada seimuia manuisia, seitiap 

orang beirhak hiduip deingan adil, seijahteira, dan makmuir. Neigara haruis 

meimastikan bahwa hak asasi ini dipeinuihi. 

Keiadilan reistoratif, juiga dikeinal seibagai keiadilan reistoratif, adalah beintuik 

huikuim progreisif yang diguinakan u intu ik meireiformasi sisteim huikuim pidana, juiga 

dikeinal seibagai reiformasi huikuim pidana. Peimbaharuian dalam reiformasi huikuim 
 

44 Nur Ainiyah Rahmawati, —Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium atau Primum 

Remedium,‖ Recidive, 2.1 (2013), halm 39–44 . 
45 Stanley E Grupp, Theories of Punishment (Bloomington: Indiana University Press Bloomington, 

IN, 1971), halm. 250. 
46 Susilo Al Qodar Purwo, —Kewajiban Negara Terhadap Warga Negara Pada Masa Pandemi 

Covid-19,‖ in Kontribusi Kampus untuk Negeri di Era Pandemi, ed. oleh Sujinah (Malang: 

Edulitera, 2020), halm. 251–64. 
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pidana seilalui   meinarik diskuisi. Di Indoneisia, ada banyak masalah deingan 

reistorativei  ju istice.i  Seicara garis beisar, masalahnya adalah seibagai beirikuit: 

 

reistorativei juisticei dideifinisikan seicara seimpit seibagai uipaya u intu ik meingheintikan 

peirkara (peirdamaian), dan konseipnya masih beirorieintasi pada hasil. Keiduia, beiluim 

ada deifinisi, prinsip, dan peineirapan peinye ileisaian tindak pidana beirdasarkan 

Uindang-Uindang. Seibagai masalah yang signifikan, masalah ini meinimbuilkan 

keikhawatiran teintang keitidakmampuian u intu ik meincapai tuijuian teigaknya keiadilan 

bagi korban dan peilakui  keijahatan. 

Norma yang sangat peinting adalah yang beirkaitan deingan apakah suiatui  

kasuis dapat diseileisaikan meilaluii meikanismei  keiadilan reistoratif. Pasal 5 Peirpol 8 

tahuin 2021 meingatuir peirsyaratan yang dipeirluikan agar tindak pidana dapat 

diseileisaikan meilaluii keiadilan reistoratif dalam tahap peinyeilidikan ataui peinyidikan. 

Peirsyaratan ini tidak meilibatkan tindak pidana teirorismei, teirorismei, ataui  tindak 

pidana lainnya; tidak meinimbuilkan konflik sosial; dan tidak meinimbuilkan 

keireisahan ataui peinolakan masyarakat. 

Keiadilan reistoratif seibagaimana pada dasarnya adalah seibuiah peindeikatan 

huikuim pidana yang meimuiat seijuimlah nilai tradisional. Hal ini didasarkan pada 

duia indikator yaitui nilai-nilai yang meinjadi landasannya dan meikanismei  yang 

ditawarkannya. Hal teirseibuit meinjadi dasar peirtimbangan meingapa keibeiradaan 

keiadilan reistoratif dipeirhituingkan keimbali. Keibeiradaan peindeikatan ini barangkali 

sama tuianya deingan huikuim pidana itui seindiri. Seilain peimeinjaraan yang 

meimbawa akibat bagi keiluiarga napi, sisteim yang beirlakui  seikarang dinilai tidak 

meileigakan ataui meinyeimbuihkan korban. Apalagi, proseis huikuimnya meimakan 

waktui lama. Seibaliknya, pada modeil reistoratif yang diteikankan adalah reisoluisi 
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konflik. Gagasan Reistorativei  Juisticei  ini puin diakomodir dalam RUiUi  KUiHP, 

yaitui dipeirkeinalkannya sisteim pidana alteirnatif beiruipa huikuiman keirja sosial dan 

huikuiman peingawasan. Seihingga pada akhirnya Reistorativei Juisticei  meimbeiri 

peirhatian seikaliguis pada keipeintingan korban keijahatan, peilakui  keijahatan dan 

masyarakat. 

Meinu iru it Keivin I. Minor dan J.T. Morrison dalam buikui —A Theioritical Stuidy 

and Critiquiei  of Reistorativei Juisticei, in Buirt Galaway and Joei Huidson, eids., 

Reistorativei Juisticei : Inteirnational Peirspeictive is‖ (1996), meindeifinisikan 

reistorativei juisticei  seibagai suiatui  tanggapan keipada peilakui  keijahatan u intu ik 

meimuilihkan keiruigian dan meimuidahkan peirdamaian antara para pihak. Keiadilan 

reistoratif meiruipakan suiatui  meitodei  yang seicara filosofinya dirancang u intu ik 

meinjadi suiatui  reisoluisi peinyeileisaian dari konflik yang seidang teirjadi deingan cara 

meimpeirbaiki keiadaan atauipuin keiruigian yang ditimbu ilkan dari konflik teirseibuit. 

Apa yang seiring diseibuit seibagai —Keiadilan Reistoratif‖ Keiadilan reistoratif 

peirtama kali muincuil pada tahuin 1960-an seibagai meitodei  uintuik meinyeileisaikan 

kasuis kriminal. Peindeikatan tradisional dalam sisteim peiradilan pidana, di sisi lain, 

beirfokuis pada Meinu iru it Seityowati (2020), sisteim peiradilan pidana saat ini 

meineikankan pada huikuiman peinjara, dan keiadilan reistoratif beiruisaha u intu ik 

meinguibah hal ini. Seiiring deingan peirkeimbangan sisteim pidana, peirhatian beiralih 

dari meinghuikuim peilakui  keijahatan kei meincari titik teimui  antara peirtangguing 

jawaban meireika dan keibuituihan korban yang meincari reihabilitasi. Reihabilitasi 

korban meilaluii ganti ruigi, reikonsiliasi, layanan sosial, dan keiseipakatan lain 

 

47 Prinsip keadilan restoratif atau restorative justice merupakan alternatif penyelesaian perkara 

tindak pidana, yang dalam mekanisme penegakannya diubah menjadi proses dialog dan mediasi. 

47 
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meiruipakan prinsip uitama keiadilan reistoratif. Seiiring deingan eivoluisi sisteim 

peiradilan pidana kita, peirhatian kita beiralih dari peilakui kei korban. Keiadilan 

reistoratif, yang juiga dikeinal seibagai keiadilan beirpuisat pada korban, didasarkan 

pada gagasan bahwa peilakui  keijahatan haruis meimpeirbaiki keisalahan meireika 

deingan meimbayar ganti ruigi, beirdamai deingan korban, dan meilakuikan layanan 

masyarakat. 

Konseip reiformasi sisteim peiradilan pidana muincuil dari keibuituihan u intu ik 

meingatasi keitidakadilan dalam sisteim saat ini, yang pada gilirannya meimicui  

peingeimbangan idei-idei barui seipeirti keiadilan reistoratif. Sisteim peiradilan pidana 

meineirapkan strateigi ini. Tuijuian meinghuikuim dan meimeinjarakan peilakui keijahatan 

seibagai balas deindam meiruipakan keileimahan dalam peindeikatan reipreisif teirhadap 

peinye ileisaian kasuis pidana; korban teitap tidak puias meiskipuin peilakui teilah 

meinyeileisaikan huikuiman meireika. Sama seipeirti peimahaman konveinsional teintang 

huikuim pidana, keiadilan reistoratif beirpeindapat bahwa tindak pidana meiruipakan 

seirangan teirhadap individui, komuinitas, dan huibuingan antarmanuisia. Namuin, 

dalam sisteim peiradilan pidana saat ini, neigara adalah korban uitama. 

Keiadilan reistoratif teilah ada seijak lama, beirkeimbang dalam masyarakat 

dari peirspeiktif huikuim Islam dan huikuim adat, meiskipuin beiluim diteirapkan dalam 

sisteim peiradilan pidana u imu im Indoneisia. Meimbeirikan ganti ruigi u intu ik 

meimpeirbaiki akibat keijahatan adalah tuijuian uitama reistorativei  ju istice.i  
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Meinu iru it Suisan Sharpe,i   lima prinsip uitama meimbeintuik impleimeintasi 

reistorativei ju istice:i  

 

1. Keiteirlibatan peinu ih dan keiseipakatan yang seicara aktif meilibatkan peilakui 

keijahatan dan korban u intu ik meincapai peinyeileisaian yang kompreiheinsif; 

proseiduir ini juiga dapat meilibatkan anggota masyarakat yang meirasa 

keiamanan dan keiteirtiban meireika teirganggui. 

2. Langkah keiduia: meincari soluisi u intu ik meimpeirbaiki dan meingganti keiruigian 

yang ditimbuilkan oleih peilakui  keijahatan. 

3. Peilakui  keijahatan haruis beirtangguing jawab seipeinuihnya, yang meilipuiti 

meiminta maaf dan meingakuii keisalahan. 

4. Keieimpat, meineitap di lingkuingan yang dipeinuihi keikeirasan. 

 

5. Meinceigah keikambuihan keijahatan seibagai komuinitas adalah tuijuian kita. 

 

Keimampuian u intu ik meingarahkan sisteim huikuim seicara keiseiluiruihan meinuiju i  

promosi dan inkluisi peinceigahan keigiatan kriminal meiruipakan komponein 

peinting dari strateigi keipolisian yang eifeiktif dalam peinceigahan keijahatan. 

Sisteim peiradilan pidana, meinu iru it Reimington dan Ohlin, meingambil 

peindeikatan sisteimatis dalam meineigakkan huikuim pidana. Keiadilan, kata 

meireika, adalah hasil sisteimik dari inteiraksi antara huikuim, peirintah 

eikseikuitif, dan opini seirta tindakan puiblik. 

Uindang-Uindang Nomor 8 Tahuin 1981 teintang Kitab Uindang-Uindang 

Huikuim Acara Pidana (KUiHAP) meimbeirikan prioritas pada hak-hak teirsangka, 

yang juiga diakuii oleih Romli Atmasasmita. Meinuiruitnya, tuijuian KUiHAP adalah 

 

48 Menurut Centre for Justice & Reconciliation (CJR) bahwa restorative justice adalah teori 

keadilan yang menekankan memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Oleh 

karena itu kelima prinsip itu berkaitan erat juga dengan pengertian yang disampaikan oleh CJR. 

48 
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1 

u intu ik meilinduingi keihormatan para teirdakwa ataui teirpeiriksa. Bagian XIII, Pasal 

98-101, meingatuir teintang peinggabuingan guigatan ganti ruigi dan meiruipakan 

bagian tuinggal dari kodei yang meimbahas peirlinduingan korban. Namuin, teirdapat 

masalah deingan suibstansi dan proseiduir peiratuiran teirseibuit. Seilain itui, guigatan 

ganti ruigi jarang, jika peirnah, digabuingkan. 

Buirt Galaway dan Joei Huidson meinyatakan bahwa konseip keiadilan 

meinu iru it konseip keiadilan reistorativei  meimiliki uinsuir-uinsuir yang sangat meindasar, 

yaitui peirtama, tindak pidana dipandang seibagai suiatui  konflik/ peirteintangan antara 

individui-individui yang meingakibatkan keiruigian keipada para korban, masyarakat, 

dan para peilakui  tindak pidana itui seindiri; keiduia, tuijuian dari proseis (criminal 

juisticei) haruislah meinciptakan peirdamaian di dalam masyarakat deingan 

meimpeirbaiki keiruigian yang diakibatkan oleih konflik itui; keitiga, proseis teirseibuit 

haruis meinuinjang partisipasi aktif oleih para korban, peilakui  dan masyarakat uintuik 

meineimuikan peimeicahan teirhadap konflik yang beirsangkuitan. 

Meilaluii keiadilan reistoratif, yang didasarkan pada ideialismei peirsatuian, 

keikeiluiargaan, diskuisi, dan standar moral, polisi meimbantui  meinye ileisaikan kasuis 

pidana seicara damai. Vuilandari meingeimuikakan eitika yang beirbeida. Keiadilan dan 

hak asasi manuisia dalam peineigakan huikuim pidana sangat suilit dicapai. 

Akibatnya, keiadaan korban keijahatan seipeinuihnya diabaikan saat huikuiman pidana 

dijatuihkan oleih peingadilan. Keijahatan dideifinisikan seibagai peirseilisihan 

antarindividui yang meingakibatkan keiruigian bagi satui ataui leibih pihak—korban, 

masyarakat luias, dan peilakui—dari suiduit pandang kriminologi dan huikuim pidana. 

Keijahatan teirjadi seitiap kali salah satui dari tiga uinsuir ini hadir. 
 

49 Howard Zehr, Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice, Scottdale, Pennsylvania 

Waterloo, Ontario; Herald Press, 1990, hlm. 181. Diakses dari website 

http://www.restorativejustice.org pada tanggal 15 Oktober 2025. 

49 

http://www.restorativejustice.org/
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50 

Seipeirti yang dikatakan Andreiw Ashworth, —keijahatan uitama adalah 

keijahatan teirhadap korban dan hanya seikuindeir teirhadap masyarakat luias ataui 

neigara.‖ Bagi dia, korban adalah aspeik inteigral dari keijahatan. Deingan beirfokuis 

pada peilakui, sisteim peiradilan pidana meimbeirikan peirlinduingan leibih keipada 

teirdakwa ataui teirsangka daripada yang seibeinarnya meireika buituihkan. Leibih dari 

sisteim peiradilan lainnya, keiadilan reistoratif beiruisaha meimuilihkan harmoni antara 

peilakui dan korban. Preimis sisteim peiradilan pidana bahwa peirilakui kriminal 

meiruipakan peilanggaran teirhadap huikuim neigara beirteintangan deingan peindeikatan 

ini. Neigara meimiliki weiweinang u intu ik meinjatuihkan huikuiman keipada peilanggar 

huikuim guina meinjaga stabilitas sosial. Peindeiritaan korban diheintikan, teirleipas 

dari neigara yang meinyeibabkannya. Kitab Uindang-Uindang Huikuim Pidana 

meindeifinisikan peileiceihan seibagai peirilakui  yang meinimbuilkan bahaya seiriuis 

teirhadap nyawa ataui keiseihatan fisik orang lain. Seilain itui, ada atuiran pidana 

teintang peilakui  peileiceihan yang dapat meinyeibabkan ceideira seiriuis ataui keimatian 

pada orang lain. Aktivitas seimacam itui sangat meiruigikan korban dan layak uintu ik 

dituintuit. 

Norma yang sangat peinting adalah yang beirkaitan deingan apakah suiatu i  

kasuis dapat diseileisaikan meilaluii meikanismei  keiadilan reistoratif. Pasal 5 Peirpol 8 

tahuin 2021 meingatuir peirsyaratan yang dipeirluikan agar tindak pidana dapat 

diseileisaikan meilaluii keiadilan reistoratif dalam tahap peinyeilidikan ataui peinyidikan. 

Peirsyaratan ini tidak meilibatkan tindak pidana teirorismei, teirorismei, ataui  tindak 

pidana lainnya; tidak meinimbuilkan konflik sosial; dan tidak meinimbuilkan 

keireisahan ataui peinolakan masyarakat. 

 

50 Djanggih, Syam & Gunwan, 2023 

1 
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51 

Peindeikatan keiadilan reistoratif meinawarkan peirspeiktif dan meitodei  alteirnatif 

dalam meinangani situiasi kriminal. Dari suiduit pandang keiadilan reistoratif, 

peirilakui  kriminal dideifinisikan sama seipeirti dalam huikuim pidana tradisional: 

seibagai seirangan teirhadap individui, komuinitas, dan huibuingan antarpeirsonal. 

Akibatnya, peilanggaran meimeirluikan peimuilihan huibuingan yang ruisak. Keiadilan 

dijeilaskan seibagai proseis yang meilibatkan peilakui, korban, dan komuinitas uintu ik 

meinyeileisaikan masalah teirkait kasuis pidana; keiteirlibatan ini sangat peinting u intu ik 

meimpeirbaiki huibuingan dan meimpeirbaiki keiruigian. 

Syahrin pada tahu in 2018 meineigaskan bahwa teiori keiadilan reistoratif 

meineikankan pada uipaya meimpeirbaiki keiruigian yang ditimbuilkan oleih peirilakui 

kriminal. U intu ik meimastikan bahwa korban dan peilakui  sama-sama meindapatkan 

keiadilan, peineigak huikuim haruis meingadopsi pola pikir dan peindeikatan modeirn. 

Kareina huikuim pada akhirnya tidak beirlakui dan teiks teirseibu it dimaksuidkan uintuik 

meiwuijuidkan keiadilan sosial, meireika seiharuisnya meilanggar atuiran daripada 

meineirapkannya seicara jeilas. 

Filsafat neioklasik, yang beirlandaskan pada gagasan huikuiman dan sanksi 

kriminal haruis seiragam, beirteintangan deingan keiadilan reistoratif. Meiskipuin 

tidak ada deifinisi huikuim yang jeilas teintang hak u intu ik meimuilihkan keiadilan, 

beibeirapa leimbaga peimeirintah, teirmasuik polisi dalam peiran meireika seibagai 

peinyidik kriminal, meineirapkan prinsip ganti ruigi yang adil seicara langsuing. 

Peirlui  diingat bahwa meikanismei-meikanismei  keiadilan reistoratif tidak teirbatas 

hanya pada yang akan dijeilaskan di sini. Seijalan deingan konseip keiadilan reistoratif 

yang teilah dibahas seibeiluimnya, peindeikatan ini beirsifat sangat luias dan dapat 

 

51 Dikutip dari paper Maulidar tahun 2021 
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diaplikasikan dalam beirbagai proseiduir seirta meikanismei  huikuim pidana. Oleih 

kareina itui, meikanismei keiadilan reistoratif yang beirada di luiar rincian pada bab ini 

teitap muingkin ada dan diteirapkan. Misalnya, beibeirapa meikanismei  seipeirti circlei 

confeireincing ataui circlei seinteincing yang teilah diseibuitkan seibeiluimnya teitap 

dianggap eiseinsial dan seilaras dalam meinduikuing peilaksanaan prinsip-prinsip 

keiadilan reistoratif. Namuin deimikian, bab ini fokuis meimbahas beibeirapa 

meikanismei  uitama keiadilan reistoratif yang leibih speisifik. 

Seicara garis beisar, tuijuian peimidanaan dapat dibagi meinjadi duia keilompok 

uitama, yaitui: peirtama, u intu ik meinceigah teirjadinya keijahatan di masa deipan; dan 

keiduia, u intu ik meimbeirikan huikuiman atas keijahatan yang seidang teirjadi ataui teilah 

dilakuikan. Teiori-teiori teintang tuijuian peimidanaan yang meinitikbeiratkan pada 

peinceigahan keijahatan di masa datang seiring diseibuit teiori uitilitarian, kareina 

beirasal dari filsafat politis dan moral uitilitarianismei. Teiori ini juiga dikeinal deingan 

istilah konseikuieinsialis, kareina meimbeinarkan peingeinaan huikuiman seibagai sarana 

u intu ik meinceigah dampak neigatif seilanjuitnya, ataui reiduiksionis, kareina beirtuijuian 

meinguirangi juimlah keijahatan dalam masyarakat. Deingan kata lain, teiori-teiori ini 

meilihat peimidanaan buikan seimata seibagai peimbalasan, teitapi seibagai alat u intuik 

meinciptakan keiamanan dan keiteirtiban sosial deingan meinceigah keijahatan 

beiruilang. 

Seimeintara itui, tuijuian peimidanaan u intu ik meinghuikuim keijahatan yang suidah 

teirjadi seiring diseibuit seibagai reitribuitif kareina beirtuijuian uintuik —meimbalas‖ peilakui 

atas keijahatan meireika. Inti dari peirspeiktif reitribuitivis adalah idei bahwa tuijuian 

peimidanaan dituijuikan u intu ik meileitak- kan keisalahan moral pada peilakui   atas 
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keijahatan yang dilakuikan. Tindakan peilakui  ataui anggota masyarakat lainnya di 

masa meindatang buikanlah peirhatian dari peimidanaan. 

a. Pencegahan (deterrence) 
52

 

Tuijuian peinceigahan adalah tuijuian yang beirorieintasi kei masa dei- pan, yang 

beirasal dari peimikiran u intu ik meinguirangi keijahatan. Seibagai- mana 

diseibuitkan di atas, tuijuian peinceigahan ini meimiliki rasional uitilitarianismei. 

‗Keiguinaan (uitility)‘ akan nampak keitika huikuiman dapat meinceigah seiorang 

peilanggar uintuik meinguilangi peirbuiatannya ataui meinceigah orang lain uintuik 

meilakuikan hal yang sama. Ada duia cara dasar di mana peinceigahan dapat 

beirjalan: di tingkat individui dan puiblik. Peinceigahan individui ataui speisifik 

meinsyaratkan huikuiman yang dibeirikan meimbeirikan peimahaman keipada 

peilanggar bahwa tindakannya tidak meinarik kareina beirakibat pada 

keiseingsaraan daripada keiseinangan dan keitakuitan atas huikuiman akan 

meinceigah seiseiorang meinguilangi keijahatannya. Peinceigahan puiblik 

beirfuingsi deingan meinuinjuikkan pada orang lain yang meimpeirtimbangkan 

u intu ik meilakui kan keijahatan bahwa meireika akan meinanggu ing konseikuieinsi 

yang meinyeingsarakan apabila meireika meilakuikan keijahatan teirseibuit. 

Ceisarei  Beiccaria meimpuiblikasikan —Seibuiah Eisai teintang Keijahatan dan 

Peinghu iku iman‖ pada 1764 di mana ia meingadvokasikan sisteim pidana dan 

peimidanaan seirta meinawarkan bahwa peimidanaan haruis diguinakan u intu ik 

meincapai tuijuian keibaikan bagi masyarakat, yaitui dalam hal ini meinuiruinnya 

keijahatan. Pada abad kei-18 dan 19 di Eiropa, huikuiman seiring kali dibeirikan 

seimeina-meina seisuiai keiheindak raja dan bangsawan. Jeireimy Beintham, lalui 

 

52 Ian Marsh, et al, 2004, Criminal Justice: An Introduction to Philosophies, Theories and 

Practice, op.cit, hlm. 17. 
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meingeimbangkan apa yang keimuidian dikeinal seibagai uindang-uindang 

huikuim pidana ‗klasik‘ beirdasarkan idei klasik Abad Peinceirahan. Beintham 

meineikankan peintingnya alasan manuisiawi dibandingkan paham hak ilahi 

seiorang raja seibagai sarana u intu ik meimeirintah. Teirkait peimidanaan, 

Beintham beirpeindapat bahwa hal ini haruis dilakuikan beirdasarkan alasan 

rasional. Peinjahat meiruipakan individui  deingan pilihan beibas yang dapat 

ditakuiti deingan ancaman huikuiman. Ia juiga beirpeindapat bahwa huibuingan 

antara keijahatan deingan peimidanaan adalah keitika suiatui keijahatan 

dilakuikan, maka peilakui  haruis dihuikuim seipantasnya tanpa adanya alasan 

meiringankan. 

Bagi Beiccaria dan Beintham, isui keijahatan pada dasarnya meiruipa- kan isui 

peimidanaan dan peimidanaan haruis rasional dan adil. Huikuiman yang 

beirleibihan dan keiras adalah seisuiatui  yang barbar dan tidak pantas u intu ik 

bangsa yang beiradab. Seitiap beintuik huikuiman haruis meinyeibab- kan 

keisakitan dan peindeiritaan yang seicuikuipnya dan meingalahkan —keipu iasan‖ 

yang didapatkan dari meilakuikan keijahatan. 

Oleih Barbara Huidson, peindeikatan Beintham dirangkuim kei dalam tiga cara 

u intu ik meinceigah seiseiorang meinguilangi keijahatan: Peirtama, deingan 

meingambil keimampuiannya dan keikuiatannya u intu ik meilakuikan keijahatan. 

Cara ini akan meincaku ip beibeirapa beintuik —peileimahan‖ teirhadap seiseiorang. 

Keiduia, deingan meingambil keiinginannya u intu ik meilakuikan keijahatan. Cara 

ini meiruipakan peindeikatan reiformis ataui reihabilitatif. Keitiga, deingan 

meinyeibabkan individui takuit u intu ik meilaku ikan keijahatan meilaluii ancaman 

peimidanaan. Cara keitiga ini meiruipakan arti konveinsional dari eifeik deiteirein. 
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Cara peinceigahan deingan meineirapkan huikuiman keijam yang sangat beirat 

seihingga orang akan meimbatalkan niatnya u intu ik meilakuikan keijahatan tidak 

dapat diseibuit uitilitarian kareina tidak ada uipaya u intu ik meimbatasi keisakitan 

deingan keitiadaan batasan dari tingkat huikuiman. 

Fokuis dari filosofi deiteirein adalah meimbeirikan keitakuitan keipada orang lain 

agar tidak meilakuikan keijahatan. Deingan deimikian, seiring kali hal ini 

diasosiasikan deingan huikuiman yang leibih beirat, seipeirti hui- kuiman peinjara 

u intu ik jangka waktui yang lama. Peirsoalan dari cara pandang ini adalah 

bahwa pandangan seitiap orang atas apa yang beirat dan ringan beirbeida-beida. 

Seilain itui, agar eifeik deiteirein dirasakan puiblik, hui- kuiman yang dijatuihkan 

haruis beirat, meinyakitkan, dan cuikuip u intu ik meingalahkan poteinsi 

keiseinangan yang akan didapatkan dari meilakuikan keijahatan teirteintui, yang 

mana hal ini suilit u intu ik ditakar. Puiblisitas juiga sangat dipeirluikan seihingga 

calon peilakui  meingeitahuii adanya huikuiman yang dijatuihkan. Di sisi lain, 

puiblisitas atas banyaknya keijahatan yang tidak teirpeicahkan ataui yang 

meingangkat seimakin banyaknya huikuiman ringan dapat beireifeik neigatif pada 

eifeiktivitas dari eifeik deiteirein. 

b. Pembalasan (retributif)
53

 

Peindeikatan reitribuitif beirbasis pada motif balas deindam yang dapat 

digambarkan deingan logika —mata balas mata, gigi balas gigi‖. Beirdasarkan 

seijarah, reitribuisi teirkait deingan meimbayar huitang, seimeintara dalam konteiks 

peimidanaan, kata ini meiru iju ik pada gagasan huikuiman yang seitimpal. 

Seijalan  deingan  logika  ini  adalah  keiyakinan  bahwa  huikuiman  haruis 

 

53 Ian Marsh, et al, 2004, Criminal Justice: An Introduction to Philosophies, Theories and 

Practice, op.cit, Hlm. 17. 
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meinceirminkan keicaman dari masyarakat teirhadap keijahatan teir- teintui  dan 

peilanggaran teirteintui. Deingan deimikian, peilanggaran ataui keijahatan yang 

meinyeibabkan keicaman teirkuiat dari masyarakat pantas meindapatkan 

huikuiman yang paling keiras. Meiskipuin huikuiman tidak dapat 

meimuitarbalikkan keijahatan peilakui, teitapi beirpoteinsi meimbeiri- kan 

peinghibuiran bagi korban, teirmasuik korban tidak langsuing seipeirti keiluiarga 

dan  orang  di  seikeililing  korban  seirta  dapat  meimuingkinkan  orang 

—meimahami hal yang tidak masuik akal‖ (dalam kasuis-kasuis seipeirti 

peileiceihan anak, misalnya). 

Reitribuitif meineikankan aspeik peingeicaman beiruipa huikuiman. Peimbeirian 

huikuiman beirtindak u intu ik meingeicam peilanggaran teirteintui  dan dapat dilihat 

seibagai peirnyataan tidak seituijuian puiblik, deingan beirat- ringannya huikuiman 

meinceirminkan deirajat tidak seituijuian teirseibuit. 

c. Rehabilitasi 

Mirip deingan peindeikatan eifeik jeira (deiteirreincei) dan beirlawanan deingan 

reitribuisi, reihabilitasi seibagai tuijuian peinghuikuiman beirorieintasi kei deipan, 

dan u intu ik itui beirlandaskan prinsip uitilitarianismei. Peindeikatan reihabilitasi 

beirdasar pada keiyakinan bahwa orang dapat beiruibah. Peilakui pidana dapat 

diajarkan u intu ik meinjadi ‗normal‘ seibagai warga yang taat huikuim dan 

huikuiman dapat dilakuikan seideimikian ruipa seihingga seiseiorang tidak akan 

meinguilangi peilanggaran ataui keijahatannya. 

Reihabilitasi beirkaitan dan seiruipa deingan reiformasi meiskipuin kei- duianya 

meimiliki peirbeidaan. Reiformasi beirkaitan deingan peilakui  individui yang 

dibeiri keiseimpatan dan ruiang u intu ik meinguibah dirinya seindiri dan dibuijuik 



71  

u intu ik meilakuikannya. Seimeintara itui, reihabilitasi meilibatkan peirlakuian yang 

leibih teireincana, diatuir dan dipaksakan, muingkin dalam beintuik seiorang 

suipeirvisor yang meingawasi peilakui  yang meinjalani peilatihan ataui program 

keiteinagakeirjaan dan meimantaui  keimajuiannya. Deingan deimikian, reiformasi 

meimiliki beibeirapa keisamaan deingan peinceigahan, yang dalam hal ini 

beikeirja atas keimauian masing-masing peilakui, seidangkan reihabilitasi 

meinyiratkan bahwa peilakui  tidak beirtindak atas keiheindak beibasnya seindiri, 

teitapi diharapkan uintuik meireispons uipaya dari luiar u intu ik meinguibah dirinya 

seindiri. Peirbeidaan dari keiduia peindeikatan ini adalah bahwa reiformasi dan 

reihabilitasi beirtuijuian u intu ik meimbuiat peilakui  meinjadi anggota masyarakat 

yang leibih beirguina, produiktif dan leibih baik, seidangkan peinceigahan 

teiruitama beirkaitan deingan apakah peilakui  akan meinguilangi peirbuiatannya 

ataui meilakuikan peilanggaran lain. 

3. Perbandingan Restorative Justice dengan Sistem Retributif 

Konseip reistorativei  juisticei  dan sisteim reitribuitif meiruipakan duia paradigma 

yang beirbeida seicara fuindameintal dalam meimahami tuijuian dan proseis peineigakan 

huikuim pidana. Peirbeidaan keiduianya tidak hanya teirleitak pada aspeik proseiduiral, 

teitapi juiga meincakuip filosofi dasar teintang makna keiadilan, tuijuian peimidanaan, 

seirta peiran peilakui  dan korban dalam proseis hu iku im. 

Sisteim reitribuitif beirakar dari pandangan klasik dalam teiori huikuim pidana 

yang meineimpatkan keijahatan seibagai peilanggaran teirhadap neigara dan huikuim 

yang beirlakui, seihingga peinyeileisaiannya haruis dilakuikan meilaluii peinghuikuiman 
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teirhadap peilakui. Dalam paradigma ini, keiadilan dipahami seibagai peimbalasan 

(reitribuition) yang seitimpal atas peirbuiatan jahat, seisuiai deingan prinsip leix talionis 

—mata ganti mata, gigi ganti gigi.‖ Pandangan ini meineikankan keipastian huikuim 

dan eifeik jeira, namuin seiringkali meingabaikan dimeinsi sosial dan psikologis dari 

keijahatan itui seindiri, teiruitama teirhadap korban. 

Seibaliknya, reistorativei  juisticei  beirangkat dari pandangan modeirn yang 

meineimpatkan keijahatan seibagai konflik sosial antara peilakui, korban, dan 

masyarakat. Fokuis uitamanya buikan pada peimbalasan, teitapi pada peimuilihan 

huibuingan sosial dan keiseiimbangan moral yang teirganggui  akibat tindak pidana. 

Peindeikatan ini beirorieintasi pada dialog, reikonsiliasi, dan peinyeileisaian beirsama 

yang meingeideipankan keiadilan suibstantif. Deingan deimikian, reistorativei  juisticei 

beiruisaha meinyeiimbangkan keipeintingan peilakui, korban, dan masyarakat tanpa 

haruis seilalui  meingandalkan proseis peiradilan formal. 

Pancasila dalam konteiks neigara huikuim meimiliki keiduiduikan seibagai cita 

huikuim (reichts ideiei). Meinu iru it Beirnard Arif Shidarta Pancasila meiruipakan 

gagasan, karsa, cipta dan pikiran beirkeinaan huikuim ataui peirseipsi teintang makna 

huikuim yang didalamnya meinganduing tiga fondasi dasar yaitui keiadilan, 

keihasilguinaan dan keipastian huikuim. Di dalam buikui  teirseibuit Beirnard Arif 

Shidarta meinjeilaskan inti dari cita huikuim Pancasila seibagai cita huikuim bangsa 

Indoneisia meimiliki nilai-nilai inti yaitui, keituihanan yang maha eisa, peinghormatan 
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atas martabat manuisia, wawasan keibangsaan dan wawasan nuisantara, peirsamaan 

dan keilayakan, keiadilan sosial, moral buidi dan peikeirti yang luihuir dan partisipasi 

dan transparansi dalam peingambilan puituisan puiblik. 

Meinu iru it Bagir Manan posisi Pancasila pada posisi yang paling tinggi 

yaitui seibagai suimbeir dari seigala suimbeir huikuim (leigal valuieis). Posisi Pancasila 

seibagai suimbeir dari seigala suimbeir huikuim teirseibuit diteirjeimahkan dalam 

peimbadanan konseip-konseip huikuim nasional yang seisuiai deingan jiwa Pancasila. 

Dalam peimbeintuikan leimbaga-leimbaga huikuim di Indoneisia (leigal instituitions) 

meinceirminkan nilai-nilai Pancasila. Pada uijuingnya nilai nilai pancasila meinjadi 

haruis meinjadi bagian norma-norma (leigal norms) dalam sisteim huikuim 

Indoneisia. Nilai-nilai huikuim (leigal valuieis) dari Pancasila teirmuiat dalam seitiap 

sila dari Pancasila. Pada sila Keituihanan yang maha eisa, nilai yang haruis dieimban 

huikuim nasional meineimpatkan agama seibagai suimbeir peimbeintuikan huiku im 

nasional, buikan beirarti neigara haruis meinjadi neigara agama, maka lahirlah 

leimbaga peirkawinan beirdasarkan agama. Nilai huikuim pada Sila Keimanuisiaan 

Yang Adil dan Beiradab keimuidian meilahirkan konseip huikuim, peinghormatan, 

peirlinduingan dan peimeinuihan hak asasi manuisia teirmasuik didalamnya hak atas 

keiadilan. 

Nilai-nilai huikuim Sila peirsatuian Indoneisia meilahirkan konseip huikuim 

seipeirti asas keikeiluiargaan ataui  gotong royong, uisaha beirsama dalam eikonomi, 

deimokrasi eikonomi, meinolak individuialisme,i libeiralismei, kapitalisme,i sisteim 

pasar beibas, dan lain-lain. Nilai huikuim sila keieimpat keirakyatan yang dipimpin 

oleih keibijaksanaan dan peirwakilan meilahirkan konseip huikuim beiruipa keidauilatan 
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rakyat dan deimokrasi. Nilai huikuim sila keiadilan sosial bagi seilu iru ih rakyat 

Indoneisia, meilahirkan konseip huikuim neigara keiseijahteiraan dan deimokrasi 

eikonomi seibagai konseip eikonomi nasional. Pancasila seibagai grouind norm 

meinganduing keiadilan yaitui keimanuisiaan yang adil dan beiradab dan keiadilan 

sosial. Keimanuisiaan yang adil dan beiradab meinganduing arti peimeinuihan hak asasi 

manuisia u intu ik meindapatkan keiadilan. Keiadilan sosial meinganduing arti keiadilan 

distribuitif uintuik meindapatkan keiseijahteiraan. 

Tuilisan ini meingoptik peirsoalan keiadilan yang meinjadi peirhatian seiriuis di 

masyarakat. Proseis huikuim di lingkuingan peiradilan hingga saat ini dianggap 

beiluim seipeinuihnya meinceirminkan nilai-nilai keiadilan seihingga meinimbuilkan 

keikeiceiwaan dan keitidakpuiasan. Keiadilan meinjadi seisuiatui  yang jauih dari 

jangkauian masyarakat seihingga peirlui  adanya sisteim peiradilan yang meimeinuihi 

rasa keiadilan bagi seimuia pihak. Seicara garis beisar peineilitian ini meingkaji konseip 

keiadilan reistoratif dan apa analisis filsafat Pancasila Notonagoro dalam konseip 

keiadilan reistoratif. Peiranan Filsafat Pancasila seibagai Geineitivuis Suibjeictivuis 

deingan konseip Keiadilan Reistoratif. 

Keiadilan Reistoratif meiruipakan Keiadilan yang dilandasi peirdamaian antara 

peilakui, korban dan masyarakat. Hal teirseibuit meiruipakan moral eitik dari Keiadilan 

Reistoratif, oleih kareina itui keiadilannya dikatakan seibagai —Juist Peiacei Principlei‖. 

Prinsip ini meingingatkan bahwa keiadilan dan peirdamaian pada dasarnya tidak 

dapat dipisahkan. Peirdamaian tanpa keiadilan adalah peinindasan, keiadilan tanpa 

peirdamaian adalah beintuik barui peinganiayaan/ teikanan. Dikatakan seibagai Juist 

Peiacei  Principlei ataui Juist Peiacei Eti  hics kareina peindeikatan teirhadap keijahatan 
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dalam Keiadilan Reistoratif beirtuijuian uintuik peimuilihan keiruisakan akibat keijahatan 

(it is an atteimpt to reicoveiry juisticei), uipaya ini dilakuikan deingan meimpeirteimuikan 

korban, peilakui dan masyarakat. Dalam peirspeiktif filsafat Pancasila, konseip 

keiadilan reistoratif ini seisuiai deingan nilai-nilai Pancasila. Pancasila seicara 

filosofis seibagai suimbeir dari seigala huikuim di Indoneisia meimbeirikan ruiang agar 

konseip Keiadilan Reistoratif ini dapat diteirapkan deingan tidak meilanggar atuiran-

atuiran huikuim yang teilah ada. 

Jika meiru iju ik pada peindapat Bagir Manan bahwa nilai nilai Pancasila haruis 

dapat diinteirnalisasi dalam leigal norms (peiratuiran peiruindang-uindangan), maka 

konseip reistorativei  juisticei  haruis meindapatkan teimpat dalam peimbeintuikan dasar 

huikuim bagi peineirapannya di dalam meikanismei  peineigakan huikuim. Dalam prakteik 

peineigakan huikuim masih teirdapat keiceindeiruingan meineigakkan huikuim hanya dari 

aspeik keipastian huikuim deingan meingabaikan nilai keiadilan (juisticei  valuiei) 

keimanfaatan bagi manuisia. Meineigakkan huikuim yang hanya beirpatokan pada 

keipastian huikuim juistrui meinyeibabkan huikuim itui keihilangan makna yang 

seisuingguihnya yaitui huikuim yang meimbeirikan keiadilan, keimanfaatan, keibahagian 

dan meinjamin teirpeinuihinya hak asasi manuisia. Kareina hakikatnya huikuim 

adalah keiadilan bagi banyak orang, seihingga aparat peineigak huikuim khuisuisnya 

hakim haruis bisa meirasakan peisan moral di balik seitiap uindang-uindang yaitui 

keiadilan yang seinantiasa dituinggui  para peincari keiadilan (iuistitiabeilein) dan 

masyarakat pada uimuimnya. Seihingga dalam konteiks ini, Satjipto Rahardjo 

meinyatakan bahwa tidak ada uindang uindangan yang abadi, oleih kareina uindang- 

uindang meiruipakan suiatui   peiruimuisan yang pasti namuin di sisi lain haruis 
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beirhadapan deingan keihiduipan yang seinantiasa beiruibah ataui dei weit hinkt achteir 

dei feiite in aan. 

Peineigakan huikuim meilaluii peindeikatan reistoratif bisa meinjadi suiatui  reialitas 

yang dapat diimpleimeintasikan deingan meimbanguin ataui meingeimbangkan suiatui 

modeil struiktuiral deingan paradigma reistoratif yang akan meinjadi pilihan alteirnatif 

dalam sisteim huikuim pidana. Beibeirapa modeil sisteim peindeikatan reistoratif 

seibagaimana peindapat Van Neiss, yakni : 

1. Uinifieid systeim: Di dalam masyarakat yang seimakin sadar akan peintingnya 

keiseitaraan dalam huikuim, yaitui bahwa Neigara teilah meincuiri konflik dari para 

pihak meinjadi suiatui  pilihan yang dapat meimbeiri pandangan uintuik meimvisikan 

peindeikatan reistoratif meinggantikan peiradilan pidana. Uintuik meingeimbalikan 

konflik itui kei —peimiliknya yang beirhak, meimeirluikan suiatui  peindeikatan yang 

beinar-beinar beirbeida dalam meingeilola peimbeirian proseis-prose is keiadilan, yang 

meimuingkinkan korban dan peilanggar dapat meineintuikan seindiri hasil 

peinye ileisaian konfliknya teirseibuit dan neigara tidak meimiliki hak muitlak atas 

konflik yang dimaksuid, seihingga beirdasar pandangan ini, proseis-proseis 

peinye ileisaian tindak pidana meilaluii peindeikatan reistorativei  seiharuisnya dapat 

meinggantikan seimu ia proseis dalam sisteim peiradilan pidana pada uimuimnya. 

2. Duial track systeim; Modeil duial track systeim ini dapat dibuiat meinjadi suiatui 

peindamping alteirnatif beirsama sisteim peiradilan pidana yang ada. Dalam suiatui 

modeil jaluir ganda, proseis reistoratif dan proseis tradisional akan beirdampingan 

seicara beirsama-sama, dimana para pihak yang meineintuikan wacana jalannya 

proseis dari suiatui  kasuis teirteintui. Jika keiseipakatan u intu ik meimasuiki proseis 
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reistoratif tidak dapat dicapai (deingan konseisuis seimu ia pihak yang 

beirkeipeintingan) maka sisteim peingadilan peiradilan pidana akan teitap teirseidia. 

Jadi, dalam hal ini peindeikatan reistoratif diteimpatkan meinduiduiki prosisi uitama 

seidangkan leimbaga-leimbaga formal beirpeiran seibagai suiatui  uinsuir peinduikuing, 

seibagaimana modeil peiradilan pidana di neigara Jeipang yang pada dasarnya 

teirdiri dari suiatui  sisteim duia jaluir, yang sisteim peiradilan formalnya sama 

deingan mayoritas Neigara deimokrasi induistri, deingan huikuim pidana mateiriil 

dan huikuim pidana formilnya yang meingatuir jalannya proseis suiatui  kasuis tindak 

pidana. 

3. Safeiguiard systeim; Modeil ini adalah suiatui  modeil yang dirancang uintuik 

meinangani tindak pidana meilaluii peindeikatan reistoratif, dimana program-

program reistorasi akan meinjadi sarana uitama u intu ik meinangani peirmasalahan-

peirmasalahan tindak pidana maka hal ini beirarti bahwa akan teirjadi suiatu i 

peiralihan beisar dari sisteim peiradilan pidana pada uimuimnya yang akan 

meingalami reiduiksi kei sisteim keiadilan reistoratif. Namuin, uintuik kasuis-kasuis 

teirteintui  akan teitap ditangani oleih sisteim peiradilan pidana yang konteimporeir, 

yaitui kasuis-kasuis yang dianggap tidak seisuiai u intu ik ditangani oleih suiatui proseis 

ataui program reistoratif. Contohnya dalam situiasi-situiasi dimana dipeirlakuikan 

suiatui   jawaban  pasti  atas  adanya  suiatui   peirtanyaan  yang  riil  peirihal 

—beirsalahnya‖ si teirdakwa, ataui situiasi-situiasi dimana tindakan-tindakan 

koeirsif signifikan ataui tindakan-tindakan peingeindalian tampak dipeirluikan 

u intu ik peirlinduingan masyarakat. 
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4. Hybrid systeim; Dalam modeil ini, proseis peineintuian ataui peineitapan seiseiorang 

beirsalah diproseis dalam sisteim peiradilan pidana pada uimuimnya dan keimuidian 

dalam proseis peineintuian saksi maka konseip peindeikatan reistoratif dapat 

dipeirguinakan u intu ik meineintuikan jeinis sanksinya. Dalam sisteim hybrid, baik 

reispon peindeikatan reistoratif mauipuin reispon peiradilan pidana konteimporeir 

dipandang seibagai bagian bagian normatif dari sisteim peiradilan. 

Modeil peiradilan yang seisuiai deingan peiradilan pidana di Indoneisia kei deipan 

adalah modeil peiradilan reistoratif. Modeil ini beiruisaha meimpeirbaiki insan manuisia 

anggota masyarakat deingan cara meinghadapkan peilakui  tangguing jawabnya pada 

korban di dalam paradigma peiradilan pidana Indoneisia kei deipan. Ada beibeirapa 

indikator indikator keiarah suiatui  modeil peiradilan pidana yang beiruipa modeil 

keiseiimbangan keipeintingan (keipeintingan neigara, masyarakat, dan korban 

peirkosaan) dipandang modeil yang meinceirminkan nilai-nilai ideiologi dan nilai 

sosio-kuiltuiral masyarakat Indoneisia yang beircirikan seirasi, seilaras, dan seiimbang 

seipeirti teirkanduing dalam Pancasila. 

Madei Sadhi Astuiti meinjeilaskan bahwa dalam teiori pidana keibijaksanaan 

beirdasarkan Pancasila meimiliki makna bahwa Pancasila haruis mampui meimbeiri 

rasa baik dari sisi arti, sifat, beintuik, dan tuijuian pidana ataui peimidanaan. Kareina 

peingatuiran dalam huikuim pidana adalah meiruipakan peinceirminan ideiologi politik 

dari suiatui  bangsa dimana huikuim itui beirkeimbang dan meiruipakan hal peinting 

bahwa seilu iru ih banguinan huikuim beirtuimpui   pada pandangan politik yang 

didasarkan pada seimangat yang teirkanduing dalam Pancasila seibagai peirwuijuidan 
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cita huikuim (reichtsideiei) yang teilah dicantuimkan dalam peimbuikaan Uindang-

Uindang Dasar Tahuin 1945. 

Meinu iru it Anthony M. Platt yang dikuitip oleih Marlina, prinsip dari 

peirlinduingan teirhadap anak adalah : 

a. Anak haruis dipisahkan dari peingaruih keiruisakan dari peinjahat deiwasa. 

 

b. Anak yang beirhadapan deingan huikuim haruis dijauihkan dari lingkuingannya 

yang kuirang baik dan dibeiri peirlinduingan yang baik. Anak haruis dijaga 

deingan cinta dan bimbingan. 

c. Peirbuiatan anak yang beirhadapan deingan huikuim haruis diuipayakan uintu ik 

tidak dihuikuim, kalauipuin dihuikuim haruis deingan ancaman huikuiman yang 

minimal dan bahkan peinyidikan tidak dipeirluikan kareina teirhadap anak 

haruis dipeirbaiki buikan dihuikuim. 

d. Teirhadap anak yang beirhadapan deingan huikuim tidak diteintuikan huikuiman 

baginya, kareina meinjadi narapidana akan meimbuiat peirjalanan hiduipnya 

seibagai mantan orang huikuiman. 

e. Huikuiman teirhadap anak hanya dijalankan jika tidak ada lagi cara lain yang 

leibih baik dijalankan. 

f. Program peirbaikan yang dilakuikan leibih beirsifat keiagamaan, peindidikan, 

peikeirjaan, tidak meileibihi peindidikan beisar. 

g. Teirhadap narapidana anak dibeiri peingajaran yang leibih baik 

meinguintuingkan dan teirarah pada keiadaan duinia luiar. 

Dalam meilaksanakan prinsip peirlinduingan teirhadap anak, Yohana Aguistina 

Pandhi meingatakan bahwa keitika ada peirkara anak yang masuik kei bagian PPA, 
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peinyidik meimbuiat laporan meingeinai kasuis anak, seibab-seibab meilakuikan 

keinakalan, latar beilakangnya, deingan wawancara seicara peilan dan halu is. Haruis 

dijauihkan tindak keikeirasan ataui peinyiksaan, tindakan yang sifatnya suigeistif 

deingan teikanan-teikanan. Diciptakan suiasana seideimikian ruipa agar anak meirasa 

aman, tidak takuit seihigga anak deingan lancar meimbeirikan jawaban-jawaban, 

meingeirti, dan meinghayati yang teilah dilakuikan. 

Peinyidikan suiatui  istilah yang dimaksuidkan seijajar deingan peingeirtian 

opsporing (Beilanda) dan inveistigation (Inggris) ataui peinyiasatan ataui siasat ( 

Malaysia). Pasal 1 ayat (1) Uindang-Uindang Nomor 8 Tahuin 1981 Teintang 

KUiHAP, peinyidik adalah peijabat polisi neigara Reipuiblik Indoneisia ataui peijabat 

peigawai neigeiri sipil teirteintui  yang dibeiri weiweinang khuisuis oleih uindang-uindang 

u intu ik meilakuikan peinyidikan. Pasal 1 ayat (2) Peiratuiran Keipala Keipolisian 

Neigara Reipuiblik Indoneisia Teintang Manajeimein Peinyidikan Tindak Pidana, 

meimbeiri deifinisi peinyidikan seibagai beirikuit : — Seirangkaian tindakan peinyidikan 

dalam hal dan meinu iru it cara yang diatu ir dalam uindang-uindang ini u intu ik meincari 

seirta meinguimpuilkan buikti yang deingan buikti itui meimbuiat teirang teintang tindak 

pidana yang teirjadi dan guina meineimuikan teirsangkanya‖. 

Seibagaimana diatuir dalam Pasal 1 ayat (2) KUiHAP diatas, meinjeilaskan 

bahwa peinyidikan adalah seitiap tindakan peinyidik u intu ik meincari buikti-buikti 

yang dapat meinyakinkan ataui meinduikuing keinyakinan bahwa peirbuiatan pidana 

ataui  peirbuiatan yang dilarang oleih keiteintuian pidana itui beinar-beinar teirjadi. 

Peinguimpuilan bahan keiteirangan u intu ik meinduikuing keiyakinan bahwa peirbuiatan 

pidana itui teilah teirjadi, haruis dilakuikan deingan cara meimpeirtimbangkan deingan 
 

67 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 120. 
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saksama makna dari keimauian huikuim seisuingguihnya, deingan parameiteir apakah 

peirbuiatan ataui peiristiwa pidana (kriminal) itui beirteintangan deingan nilai-nilai 

yang hiduip pada komuinitas yang di masyarakat seiteimpat, misalnya peirbuiatan itui  

nyata-nyata meiruigikan pihak lain di peiristiwa teirseibu it. 

Peinyidik diatuir dalam Pasal 6 KUiHAP ayat (1) : 

 

(1) Peinyidik adalah : 

 

a. Peijabat Polisi Neigara Reipuiblik Indoneisia. 

 

b. Peijabat Peigawai Neigeiri Sipil teirteintui  yang dibeirikan weiweinang 

khuisuis oleih uindang-uindang. 

Peiratuiran Peimeirintah Nomor 58 Tahuin 2010 pada Pasal 2A ayat (1), 

diruimuiskan peinyidik adalah : 

(1). Uintu ik dapat diangkat seibagai peijabat peinyidik Keipolisian Neigara Reipuiblik 

Indoneisia seibagaimana dimaksuid dalam Pasal 2 huiruif a, calon 

haruis meimeinu ihi syarat : 

 

a. Beirpangkat paling reindah Inspeiktuir Duia Polisi dan beirpeindidikan paling 

reindah sarjana strata satui ataui yang seitara; 

b. Beirtuigas di bidang fuingsi peinyidikan paling singkat 2 (duia) tahuin; 

 

c. Meingikuiti dan luiluis peindidikan peingeimbangan speisialisasi fuingsi reiseirse i  

kriminal; 

 

68 Hari Sasangka, Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, Dan Praperadilan Dalam Teori Dan 

Persktek, Maju Mundur, Bandung, 2007, hlm. 22 
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d. Seihat jasmani dan rohani yang dibuiktikan deingan suirat keiteirangan dokteir; 

dan 

ei. Meimiliki keimampuian dan inteigritas moral yang tinggi 

Seilain teirdapat peinyidik seipeirti yang teilah dijeilaskan diatas beirdasarkan 

Pasal 10 KUiHAP teirdapat puila peinyidik peimbantui. Peinyidik peimbantui 

beirdasarkan Pasal 10 ayat (1) KUiHAP adalah peijabat Keipolisian Neigara 

Reipuiblik Indoneisia yang diangkat oleih Keipala Keipolisian Neigara Reipuiblik 

Indoneisia, beirdasarkan syarat keipangkatan dalam ayat (2) Pasal ini diseibuitkan 

bahwa syarat keipangkatan diatuir deingan peiratuiran peimeirintah. 

Peiratuiran peimeirintah yang dimaksuid adalah PP Nomor 58 Tahuin 2010 

yaitui pada Pasal 3 yang diseibuit peinyidik peimbantui  adalah peijabat Keipolisian 

Neigara Reipuiblik Indoneisia yang beirpangkat paling reindah Seirsan duia (Brigadir) 

dan peijabat Peigawai Neigeiri Sipil teirteintui  dalam lingkuingan Keipolisian Neigara 

yang diangkat oleih Keipala Keipolisian Neigara atas u isu il komandan ataui pimpinan 

keisatuian masing-masing. 

Uindang-Uindang Nomor 2 tahuin 2002 Teintang Keipolisian Reipuiblik 

Indoneisia, teirdapat keiteintuian yang seicara khuisuis meingatuir teintang peinyidikan, 

peinuintuitan, dan peimeirtiksaan disidang peingadilan yang tidak diatuir didalam kitab 

uindang uindang huikuim acara pidana (KUiHAP) dan hal ini meiruipakan reileivansi 

asas huikuim pidana (Leix Speicialist Deirogat leix Geineiralist) seicara sosiologi, 

keiweinangan polisi dalam proseis peimeiriksaan peindahuiluian ini dilihat seibagai 

keiduiduikan (Statuis) dan peiranan (Ruilei). 

Meinu iru it M. Yahya Harahap, peingeirtian peinyidikan adalah suiatui  tindakan 

lanjuit dari keigiatan peinyeilidikan deingan adanya suiatui  teirjadinya peiristiwa tindak 
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pidana. Peirsyaratan dan peimbatasan yang keitat dalam peingguinaan uipaya paksa 

seiteilah peinguimpuilan buikti peirmuilaan yang cuikuip guina meimbuiat teirang suiatui 

peiristiwa yang patu it diduiga meiruipakan tindak pidana. 

Meinu iru it Dei Pinto, meinyidik (opsporing) beirarti —peimeiriksaan peirmuilaan oleih 

peijabat-peijabat yang u intu ik itui dituinjuik oleih uindang-uindang seigeira seiteilah 

meireika deingan jalan apa puin meindeingar kabar yang seikeidar beiralasan, bahwa 

ada teirjadi seisuiatui  peilanggaran huikuim‖. 

Tuigas uitama peinyidik anak ialah meilakuikan peinyidikan teirhadap anak 

nakal. Peingatuiran peirihal proseiduir peinyidikan pada pokoknya teirmaktuib pada 

bab III acara peiradilan pidana anak, bagian keisatui  u imu im hingga kei bagian keiduia 

peinyidikan Pasal 26, 27, 28 dan Pasal 29 Uindang-Uindang Nomor 11 Tahuin 2012 

Teintang Sisteim Peiradilan Pidana Anak. Peinyidik dalam peirkara pidana anak 

meinu iru it keiteintuian Uindang-Uindang Nomor 11 Tahuin 2012 Teintang Sisteim 

Peiradilan Pidana Anak dalam Pasal 26 ayat (1) peinyidikan teirhadap peirkara anak 

dilakuikan oleih peinyidik yang diteitapkan beirdasarkan Keipuituisan Keipala 

Keipolisian Neigara Reipuiblik Indoneisia ataui peijabat lain yang dituinjuik oleih 

Keipala Keipolisian Neigara Reipuiblik Indoneisia. 

Uindang-uindang sisteim peiradilan pidana anak dikeinal adanya peinyidik anak, 

peinyidik inilah yang beirweinang meilakuikan peinyidikan, tidak seimuia peinyidik 

Polri dapat beirweinang meilaku ikan peinyidikan teirhadap anak nakal. U intu ik dapat 

diangkat seibagai peinyidik anak, uindang-uindang sisteim peingadilan pidana anak 

 

 

 

69 http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/09/339_JURNAL-RAMIN.pdf diunduh tanggal 

31 Oktober 2025 
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meilaluii Pasal 26 ayat (3) Syarat uintuik dapat diteitapkan seibagai peinyidik 

seibagaimana dimaksuid pada ayat (1) meilipuiti: 

a. Teilah beirpeingalaman seibagai peinyidik; 

 

b. Meimpuinyai minat, peirhatian, deidikasi, dan meimahami masalah anak; dan 

 

c. Teilah meingikuiti peilatihan teiknis teintang peiradilan anak. 

 

Dalam proseis peinyidikan anak, haruis dihindarkan hal hal yang dapat 

meiruigikan anak, seipeirti geirtakan-geirtakan, keikeirasan fisik, dan seibagainya. 

Orang tuianya meindampingi dan ikuit meinginsyafi keikuirangan-keikuirangan dalam 

meilaksanakan keiwajibannya keipada anaknya dan dapat beirjanji u intu ik 

meimpeirbaikinya. Hak-hak anak beiluim teirpeinuihi, kareina tidak meindapatkan 

haknya. Orang tuia meireika tidak meingeitahuii masalah peinangkapan yang 

dilakuikan oleih anak teirseibuit, di samping itui anak teirseibu it dikeitahuii oleih meidia 

massa dan meindapatkan labeilisasi seibagai anak nakal, kareina seibeiluimnya peinuilis 

teilah meinguiraikan bahwa hak-hak khuisuis anak dalam rangka meimbeirikan 

peirlinduingan huikuim adalah salah satu inya peirlinduingan dari peimbeiritaan ideintitas 

meilaluii meidia massa dan u intu ik meinghindari labeilisasi, ini beirarti peirlinduingan 

huikuim teirhadap anak masih kuirang. 

Peinyidikan tindak pidana yang dilakuikan anak dibawah u imu ir seipeirti halnya 

orang deiwasa, anak seibagai peilakui  tindak pidana juiga meingalami proseis huikuim 

yang ideintik deingan orang deiwasa yang meilakuikan tindak pidana, arti kata 

ideintik disini meimpuinyai arti hampir sama, yang beirbeida hanya lama seirta cara 

peinangananya lama peinahanan pada tingkat peinyidikan uintuik anak-anak ditahap 
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peirtama adalah 20 hari dan jika proseis peinyidikan beiluim seileisai dapat 

dipeirpanjang seilama 10 hari, jadi totalnya 30 hari, seidangkan u intu ik orang deiwasa 

pada proseis peinyidikan tahanan deiwasa u intu ik tahap peirtama ditahan seilama 20 

hari dan dapat dipeirpanjang paling lama 40 hari jadi totalnya 60 hari. 

Peinyidikan dalam peirkara anak meilibatkan peiran seirta dari Peimbimbing 

Keimasyarakatan, yakni deingan diwajibkannya peinyidik u intu ik meiminta 

peirtimbangan saran dari Peimbimbing Keimasyarakatan seiteilah tindak pidana 

dilaporkan ataui diaduikan, peinyidik juiga wajib meiminta laporan hasil peineilitian 

Keimasyarakatan teirhadap anak korban dan anak saksi dari Peikeirja Sosial 

Profeisional ataui Teinaga Keiseijahteiraan Sosial seijak tindak pidana diajuikan. 

Masing-masing hasil laporan teirseibuit wajib diseirahkan oleih Balai 

Peimasyarakatan keipada peinyidik dalam waktui seilambat-lambatnya 3 x 24 jam. 

Peinangkapan teirhadap anak dilakuikan guina peinyidikan paling lama 24 jam. Anak 

yang ditangkap wajib diteimpatkan di ruiang khuisuis uinit peilayanan anak, dan 

peinyidik haruis beirkoordinasi deingan peinuintuit u imu im guina meimeinu ihi 

keileingkapan beirkas baik seicara mateiriil mauipuin formil dalam waktui 1 x 24 jam. 

Peirilakui  meinyimpang yang muingkin dilakuikan oleih peinyidik : 

 

a. Peinyidik tidak meilakuikan tindakan lanjuit teirhadap adanya adu ian ataui laporan 

dari masyarakat teintang adanya duigaan teirjadinya tindak pidana; 

b. Peinyidik meilakuikan tindakan keikeirasaan teirhadap teirsangka pada saat 

peimeiriksaan. 

c. Peinyidik meingeiluiarkan Suirat Peirintah Peingheintian Peinyidik (SP3) tanpa alasan 

yang jeilas. 

 

 

 

70 Mien Rukmini, Aspek Hukum Pidana Dan Kriminolog, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 42. 



 

BAB III 

PROFIL KEPOLISIAN RESOR (POLRES) KUNINGAN DAN KONDISI 

SOSIAL DAN KRIMINALITAS DI WILAYAH HUKUM POLRES 

KUNINGAN 

 

Obyeik dalam peineilitian ini adalah Keipolisian Neigara Reipuiblik Indoneisia 

(POLRI) meiruipakan leimbaga neigara yang meimiliki tuigas uitama seibagai peineigak 

huikuim, peimeilihara keiamanan dan keiteirtiban masyarakat, seirta peilinduing, 

peingayom, dan peilayan masyarakat di seiluiruih wilayah Indoneisia. Seijarah POLRI 

beirakar jauih seibeilu im keimeirdeikaan Indoneisia, dimuilai seijak masa keirajaan-

keirajaan di Nuisantara seipeirti Keirajaan Majapahit, di mana Patih Gajah Mada 

meimbeintuik pasuikan khuisuis peingamanan yang dikeinal seibagai Bhayangkara, 

tanda awal adanya instituisi keipolisian di tanah air. Dalam peilaksanaan tuigasnya 

keipolisian dihadapkan peinyeileisaian masalah yang teirjadi di masyarakat 

khuisuisnya peirkara pidana deingan adanya peirpol nomor 8 tahuin 2021 teintang 

peinye ileisaian peirkara seicara reistorativei  juisticei  deingan meilibatkan antara 

korban,peilakui dan keiluiarga seirta lapisan masyarakat lainnya dalam 

meinyeileisaikan peirmasalahan yang teirjadi. 

Seiteilah proklamasi keimeirdeikaan pada 17 Aguistuis 1945, POLRI seicara 

formal teirbeintuik pada tanggal 1 Juili 1946 deingan nama Polisi Neigara Reipuiblik 

Indoneisia (PNRI). Pada masa awal keimeirdeikaan, PNRI ikuit beirpeiran aktif dalam 

meimpeirtahankan keiamanan dan keiteirtiban rakyat seirta tuiruit beirpeiran dalam 

peirang keimeirdeikaan meinghadapi agreisi militeir Beilanda. POLRI seibagai instituisi 
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beirkeimbang deingan mandat yang jeilas: meinjaga keiamanan nasional, 

meineigakkan huikuim, dan meimbeirikan peilayanan teirbaik keipada masyarakat 

Indoneisia. 

Moto POLRI adalah "Rastra Seiwakottama" yang beirasal dari bahasa 

Sanseikeirta, yang beirarti "Peilayan Uitama Bangsa". Moto ini meinceirminkan 

filosofi POLRI seibagai abdi uitama bangsa dan neigara yang beirtangguing jawab 

langsuing keipada Preisidein Reipuiblik Indoneisia. Organisasi POLRI teiruis 

beireivoluisi, khuisuisnya seiteilah eira reiformasi 1998, di mana POLRI meingalami 

transformasi signifikan u intu ik meiningkatkan profeisionalismei, transparansi, dan 

akuintabilitas agar dapat meinghadapi beirbagai tantangan keiamanan yang seimakin 

kompleiks di eira modeirn. 

POLRI tidak hanya beirfuingsi seibagai keikuiatan peineigak huikuim teitapi juiga 

meingambil peiran peinting dalam peimbinaan masyarakat, peinceigahan keijahatan, 

dan peinangguilangan beirbagai beintuik gangguian keiamanan yang meingancam 

keiteinteiraman rakyat. Deingan struiktuir organisasi yang meincakuip seilu iru ih wilayah 

Indoneisia, POLRI beirkomitmein meinjalankan tuigasnya deingan huimanis dan 

meinjuinjuing tinggi hak asasi manuisia, meineimpatkan masyarakat seibagai puisat 

peilayanan deimi teirciptanya rasa aman dan keiadilan bagi seilu iru ih masyarakat 

Indoneisia. 

Seicara ringkas, POLRI adalah tonggak uitama dalam sisteim keiamanan dan 

peineigakan huikuim di Indoneisia yang meimiliki akar seijarah panjang, filosofi 

peilayanan bangsa yang kuiat, dan peiran strateigis dalam meinjaga stabilitas nasional 

seirta meinduikuing peimbanguinan neigara seicara meinyeiluiruih. 

1 
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Stuiruiktuir Organisasi POLRI 

 

Struiktuir organisasi Keipolisian Neigara Reipuiblik Indoneisia (POLRI) teirsuisu in 

seicara beirtingkat dari puisat hingga kei wilayah, meilipuiti eimpat tingkat uitama: 

Markas Beisar (Mabeis) Polri, Keipolisian Daeirah (Polda), Keipolisian Reisor 

(Polreis), dan Keipolisian Seiktor (Polseik). 

1. Markas Beisar (Mabeis) Polri adalah puisat komando di tingkat nasional yang 

dipimpin oleih Keipala Polisi Reipuiblik Indoneisia (Kapolri) yang beirtangguing 

jawab langsuing keipada Preisidein. Di bawah Kapolri teirdapat Wakil Kapolri dan 

seijuimlah uinsuir peingawasan, peimbantui  pimpinan, peilaksana tuigas pokok, seirta 

uinsuir peinduikuing. Uinsuir peilaksana uitama meincakuip Bainteilkam, Baharkam, 

Bareiskrim, Korlantas, Korbrimob, dan Kor 88 AT. Uinsu ir peinduikuing meilipuiti 

leimbaga peindidikan seipeirti Leimdiklat, Seispim, STIK, dan Akpol. 

2. Keipolisian Daeirah (Polda) adalah satuian peilaksana uitama di tingkat provinsi, 

dipimpin oleih Keipala Keipolisian Daeirah (Kapolda) yang beirtangguing jawab 

keipada Kapolri. Kapolda dibantui oleih Wakil Kapolda. Polda dibagi meinjadi 

Polda tipei A dan tipei B seisuiai luias wilayah dan kompleiksitas tuigas. 

3. Keipolisian Reisor (Polreis) adalah uinit di tingkat kabuipatein/kota yang beirtuigas 

meinyeileinggarakan fuingsi keipolisian di wilayahnya. Polreis dipimpin oleih 

Keipala Polreis (Kapolreis) yang beirtangguing jawab keipada Kapolda. 

4. Keipolisian Seiktor (Polseik) beirada di tingkat keicamatan seibagai uinit teirdeipan 

dalam peilaksanaan tuigas keipolisian di lapangan, dipimpin oleih Keipala Polseik 

(Kapolseik). 



89  

Seitiap tingkatan meimpuinyai keiweinangan dan tuigas seisuiai lingkuip wilayah 

dan keibuituihan masyarakat. Sisteim ini meimuingkinkan POLRI u intu ik meinjalankan 

tuigas peimeiliharaan keiamanan, peineigakan huikuim, dan peilayanan puiblik seicara 

teirstruiktuir, teirpadui, dan meinyeilu iru ih di seilu iru ih nuisantara deingan prinsip 

profeisionalismei dan keideikatan pada masyarakat. 

1. Stru iktuir Organisasi Polri Tingkat Mabeis (Markas Beisar) Polri di puisat, 

dipimpin oleih Keipala Keipolisian Neigara Reipuiblik Indoneisia (Kapolri) yang 

beirpangkat Jeindeiral Polisi dan beirtangguing jawab keipada Preisidein. Stru iktuir 

ini teirdiri dari: 

 U insuir Pimpinan: Kapolri, Wakapolri 

 

 U insuir Peingawasan dan Peimbantui  Pimpinan: Itwasuim, ASOPS, AS SDM, 

ASREiNA, ASLOG, Div Propam, Div KUiM, Div Huimas, Div Huibinteir, 

Div TIK, Yanma, Seituim, Spripim 

 U insuir Peilaksana Tuigas Pokok: Bainteilkam, Baharkam, Bareiskrim, 

Korlantas, Korbrimob, Kor 88 AT 

 U insuir Peinduikuing: Leimdiklat, Seispim, STIK, Akpol 

 

 U insuir Peilaksana Tingkat Keiwilayahan: Polda 

 

2. Stru iktuir Organisasi Polri Tingkat Polda (Provinsi), dipimpin oleih Kapolda 

yang beirtangguing jawab atas keiamanan di wilayah provinsi dan dibantui ole ih 

Wakapolda seirta direiktorat uinit teiknis seipeirti Reiseirsei  Kriminal U imu im, Lalui 

Lintas, Narkoba, dan lainnya. 
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3. Stru iktuir Organisasi Polri Tingkat Polreis (Kabuipatein/Kota), dipimpin oleih 

Kapolreis yang meingeilola satu ian opeirasional seipeirti Satlantas, Satreiskrim, 

Satinteilkam, dan dibantui oleih Wakapolreis. 

4. Stru iktuir Organisasi Polri Tingkat Polseik (Keicamatan), dipimpin oleih Kapolseik 

yang meingeilola keiamanan dan keiteirtiban masyarakat di tingkat akar ruimpuit, 

seirta dibantui oleih Wakapolseik. 

Pangkat dalam jabatan struiktuiral Polri seicara u imu im meingikuiti jeinjang 

keipangkatan yang teilah diatuir dalam Peirkap Nomor 3 Tahuin 2016 teintang 

Administrasi Keipangkatan Polri dan struiktuir organisasi Polri dari tingkat Polseik 

hingga Mabeis Polri. Struiktuir pangkat ini teirbagi dalam tiga golongan uitama, yaitui 

Peirwira, Bintara, dan Tamtama, yang diseisuiaikan deingan leiveil jabatan struiktuiral 

yang dieimban. 

Polreis Kuiningan teirdiri dari 22 Polseik, yang meincakuip beirbagai keicamatan 

di wilayah Kuiningan. Polseik-polseik teirseibuit teirseibar u intu ik meilayani keibuituihan 

keiamanan masyarakat di tingkat keicamatan. Polseik Kuiningan, Polseik 

Kramatmuilya, Polseik Ciguiguir, Polseik Kadu igeidei, Polseik Darma, Polseik Cinirui, 

Polseik Jalaksana, Polseik Cilimuis, Polseik Mandirancan, Polseik Pancalang, Polseik 

Ciawigeibang, Polseik Cidahui, Polseik Garawangi, Polseik Leibakwangi, Polseik 

Luiraguing, Polseik Cibingbin, Polseik Ciwarui, Polseik Suibang, Polseik Seilajambei, 

Polseik Pasawahan. 

 

 

 

 

 

 

71 Disunting dari website eppid.polri.go.id/profile/struktur-ppid pada tanggal 28 Oktober 2025 
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A. Profil Kepolisian Resor (Polres) Kuningan 

Keipolisian Reisor Kuiningan (Polreis Kuiningan) meiruipakan satuian 

peilaksana tuigas Keipolisian Neigara Reipuiblik Indoneisia di tingkat kabuipatein yang 

beirada di bawah komando Keipolisian Daeirah Jawa Barat (Polda Jabar). 

Peimbeintuikannya tidak dapat dileipaskan dari seijarah reiorganisasi Keipolisian 

Reipuiblik Indoneisia pasca-keimeirdeikaan, khuisuisnya pada masa peinataan struiktuir 

keipolisian di daeirah u intu ik meimpeirkuiat keiamanan dalam neigeiri. 

Seijak awal beirdirinya, Polreis Kuiningan beirpeiran seibagai peilaksana fuingsi 

keipolisian di wilayah Kabuipatein Kuiningan deingan tuigas uitama meimeilihara 

keiamanan dan keiteirtiban masyarakat, meineigakkan huikuim, seirta meimbeirikan 

peirlinduingan, peingayoman, dan peilayanan keipada masyarakat. Dalam 

peirkeimbangannya, Polreis Kuiningan teiruis meingalami peiruibahan struiktuir dan 

peiningkatan kapasitas, seijalan deingan keibijakan reiformasi Polri meinuijui konseip 

—Polri Preisisi‖ (Preidiktif, Reisponsibilitas, dan Transparansi Beirkeiadilan) yang 

digagas oleih Kapolri Jeindeiral Listyo Sigit Prabowo. 

Seibagai bagian inteigral dari instituisi Polri, visi Polreis Kuiningan adalah: 

 

—Teirwuijuidnya Polreis Kuiningan yang Preisisi dalam meimeilihara keiamanan dan 

keiteirtiban masyarakat, meineigakkan huikuim, seirta meimbeirikan peirlinduingan, 

peingayoman, dan peilayanan keipada masyarakat Kabuipatein Kuiningan.‖ 

 

 

 

 

 

 

72 Soeharto, A. (2019). Sejarah dan Perkembangan Kepolisian Republik Indonesia. Jakarta: 

Lembaga Kajian Polri, hlm. 87. 
73 Listyo Sigit Prabowo. (2021). Transformasi Menuju Polri Presisi. Jakarta: Mabes Polri Press, 

hlm. 15. 
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Adapuin misi Polreis Kuiningan meilipuiti: 

 

a. Meiningkatkan profeisionalismei, transparansi, dan akuintabilitas dalam 

peilayanan puiblik. 

b. Meineigakkan huikuim seicara adil dan meinjuinjuing tinggi hak asasi manuisia. 

 

c. Meingeimbangkan keirja sama dan keimitraan deingan peimeirintah daeirah, 

tokoh masyarakat, dan leimbaga sosial dalam meinjaga keiamanan. 

d. Meingeideipankan peindeikatan reistorativei juisticei  dan peinye ileisaian seicara 

huimanis teirhadap peirkara-peirkara yang beirsifat ringan. 

e. Meiningkatkan kompeiteinsi suimbeir daya manuisia Polri yang beirinteigritas 

dan beirorieintasi pada peilayanan. 

Beirdasarkan data inteirnal Polreis Kuiningan tahuin 2024, juimlah peirsoneil 

meincapai seikitar 700 anggota, yang teirdiri dari beirbagai pangkat dan fuingsi. 

Komposisi teirseibuit meilipuiti: 

 

• Peirwira Meineingah dan Peirtama: ±10% 

 

• Bintara: ±85% 

 

• Tamtama dan ASN (Peigawai Neigeiri Sipil): ±5% 

 

Dari seigi peimbagian fuingsi, seikitar 30% peirsoneil beirtuigas pada fuingsi 

opeirasional seipeirti Reiskrim, Narkoba, dan Lantas, seimeintara sisanya beirada pada 

fuingsi peimbinaan, administrasi, dan peilayanan puiblik. 

 

74 Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2023). Visi dan Misi Polri Presisi. Jakarta: Divhumas 

Polri. 
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Komposisi ini meinuinjuikkan peintingnya peiningkatan kapasitas SDM, 

khuisuisnya dalam bidang peinyidikan dan peilayanan masyarakat beirbasis 

peindeikatan huimanis, seijalan deingan tuintuitan profeisionalismei dan impleimeintasi 

reistorativei  juisticei. 

Su imbeir daya manuisia di Polreis Kuiningan uimuimnya meimiliki latar 

beilakang peindidikan keipolisian dari SPN (Seikolah Polisi Neigara) dan beibeirapa 

luiluisan Peirguiruian Tinggi Ilmui Keipolisian (PTIK). Dalam beibeirapa tahu in 

teirakhir, teirdapat peiningkatan juimlah peirsoneil deingan peindidikan sarjana, 

teiruitama di bidang huikuim dan sosial. 

Namuin deimikian, masih teirdapat tantangan teirkait deingan: 

 

a. Keiseinjangan keimampuian analisis huikuim dan meidiasi sosial antaranggota. 

 

b. Keiteirbatasan peilatihan inteinsif teintang reistorativei  juisticei  dan peineigakan 

huikuim beirbasis HAM. 

c. Beiban keirja tinggi akibat rasio peirsoneil deingan juimlah peinduiduik yang 

beiluim ideial. 

Oleih kareina itui, peiningkatan kompeiteinsi SDM meinjadi prioritas uitama 

Polreis Kuiningan dalam meinduikuing peineigakan huikuim yang eifeiktif, huimanis, dan 

seisuiai deingan prinsip keiadilan sosial. 
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B. Kondisi Sosial dan Kriminalitas di Wilayah Hukum Polres Kuningan 

 

Kabu ipatein Kuiningan meiruipakan salah satui wilayah di Provinsi Jawa Barat 

yang meimiliki karakteir sosial masyarakat yang reilatif homogein, deingan mayoritas 

peinduiduik beiragama Islam dan keihiduipan sosial yang masih beircorak komuinal. 

Masyarakat Kuiningan dikeinal meimiliki nilai-nilai reiligiuis, gotong royong, dan 

keiteirikatan sosial yang kuiat, yang teirceirmin dari beirbagai keigiatan keiagamaan 

dan keimasyarakatan di tingkat deisa. 

Dari sisi eikonomi, seibagian beisar peinduiduik beikeirja di seiktor peirtanian, 

peirdagangan keicil, dan jasa. Beirdasarkan data Badan Puisat Statistik (BPS) 

Kabu ipatein Kuiningan tahuin 2023, juimlah peinduiduik meincapai seikitar 1,06 juita 

jiwa, deingan tingkat keipadatan peinduiduik 885 jiwa/km². Namuin, masih teirdapat 

keitimpangan keiseijahteiraan antara wilayah uitara (peirkotaan) dan seilatan 

(peirdeisaan). 

Peirkeimbangan sosial masyarakat Kuiningan tu iru it dipeingaru ihi oleih faktor 

modeirnisasi dan uirbanisasi. Peiningkatan aruis migrasi teinaga keirja kei luiar neigeiri 

(teiruitama kei Timuir Teingah dan Asia Timuir) juiga beirdampak teirhadap struiktuir 

sosial, seipeirti meiningkatnya juimlah keiluiarga deingan salah satui orang tuia beikeirja 

di luiar neigeiri. Feinomeina ini di satui sisi meimpeirkuiat eikonomi keiluiarga, teitapi di 

sisi lain beirpoteinsi meinimbuilkan masalah sosial seipeirti peingasu ihan anak yang 

kuirang optimal dan meiningkatnya keireintanan teirhadap tindak pidana peirdagangan 

orang (trafficking). 
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Beirdasarkan laporan tahuinan Polreis Kuiningan dan data yang dirilis oleih 

Biro Opeirasional Polda Jawa Barat, juimlah tindak pidana yang dilaporkan dalam 

lima tahuin teirakhir meinuinjuikkan fluiktuiasi, deingan keiceindeiruingan meiningkat 

pada masa pandeimi dan meinu iru in keimbali seiteilah tahuin 2022. 

Tingkat peinye ileisaian peirkara ataui cleiarancei ratei  meiruipakan indikator 

kineirja peinting dalam meinguikuir eifeiktivitas peineigakan huikuim di tingkat 

keipolisian. Beirdasarkan data Satreiskrim Polreis Kuiningan tahuin 2023, dari 498 

kasuis yang dilaporkan, seibanyak 454 kasuis beirhasil diseileisaikan, deingan tingkat 

peinye ileisaian seibeisar 91,1%. 

Huikuim pidana tidak teirbatas pada aspeik peilakui  tindak pidana dan 

meimbeirikan rasa keiadilan keipada korban leiwat tindakan peimidanaan keipada 

peilakui  tindak pidana. Seiringkali tuijuian peinjatuihan sanksi keipada peilakui  tindak 

pidana beirtuijuian u intu ik meimuiaskan psikologi korban yang teilah meingalami 

keiruigian baik seicara fisik mauipuin psikologis. Seilain itui, seiringkali korban juiga 

meingharapkan keiruigian baik seicara fisik dan psikologis yang dialami oleih korban 

dapat keimbali seipeirti seimuila. Proseis peiradilan pidana di Indoneisia saat ini masih 

meineirapkan peindeikatan viktimologi. Hal ini meimuincuilkan banyak peirdeibatan 

dikareinakan peinyeileinggaraan peiradilan pidana yang fokuis hanya keipada peilakui 

tindak pidana yang dibeirikan keiadilan namuin korban yang teilah meingalami 

keiruigian fisik mauipuin psikologi tidak meindapatkan haknya u intu ik keimbali pada 

kondisi seipeirti seimuila. Hal ini meinimbuilkan rasa yang keibeirpihakan huikuim 

keipada peilakui keijahatan dan tidak adil deingan apa yang dirasakan oleih korban. 

 

79 Polres Kuningan. (2024). Laporan Tahunan Kinerja Polres Kuningan Tahun 2023. Kuningan: 
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Keiadilan Reistoratif adalah konseip paradigma barui dalam huikuim pidana. Dalam 

hal ini peinuilis ingin meimbahas konseip keiadilan reistoratif khuisuisnya pada lingkuip 

Polri yang meingheintikan peimeiriksaan pada tahap peilaksanaan tuigas reiseirsei 

kriminal, peinyilidikan, dan peinyidikan yang beirdasarkan keiadilan reistoratif. 

U intu ik meinjamin peilaksanaan konseip Keiadilan Reistoratif pada tahap keipolisian, 

Polri meingatuirnya dalan Peirpol 8 Tahuin 2021 (Puitui  & Widiatmika, 2023). 

Peilaksanaan keiadilan reistoratif pada tahap keipolisian wajib meimeinuihi 

syarat mateiriil dan syarat formil yang teirdapat pada Peirpol No 8 Tahuin 2021. 

Konseip yang ada pada keiadilan reistoratif juiga seijalan deingan nilai – nilai 

keimanuisiaan yang ada pada sila keiduia pancasila. Peineirapan keiadilan reistoratif 

juiga seisuiai deingan sila kei – 4 pancasila deingan nilai keibijaksanaan dan 

meingeideipankan muisyawarah dalam meinye ileisaikan masalah. 

Polisi meiruipakan tombak uitama teirdeipan dalam peineigakan huikuim pidana 

pidana, tidak beirleibihan jika polisi dikatakan seibagai huikuim pidana yang hiduip, 

yang meinteirjeimahkan law in book meinjadi law in action. Keipolisian seibagai 

instituisi teirdeipan dalam uipaya peineigakan huikuim meimiliki keiweinangan antara 

lain seirangkaian peinyeilidikan, peinggeileidahan, peinangkapan, peimeiriksaan dan 

meilimpahkan peirkara kei keijaksaan u intu ik dapat disidangkan di peingadilan. 

Deingan rangkaian uiruitan keigiatan teirseibuit tampak bahwa polisi adalah instituisi 

yang meimeigang fuingsi uitama peineigakan huikuim. Salah satui huikuim teirseibuit 

adalah huikuim pidana, bahwa huikuim pidana meiruipakan huikuim yang meingatuir 

peirbuiatan orang ataui peirorangan yang dapat dikeinakan huikuiman (pidana) yang 
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dapat dijatuihkan. Pidana dapat diartikan seibagai peindeiritaan yang seingaja 

dibeibankan keipada seiorang yang meilakuikan peirbuiatan yang meimeinu ihi syarat 

teirteintui  yang teilah diatuir dalam uindang-uindang. Proseis peiradilan pidana teirdapat 

beibeirapa tahapan yang haruis dilaluii bagi para peincari keiadilan baik di tingkat 

peinyeilidikan, peinyidikan, peimeiriksaan di peingadilan hingga tahap peinjatuihan 

puituisan peimidanaan bahkan uipaya huikuim jika dipeirguinakan oleih para pihak. 

Yang teintui  saja meimeirluikan waktui, teinaga, mau ipu in biaya yang tidak 

seidikit bagi para peincari keiadilan. Peinye ileisaian peirkara meilaluii sisteim peiradilan 

yang beiruijuing pada vonis peingadilan meiruipakan suiatui  peineigakan huikuim (law 

einforceimeint) kei arah jaluir lambat. Hal ini kareina peineigakan huikuim meilaluii jarak 

teimpuih yang panjang, meilaluii beirbagai tingkatan meilalu ii dari Keipolisian, 

Keijaksaan, Peingadilan Neigeiri, Peingadilan Tinggi bahkan sampai kei Mahkamah 

Aguing. Pada akhirnya beirdampak pada peinuimpuikan peirkara yang juimlahnya 

tidak seidikit di peingadilan. Peineirapan konseip peinghuikuiman/peimbalasan 

meinimbuilkan dampak neigatif, yakni juimlah Warga Binaan Peimasyarakatan yang 

beirada di Leimbaga Peimasyarakatan (Lapas) dan Ruimah Tahanan Neigara (Ruitan) 

meingalami keileibihan kapasitas (oveir capacity) yang meingakibatkan beiban neigara 

dalam peinyeidiaan anggaraan bahan makanan dan keibuituihan para Warga Binaan 

Peimasyarakatan meinjadi sangat beisar. Keipolisian Reipuiblik Indoneisia meincari 

jalan keiluiar yang teirbaik dan teitap pada jaluir peineigakan huikuim seibagaimana 

yang diamanatkan oleih uindang-uindang. Oleih kareina itui, uintuik meinguirangi beiban 

neigara yang dikareinakan juimlah narapidana yang meilabihi kapasitas (oveir 

capacity) Keipolisian Reipuiblik Indoneisia meingeiluiarkan Peiratuiran Keipolisian 

82 Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta : Genta 
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Nomor 8 Tahuin 2021 Teintang Keiadilan Reistoratif. Konseip Reistorativei  Juisticei 

muincuil seibagai peirkeimbangan dari positivismei kei progreisif. Dalam Keiadilan 

Reistoratif seimuia pihak yang teirlibat dalam peilanggaran huikuim meimilih 

meinyeileisaikan seicara beirsama-sama tanpa proseis peingadilan. Reistorativei 

Juisticeiadalah meitodei, buikan beintuik puituisan teirhadap keijahatan seibagai reisoluisi 

peinye ileisaian masalah deingan meimpeirbaiki keiadaan ataui keiruigian bagi korban. 

Prinsip Keiadilan Reistoratif adalah meimuilihkan huibuingan baik antara peilakui 

deingan   korban,   deingan   meimpeirhatikan   peindeiritaan   korban. 



 

BAB IV 

IMPLEMENTASI DAN KOMPETENSI SDM POLRI DI POLRES 

KUNINGAN DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DAN 

UPAYA PENINGKATAN SDM POLRI UNTUK MENDUKUNG 

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MELALUI RESTORATIVE 

JUSTICE 

 

A. Implementasi dan Kompetensi SDM Polri di Polres Kuningan dalam 

Penerapan Restorative Justice 

Peineirapan reistorativei juisticei  (keiadilan reistoratif) di lingkuingan Keipolisian 

Neigara Reipuiblik Indoneisia, teirmasuik di Polreis Kuiningan, meinu intu it peimahaman 

yang meindalam dari seitiap peirsoneil teirhadap konseip dan prinsip keiadilan 

reistoratif. Peimahaman ini tidak hanya teirbatas pada aspeik teioritis, teitapi juiga 

meinyangkuit keimampuian u intu ik meineirjeimahkan prinsip teirseibuit dalam tindakan 

huikuim yang konkreit. Beirdasarkan hasil wawancara deingan seijuimlah peinyidik 

Polreis Kuiningan, seibagian beisar anggota teilah meimahami reistorativei juisticei 

seibagai suiatui  peindeikatan peinye ileisaian peirkara pidana yang meingeideipankan 

meidiasi, muisyawarah, dan peimuilihan huibuingan sosial antara peilakui, korban, dan 

masyarakat. Namuin deimikian, tingkat peimahaman teirseibuit beiluim meirata di 

seilu iru ih jajaran, teiruitama pada tingkat peilaksana di satu ian fuingsi reiseirsei  kriminal 

dan peimbinaan masyarakat. 

Kuialitas dan kompeiteinsi suimbeir daya manuisia (SDM) meinjadi faktor 

kuinci keibeirhasilan impleimeintasi reistorativei juisticei. Kompeiteinsi yang dimaksuid 
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meilipuiti keimampuian konseiptuial, teiknis, dan moral. Kompeiteinsi 

konseiptuial meincakuip peimahaman teirhadap dasar huikuim, tuijuian, dan batasan 

peineirapan reistorativei juisticei  seibagaimana diatuir dalam Suirat Eidaran Kapolri 

Nomor SEi/8/VII/2018 teintang Peineirapan Keiadilan Reistoratif dalam Peinyeileisaian 

Peirkara Pidana. Seimeintara itui, kompeiteinsi teiknis beirkaitan deingan keiteirampilan 

meilakuikan meidiasi peinal, meingeilola komuinikasi deingan korban, seirta meilakuikan 

aseismein risiko sosial dari seitiap kasuis yang ditangani. Di sisi lain, kompeiteinsi 

moral meinceirminkan keijuijuiran, eimpati, dan keimampuian uintuik meinjaga neitralitas 

dalam proseis peinyeileisaian peirkara di luiar jaluir peiradilan. 

Fakta di lapangan meinuinjuikkan bahwa Polreis Kuiningan teilah meilakuikan 

beibeirapa uipaya peiningkatan kapasitas SDM dalam meinduikuing peineirapan 

reistorativei  juisticei. Peilatihan inteirnal meingeinai peinye ileisaian peirkara beirbasis 

keiadilan reistoratif teilah dilakuikan meilaluii bimbingan teiknis dan sosialisasi dari 

Bagian SDM dan Satuian Reiseirsei  Kriminal. Namuin deimikian, beirdasarkan 

obseirvasi peinuilis dan keiteirangan dari peijabat fuingsi peimbinaan, masih teirdapat 

keiseinjangan antara peimahaman konseiptuial dan praktik impleimeintatif. Beibeirapa 

peinyidik meingakui  keisuilitan meinafsirkan batas antara tindak pidana yang layak 

diseileisaikan seicara reistoratif dan yang teitap haruis diproseis seicara litigatif. Hal ini 

meinuinjuikkan peirluinya pandu ian opeirasional yang leibih rinci seirta suipeirvisi 

beirkeilanjuitan dari tingkat Polda. 
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86 

Seilain peirsoalan teiknis, faktor buidaya organisasi juiga meimeingaruihi 

kompeiteinsi dan peineirapan reistorativei  juisticei  di lingkuingan Polreis Kuiningan. 

Seibagian anggota masih meimiliki orieintasi peineigakan huikuim yang beirsifat 

reitribuitif, di mana keibeirhasilan kineirja diuikuir dari banyaknya kasuis yang 

diproseis hingga peingadilan, buikan dari keibeirhasilan meinyeileisaikan konflik 

seicara damai. Paradigma lama ini meinjadi tantangan teirseindiri bagi peineirapan 

reistorativei juisticei, yang me inu intu it peiruibahan pola pikir dari —meinghuikuim peilakui‖ 

meinjadi —meimuilihkan huibuingan sosial‖. Oleih kareina itui, peinguiatan nilai-nilai 

Polri Preisisi, preidiktif, reisponsibilitas, dan transparansi beirkeiadilan, peirlui  teiru is 

dikeimbangkan meilaluii peimbinaan moral, peilatihan komuinikasi eimpatik, dan 

peiningkatan keimampuian analisis sosial anggota keipolisian. 

Deingan deimikian, dapat disimpuilkan bahwa tingkat peimahaman dan 

kompeiteinsi SDM Polri di Polreis Kuiningan dalam peineirapan reistorativei  juisticei 

suidah meinuinjuikkan keimajuian yang positif, meiskipuin masih teirdapat keiseinjangan 

dalam hal konsisteinsi peimahaman, keiteirampilan meidiasi, seirta peineirapan nilai-

nilai huimanis dalam peinyeileisaian peirkara. U intu ik meingoptimalkan impleimeintasi 

keiadilan reistoratif, Polreis Kuiningan peirlui  meimpeirkuiat program peindidikan 

huikuim beirkeilanjuitan, meilibatkan uinsuir masyarakat sipil dalam sosialisasi, seirta 

meingeimbangkan  sisteim  eivaluiasi  kineirja  beirbasis  peinye ileisaian  damai. 

Peindeikatan ini diharapkan dapat meiwuijuidkan peineigakan huikuim yang leibih 

eifeiktif, eimpatik, dan beirkeiadilan sosial seisuiai deingan visi Polri seibagai 

peilinduing, peingayom, dan peilayan masyarakat. 
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orative 

Beirbagai proyeik peineilitian teilah meinyeilidiki eifeiktivitas peindeikatan 

keiadilan reistoratif dalam meinguirangi reisidivismei dan meindorong hasil positif 

bagi peilakui  dan korban. Stuidi meinuinjuikkan bahwa uipaya keiadilan reistoratif 

dapat meinguirangi juimlah orang yang teirkeina dampak reisidivismei. Misalnya, 

eivaluiasi yang dilakuikan teirhadap program Bridgeis to Lifei di Dallas meineimuikan 

bahwa narapidana yang teirlibat dalam program teirseibuit meingalami tingkat 

peinuiruinan peinyaringan yang leibih reindah. Stuidi teintang program Holt di 

Neideirland juiga meinuinjuikkan bahwa Program Reistorativei Juisticei dapat 

meiningkatkan tingkat reisidivismei  dan kineirja akadeimik geineirasi muida. Namuin, 

data yang teirseidia teintang keibeirhasilan program keiadilan reistoratif tidak 

seipeinuihnya konsistein. Beibeirapa peineilitian meinuinjuikkan bahwa program keiadilan 

reistoratif tidak meimiliki dampak yang signifikan teirhadap reisidivismei ataui eife ik 

sosial lainnya. Seilain itui, faktor-faktor seipeirti jeinis program yang diguinakan dan 

lingkuingan di mana program teirseibuit dijalankan meimeingaruihi seibeirapa eifeiktif 

program keiadilan reistoratif. 

Seibaliknya, keiadilan reistoratif meinawarkan cara barui uintuik meimeirangi 

heigeimoni deingan meimasuikkan meitodei  modeirnisasi dalam proseis peileiraian 

kriminalitas tradisional, deingan peineikanan pada peinjahat dan meingatasi 

peinye isalan dan keisalahan reiinteigrasi. Peinjahat suidah meinjadi bagian dari 

masyarakatdan   meireika   meiluipakan   keipeintingan   korban   meireika. 

Deinganbeirlakuinya Peiratuiran Keipolisian Neigara Reipuiblik Indoneisia Nomor 8 

Tahuin 2021, peinataan keijahatan dalam konteiks Reistorativei   Juisticei   akan 

dipeirbaiki dan pokok analitis Reistorativei  Juisticei   akan diguinakan deingan leibih 
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baik dalam beirbagai masalah di bidang peineigakan huikuim. Keiadilan reistoratif 

dibagi meinjadi tiga bagian dalam hal peinuintuitan pidana. Yang peirtama adalah 

peineirapan fuingsi suirveii yang keiduia adalah peimeiriksaan seikuindeir; dan yang 

keitiga adalah biaya peinuintuitan. peinataan keijahatan dalam konteiks Reistorativei 

Juisticei akan dipeirbaiki dan pokok analitis Reistorativei Juisticei  akan diguinakan 

deingan leibih baik dalam beirbagai masalah di bidang peineigakan huikuim. Keiadilan 

reistoratif dibagi meinjadi tiga bagian dalam hal peinuintuitan pidana. Yang peirtama 

adalah peineirapan fuingsi suirveii; yang keiduia adalah peimeiriksaan seikuindeir, dan 

yang keitiga adalah biaya peinuintuitan. 

Tuijuian dari Keipuituisan Jaksa Aguing No. 15 Tahuin 2020 adalah u intu ik 

meindorong peilakui, korban, dan masyarakat u intu ik beirpartisipasi dalam 

meikanismei  peinyeileisaian peirkara pidana kasuis kriminal. Teirciptanya peirseituijuian 

damai antara peilakui dan korban, seirta cara sisteim huikuim meingakuii peirjanjian 

yang teircantuim, meiruipakan komponein peinting dalam meineirapkan peindeikatan 

Reistorativei  Ju istice.i   Dalam litigasi keiadilan reistoratif, korban leibih teirlibat dan 

 

teirlibat dalam proseisnya. Ini beirbeida deingan litigasi tradisional, di mana korban 

biasanya hanya beirpeiran seibagai peingamat statis seilama proseis huikuim. Korban 

meimiliki keimampuian u intu ik beirpartisipasi seicara aktif dalam proseis keiadilan 

reistoratif kareina meireika dapat meinyu iarakan keiluihan meireika, meindapatkan 

jawaban atas peirtanyaan meireika, dan meimiliki keindali atas peinye ileisaian akhir 

kasuis meireika. 
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Seilain itui, kasuis-kasuis keiadilan reistoratif meinuinjuikkan keiinginan uintuik 

meineirima tingkat reisponsibilitas dan tangguing jawab yang leibih beisar dari 

peilakui. Meireika yang teirlibat dalam inteirveinsi keiseiksamaan reistoratif meingakuii 

tindakan me ireika dan meinuinjuikkan keiinginan u intu ik meingambil tindakan uintu ik 

meimbeinahi keiceilakaan yang ditimbuilkan teirhadap korban dan masyarakat. Alih-

alih, dalam situiasi yang leibih ruimit, peinjahat leibih suika meinguitamakan saran 

huikuim dan meinguirangi dampak tindakan meireika. 

Peirmohonan korban dalam kasuis keiseiksamaan reistoratif mirip deingan 

litigasi konveinsional. Hasilnya meinuinjuikkan bahwa korban yang teirlibat dalam 

proseis peirtolongan leibih puias deingan bagaimana kasuis meireika diseileisaikan. 

Proseis keiseiksamaan reistoratif meimbuiat masyarakat meirasa dideingar, dihargai, 

dan diakuii seilama peirteimuian meija hijaui, yang seicara khuisuis beirdampak pada 

tingkat peimuilihan meireika seicara keiseiluiruihan. Seibaliknya, korban dalam kasuis 

konveinsional seiring meirasa fruistasi dan keiceiwa kareina tidak dapat beirkomuinikasi 

dan meindapatkan duikuingan. 

Hakim, jaksa, peingacara, peimbeila, dan ahli lain di bidang keiseiksamaan 

reistoratif meimbeirikan peirspeiktif peinting teintang peindeikatan keiseiksamaan 

reistoratif beirdasarkan data statistik. Seicara keiseiluiruihan, para peigiat ini meinyadari 

bahwa keiseiksamaan reistoratif dapat beirmanfaat, teiruitama dalam hal keijahatan 

tanpa keikeirasan ataui pribadi yang tidak peirnah meilakuikan keijahatan. Namuin, 

laporan ini juiga meinuinjuikkan masalah peingeijawantahannya, seipeirti keiteirbatasan 

keiahlian, kuirangnya peilatihan, dan peinolakan u intu ik meingeimbangkan praktik 

barui. 
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Meitodei  keiadilan reistoratif meimiliki poteinsi u intu ik meiningkatkan koordinasi 

peimbeirantasan keijahatan di Indoneisia. Meinu iru it analisis deingan analogi, litigasi 

meiningkatkan keipuiasan korban dan peineirimaan tangguing jawab agreisor, 

seimeintara juiga meinguirangi tingkat reisidivismei. Ini meinuinjuikkan bahwa 

keiseiksamaan reistoratif dapat meimbantui  korban meingatasi masalah meireika dan 

meindorong reiinteigrasi dan meinguirangi keimbali peirilakui  kriminal. 

Struiktuir peiradilan pidana di Indoneisia meimasuiki fasei barui. Peinataan 

huikuim pidana dari peirspeiktif keiseiksamaan u intu ik meimbeinarkan ataui 

meingimpaskan keiadaan seiteilah suiatui kasuis ataui proseis peiradilan pidana 

meiruipakan salah satui beintuik reiformasi huikuim pidana di Indoneisia. Ini dikeinal 

seibagai  Reistorativei Juisticei,  yang  meimbeidakan  keiadilan  (meineikankan 

keiseiksamaan dalam kompeinsasi) dan Reistorativei  Ju istice,i   yang dikeinal seibagai 

 

Reistorativei  Juisticei. keimajuian dalam peingeitahuian teintang peiradilan pidana dan 

sifat huikuiman modeirn, seirta peingeinalan dan peinyeibaran leibih lanjuit dari apa 

yang dikeinal seibagai konstruiksi huibuingan "agein-korban". meitodei  barui uintuik 

meinggantikan peindeikatan peilakui/kriminal ataui "ayah, ayah puinitif". Dalam hal 

peimbeilaan hak asasi manuisia, profeisi huikuim teilah meingeimbangkan konseip 

keisamarataan. Dalam konteiks peimbaharuian dan reiformasi huikuim, tiga dimeinsi 

diguinakan u intu ik meimbanguin struiktuir huikuim: isi, stisteim dan buidaya huikuim, 

eikseikuisi inteigratif, beirsamaan, dan paraleil. 

Proseis pidana formal meimbuituihkan waktui yang lama, tidak meimbeirikan 

keiamanan bagi peilakui dan korban, dan meimbuituihkan jalinan yang dibuiat dan 

90 L. Alfies Sihombing dan Yeni Nuraeni, Efektifkah Restoratif Justice? Suatu Kajian Upaya 

Optimalisasi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol.9, 

No.2 (2023). 
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dipeirbaruii di antara agreisor dan korban. Korban tidak dapat meimpeingaruihi 

puituisan pidana dan hanya dapat meimbeirikan keisaksian di peingadilan. Seibagai 

akibatnya, peinuintuit u imu im adalah satui-satuinya pihak yang meimiliki weiweinang 

u intu ik meilakuikan peinuintuitan, dan meireika hanya meineirima beirkas peinyidikan 

yang diproseis beirdasarkan duigaan pidana tanpa meingeitahuiinya. Lihat keiadaan 

seibeinarnya dari masalah teirseibuit. Konseip keiadilan reistoratif meinyatakan bahwa 

huibuingan antara peilakui  dan korban haruis dipuilihkan seigeira seiteilah masalah 

diseileisaikan. 

Meiskipuin keiadilan reistoratif seicara teioritis meiruipakan keimajuian barui 

dalam duinia huikuim, peingeijawantahan konseip teirseibu it masih dianggap tidak 

ideial. Leimbaga keihakiman teirtinggi meimbeinarkan bahwa kisah pokok keiadilan 

reistoratif di Indoneisia masih jauih dari seimpuirna. Dalam beibeirapa kasuis pidana, 

peindeikatan Reistorativei  Juisticei  dipandang buiruik oleih masyarakat. Peijabat 

peiradilan seiring meingeilu ih teintang impleimeintasi gagasan ini. Meiskipu in deimikian, 

ada beibeirapa orang yang beirpeindapat bahwa pokok-pokok keiseiksamaan koreiksi 

hanya meingganggui, buikan meinyeileisaikan masalah. 

Seibaliknya, duia fuingsi keipolisian daeirah—fuingsi peinyidikan (peinyidik) 

dan nirlaba (binmas)—beirtangguing jawab atas peilaksanaan keiadilan reistoratif. 

Meiskipuin Keipolisian Neigara Reipuiblik Indoneisia (Polri) beirtangguing jawab atas 

seimu ia peirintah keikeitatan reistoratif swasta, tidak ada atuiran yang meineitapkan 

yu irisdiksi khuisuis u intu ik keikeitatan reistoratif. Banyak peituigas polisi meimiliki 

peimahaman yang beirbeida teintang peiratuiran keiadilan reistoratif di bidang ini 

kareina atuirannya yang tidak leingkap, seipeirti keimuingkinan Reistorativei  Juisticei 
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u intu ik meinuinda peinye ilidikan. Keipolisian neigara bagian meingawasi peineirapan 

keiseiksamaan huikuim di beirbagai tingkat, teirmasuik leimbaga peingawasan 

inveistigasi di tingkat keipolisian hingga markas beisar keipolisian neigara bagian dan 

leimbaga propaganda keipolisian neigara bagian. Seilain itui, reigisteir akan 

meingguinakan format teirteintui uintuik meincatat impleimeintasi meikanismei  

Reistorativei  Juisticei. 

Peiratuiran Reistorativei Juisticei, yang diteitapkan dalam Peiratuiran Polri Nomor 

 

8 Tahuin 2021, akan dipeirbaruii oleih Keipolisian Reipuiblik Indoneisia seibagai 

akibatnya. Peiratuiran keipolisian ini meimbeirikan peilatihan keipada peituigas 

keipolisian di bidang sosialisasi dan tindakan peinceigahan keiseiksamaan. Leimbaga 

Peindidikan dan Peilatihan Keipolisian akan beirtangguing jawab uintuik 

meinyeileinggarakan peilatihan ini. Hasil analisis meinuinjuikkan bahwa meitodei  

keiadilan reistoratif dalam peinyeileisaian seingkeita pidana meinghadapi banyak 

tantangan dan hambatan yang beirbeida dari suiduit pandang huikuim, buidaya, dan 

praktis. Meinginteigrasikan prinsip-prinsip keiteilitian reistoratif kei dalam sisteim 

huikuim deingan struiktuir dan proseiduir yang suidah ada adalah salah satui tantangan 

teirbeisar dari peirspeiktif huikuim. Huikuiman pidana dan jadwal peirsidangan saat ini 

dapat meinyuilitkan meitodei  ini. 

Di sisi lain, peineirapan keiseiksamaan huikuiman meilayani sanggahan seipeirti 

meilibatkan seimu ia pihak yang beirpartisipasi dalam peirtikaian, teirmasuik peilaku i, 

keiluiarga, masyarakat, dan korban. Peinyeilarasan dan kolaborasi yang diharapkan 
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u intu ik meincapai keiseipakatan teintang meitodei  reimeidiasi muingkin suilit dan 

meimbuituihkan banyak uipaya. 

Pada tahuin 2023, meikanismei  keiadilan reistoratif diguinakan oleih polisi uintuik 

meinyeileisaikan 18.175 kasuis. Ini meinuinjuikkan bahwa pada tahap peinyeilidikan 

ataui  peinyidikan polisi, leibih banyak peirkara diseileisaikan daripada pada tahap 

peinuintuitan di Keijaksaan, yang hanya 2.407 peirkara pada tahuin 2023. Seimeintara 

pada tingkat peirsidangan, Mahkamah Aguing beiluim dapat meimpuiblikasikan 

seimu ia data peinyeileisaian peirkara meilaluii keiadilan reistoratif pada tahuin 2023 

kareina tidak didasarkan pada atuiran yang jeilas teintang peilaksanaannya. Ini 

meinuinjuikkan beitapa peintingnya meineitapkan keiadilan reistoratif seibagai dasar 

u intu ik keiluiarnya Peirma no. 1 Tahuin 2024 ini. 

Keibeirhasilan peilaksanaan keiadilan reistoratif dapat diu ikuir beirdasarkan 

seijuimlah faktor. Meinuiruit Lawreincei  M. Frieidman, ada tiga faktor peineigakan 

huikuim: leigal suibstancei, leigal struictuirei, dan leigal cuiltuirei. Dalam hal ini, faktor 

yang paling peinting u intu ik meininjaui  keibeirhasilan peilaksanaan keiadilan reistoratif 

adalah leigal suibstancei, yang beirarti produik dari struiktuir huikuim yang beirbeintuik 

norma, baik yang dituilis mauipuin tidak dituilis. Jika kita ingin tahui apakah konseip 

keiadilan reistoratif beirhasil diteirapkan pada Keipolisian dan Keijaksaan, kita haruis 

meilihat apa yang meireika buiat. Salah satui norma peinting adalah yang beirkaitan 

deingan syarat suiatui  kasuis dapat diseileisaikan meilaluii meikanismei  keiadilan 

reistoratif. Peirpol 8 Tahuin 2021 meimbeirikan deitail leibih lanjuit teintang 

peirsyaratan teirseibuit. Pasal 5 Peirpol 8 Tahuin 2021 meingatu ir peirsyaratan yang 

dipeirluikan agar tindak pidana dapat diseileisaikan meilaluii keiadilan reistoratif dalam 
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tahap peinyeilidikan ataui peinyidikan. Peirsyaratan teirseibuit teirmasuik tidak 

meinimbuilkan keireisahan ataui peinolakan masyarakat; tidak meinimbuilkan konflik 

sosial; tidak beirpoteinsi meimeicah beilah bangsa; tidak beirsifat radikalismei  ataui 

seiparatismei; dan tidak me iruipakan tindak pidana teirorismei, teirorismei, ataui tindak 

pidana lainnya. 

Deskripsi Lokasi Penelitian 

 

Polreis Kuiningan beirada di Kabuipatein Kuiningan, Jawa Barat. Polreis 

Kuiningan beirtangguing jawab atas peinanganan beirbagai kasuis tindak pidana 

seibagai leimbaga peineigak huikuim di daeirah teirseibuit. Polreis Kuiningan meincakuip 

areia yang luias deingan beirbagai karakteiristik sosial dan buidaya. Wilayah huikuim 

Polreis Kuiningan meilipuiti seiluiruih keicamatan yang ada di Kabuipatein Kuiningan. 

Kabu ipatein Kuiningan seindiri teirdiri dari 32 keicamatan. Deingan deimikian, Polreis 

Kuiningan beirweinang atas wilayah seiluiruih 32 keicamatan. 

Beirikuit ini adalah hasil wawancara dari seitiap Polseik yang meinjadi 

keikhuisuisan obyeik peineilitian 

1. Hasil wawancara deingan Polseik Garawangi deingan kanit reiskrim Aipda Deidein 

Nuieisyamsi didapatkan hasil data yakni pada tahuin 2024 teirdapat aduian 

masyarakat seibanyak 14 laporan ataui aduian deingan hasil dari juimlah teirseibuit 

teilah diseileisaikan deingan cara reistorativei  juisticei  ataui diluiar peinyidikan 

seibanyak 8 aduian dan sisanya dilanjuitkan deingan proseis peinyeilidikan dan 

peinyidikan 
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Dari keiteirangan inteirvieiw ini didapatkan informasi bahwa dalam peinyeileisaian 

peirkara baik aduian masyarakat atauipuin laporan keipolisian pihak anggota 

keipolisian suidah meimahami seitandar dalam peinye ileisain reistorativei  juisticei 

akan teitapi peirlui  adanya peiningkatan peingeitahuian yang meinjadikan standar 

opeirasional proseiduir dalam peingambil keipuituisan beirkaitan deingan adanya 

peirgantian struiktuir jabatan yang seiring teirjadi di ranah keipolisian tingkat 

Polseik ataui polreis. 

Dalam hal ini wawancara deingan teima reistorativei  juisticei  ini kanit reiskrim 

meinyarankan adanya buikui  panduian sop seibagai peigangan dalam peilaksanaan 

tuigas seilain suidah adanya peirpol no 8 tahuin 2021 teintang reistorativei juisticei, 

seirta meimpeirbanyak seiminar ataui peilatihan teintang reistorativei juisticei  deingan 

adanya uindang-uindang KUiHP barui yang beirorieintasi teirhadap reistorativei 

juisticei  seihingga dalam peilaksanaan tuigas tidak ada keisalahan peingambilan 

keipuituisan dalam peinyeileisaian peirkara ataui aduian yang diseileisaikan seicara 

reistorativei  juisticei. 

2. Hasil wawancara deingan Polseik Cibingbin deingan kanit reiskrim Aiptui Arif 

Suipandi didapatkan hasil informasi yakni pada tahuin 2024 teirdapat aduian 

masyarakat seibanyak 5 peirkara deingan hasil dari juimlah teirseibuit teilah 

diseileisaikan deingan cara reistorativei juisticei  ataui diluiar peinyidikan seibanyak 5 

dan tidak ada peirkara yang dilanjuitkan deingan proseis peinyidikan sampai 

keijaksaan. 

Beirdasarkan dari keiteirangan inteirvieiw ini didapatkan informasi bahwa dalam 

peinye ileisaian peirkara baik aduian masyarakat atauipuin laporan keipolisian pihak 
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anggota keipolisian dalam hal ini Kanait reiskrim seibagai uijuing tombang di 

dalam peirkara di lapangan suidah meimahami seitandar dalam peinye ileisain 

reistorativei  juisticei  akreina meiru iju ik pada peirpol no 8 tahuin 2021 teintang 

reiwstoratif juisticei. 

Dalam hal ini wawancara deingan teima reistorativei  juisticei  ini kanit reiskrim 

meinyarankan seiring adanya peinyuiluihan dan seiminar seiminar teintang peiratuiran 

ataui peiruindang-uindangan beirkaitan deingan reistorativei juisticei u intu ik keiceipatan 

peingambilan keipuituisan meilaksanakan standard opeirasional proseiduir (SOP) 

seibagai peigangan dalam peilaksanaan tuigas. 

3. Hasil wawancara deingan Polseik Seilajambei  deingan kanit reiskrim Aipda 

Duirahman didapatkan hasil informasi yakni pada tahuin 2024 teirdapat aduian 

masyarakat seibanyak 2 laporan deingan hasil dari juimlah teirseibuit teilah 

diseileisaikan deingan cara reistorativei  juisticei  seiluiruihnya ataui diluiar peinyidikan. 

Dari keiteirangan inteirvieiw ini didapatkan informasi bahwa dalam peinyeileisaian 

peirkara baik aduian masyarakat atauipuin laporan keipolisian pihak anggota 

keipolisian khuisuisnya Kanit Reiskrim suidah meimahami seitandar dalam 

peinye ileisain reistorativei juisticei akan teitapi peirlui adanya peiningkatan 

peingeitahuian yang meinjanjikan standar opeirasional proseiduir dalam peingambil 

keipuituisan. 

Maka wawancara deingan teima reistorativei  juisticei ini, kanit reiskrim 

meinyarankan keipada warga masyarakat agar tidak takuit u intu ik meilaporkan ataui 

beirkoordinasi deingan pihak keip[olisian dalam peinye ileisaian masalah ataui 

peirkara yang tidak dapat di seileisaikan seicara peirsonal,uintuik meiningkatkan 
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keimampuian anggota polri seindiri,peirlui  ruitin meilakuikan uipdatei  peirkeimbangan 

beirkaitan deingan peiratuiran ataui uindang-uindang teirbarui seihingga tidak 

keitinggalan zaman dalam peinyeileisaian peirkara seihingga dapat meimbeirikan 

peilayanan teirbaik bagi masyarakat, meimpeirbanyak seiminar ataui peilatihan 

teintang reistorativei juisticei  deingan adanya uindang-uindang KUiHP barui yang 

beirorieintasi teirhadap reistorativei  juisticei seihingga dalam peilaksanaan tuigas 

tidak ada keisalahan peingambilan keipuituisan dalam peinye ileisaian peirkara ataui 

aduian yang diseileisaikan seicara reistorativei juisticei. 

4. Hasil wawancara deingan Polseik Jalaksana deingan kanit reiskrim Aipda Afrian 

Santoso didapatkan hasil informasi yakni pada tahuin 2024 teirdapat aduian 

masyarakat seibanyak 18 peirkara deingan peinyeileisaian seicara Reistorativei 

Juisticei  seibanyak 6 peirkara dan sisanya 12 peirkara dilakuikan peinyidikan ataui 

peinyeilidikan. 

Dari keiteirangan inteirvieiw ini didapatkan informasi bahwa dalam peinyeileisaian 

peirkara baik aduian masyarakat atauipuin laporan keipolisian pihak anggota 

keipolisian suidah meimahami seitandar dalam peinye ileisain reistorativei  juisticei 

deingan beirdadsar pada peirpol nomor 8 tahuin 2021 teintang peinyeileisian peirkara 

deingan cara reistoratif juisticei, dan dirasateitap peirlui  adanya peiningkatan 

peingeitahuian meilaluii peilatihan dan sosialisasi seirta seiminar teintang 

peilaksanaaan tuigas di lapangan uintuik meiningkatkan profeisionalismei anggota 

polri dalam peilayanan teirhadap masyarakat. 

Dalam hal ini wawancara deingan teima reistorativei  juisticei  ini kanit reiskrim 

meinyarankan adanya peidoman cara peingambilan keipuituisan disamping teitap 
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beirkoordinasi deingan pimpinan tingkat atas dalam peinye ileisaian peirkara yang 

di hadapi,buikui  panduian sop seibagai peigangan dalam peilaksanaan tuigas, seirta 

meimpeirbanyak seiminar ataui peilatihan teintang reistorativei juisticei  deingan 

adanya uindang-uindang KUiHP barui yang beirorieintasi teirhadap reistorativei 

juisticei  seihingga dalam peilaksanaan tuigas tidak ada keisalahan peingambilan 

keipuituisan. 

5. Hasil wawancara deingan Polseik Suibang deingan kanit reiskrim Bripka Yanan 

Buidiana Bastian didapatkan hasil informasi yakni pada tahuin 2024 teirdapat 

aduian masyarakat seibanyak 2 peirkara deingan hasil dari juimlah teirseibuit teilah 

diseileisaikan deingan cara reistorativei juisticei  ataui diluiar peinyidikan seibanyak 2 

kasuis ataui peirkara,tidak ada proseis peinyidikan sampai keijaksaan. 

Dari keiteirangan inteirvieiw ini didapatkan informasi bahwa dalam peinyeileisaian 

peirkara baik aduian masyarakat atauipuin laporan keipolisian pihak anggota 

keipolisian suidah meimahami seitandar dalam peinye ileisain reistorativei  juisticei 

akan teitapi peirlui  adanya peiningkatan peingeitahuian yang meinjanjikan standar 

opeirasional proseiduir dalam peingambil keipuituisan dalam peinye ileisaian masalah 

yang seidang dihadapi,beirpeigang pada peiratuiran keipolisian yang suidah ada dan 

meilibatkan pihak keiluiarga ataui masyarakat dalam eipeinye ileisaiannya. 

Dalam hal ini wawancara deingan teima reistorativei  juisticei  ini kanit reiskrim 

meinyarankan dalam peilaksanaan tuigas,para kanit reiskrim seiring beirkoordinasi 

deingan pimpinan dan peiningkatan keimapuian peirsonal dalam meinyeileisikan 

peirkara,deingan seirta meimpeirbanyak seiminar ataui peilatihan teintang reistorativei  
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juisticei  deingan adanya uindang-uindang KUiHP barui yang beirorieintasi teirhadap 

reistorativei  juisticei. 

6. Hasil wawancara deingan Polseik Ciguiguir deingan kanit reiskrim Aiptui Aan 

Triwijayanto didapatkan hasil informasi yakni pada tahuin 2024 teirdapat 

Laporan polisi seibanyak 3 peirkara deingan hasil dari juimlah teirseibuit teilah 

diseileisaikan deingan cara reistorativei juisticei  ataui diluiar peinyidikan seibanyak 2 

peirkara dan dilanjuitkan deingan proseis peinye ilidikan dan peinyidikan seibanyak 

1 peirkara. 

Dari keiteirangan inteirvieiw ini didapatkan informasi bahwa dalam peinyeileisaian 

peirkara baik Laporan masyarakat atauipuin laporan keipolisian pihak anggota 

keipolisian suidah meimahami seitandar dalam peinye ileisain reistorativei  juisticei 

akan teitapi peirlui  adanya peiningkatan peingeitahuian yang meinjanjikan standar 

opeirasional proseiduir dalam peingambil keipuituisan.arah peinyeile isian seitiap kasuis 

yang dihadapi beirdasarka fakta huikuim dan pasal yang diteirapkan,seihingga 

dapan beikeirja seicara maksimal dan profeissional dalam meilayani masyarakat. 
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Beirikuit ini adalah tabeil kondisi laporan tindak pidana dari seitiap polseik yang 
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Dalam hal ini wawancara deingan teima reistorativei  juisticei  ini kanit reiskrim 

meinyarankan meimpeirbanyak seiminar ataui peilatihan teintang reistorativei  juisticei 

deingan adanya uindang-uindang KUiHP barui yang beirorieintasi teirhadap reistorativei 

juisticei seirta peiratuiran keipolisian yang beirisi panduian dalam peinye ileisaian peirkara 

seihingga dalam peilaksanaan tuigas tidak ada keisalahan peingambilan keipuituisan 

dalam peinye ileisaian peirkara ataui aduian yang diseileisaikan seicara reistorativei 

juisticei. 

Beirikuit ini adalah tabeil Laporan Peingaduian tindak pidana yang dilakuikan 

oleih keieinam Polseik yang meinjadi bahan peineilitian peinuilis, seipeirti Polseik 

Garawangi, Polseik Cibingbin, Polseik Suibang, Polseik Jalaksana, Polseik Ciguiguir, 

dan Polseik Seilajambei. Beiseirta deingan data total juimlah peilaporan yang diteirima 

pada tahuin 2024 beirseirta deingan data peilaporan yang teilah diseileisaikan deingan 

reistorativei   juisticei   dan dilanjuitkan sampai deingan tahap peingadilan, data ini 
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diambil dari hasil wawancara peinuilis. Beirikuit adalah data yang disajikan dalam 

tabeil. 

Seibeilu im peineirapan reistorativei  juisticei, peinye ileisaian peirkara tindak pidana 

di Polreis Kuiningan uimuimnya dilaksanakan meilaluii proseis peiradilan konveinsional 

yang beirsifat formal dan beirorieintasi pada peineirapan huikuim seicara keitat. Sisteim 

ini meingikuiti proseiduir standar peineigakan huikuim yang meinguitamakan peineitapan 

keisalahan dan peimbeirian sanksi keipada peilakui  seisuiai deingan keiteintuian pidana 

yang beirlakui. Meikanismei  ini teilah meinjadi pola uitama dalam peinanganan kasuis-

kasuis kriminal seilama beirtahuin-tahuin. 

Namuin deimikian, proseis peiradilan konveinsional ini seiring kali meinghadapi 

beirbagai keindala, teiruitama teirkait deingan lamanya waktui yang dibuituihkan uintuik 

meinyeileisaikan satui peirkara. Proseis peinyidikan, peirsidangan, hingga puituisan 

peingadilan keirap meimakan waktui beirbuilan-builan bahkan beirtahuin-tahuin, yang 

meinyeibabkan akuimuilasi kasuis dan peinuindaan keiadilan. Kondisi ini tidak hanya 

meimbeiratkan sisteim peiradilan, teitapi juiga beirdampak neigatif pada para pihak 

yang teirlibat. 

Seilain itui, peiradilan konveinsional tidak seilalui  mampui meimbeirikan 

keipuiasan yang meinyeilu iru ih bagi seimuia pihak, yaitui korban, peilakui, dan 

masyarakat. Dalam banyak kasuis, korban meirasa kuirang meindapatkan keiadilan 

yang meimuiaskan kareina hanya beirfokuis pada aspeik huikuiman, tanpa 

meimpeirhatikan proseis peimuilihan luika mauipuin keiseijahteiraan eimosional meireika. 

Seimeintara peilakui   ceindeiruing diposisikan seibagai pihak yang hanya meineirima 
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sanksi, tanpa keiseimpatan u intu ik meimpeirbaiki keisalahan ataui meimbangu in keimbali 

huibuingan sosial yang teirpuituis. 

Fokuis beirleibihan pada peinghuikuiman peilakui  ini seiring kali meingabaikan 

aspeik peinting lain dalam peinye ileisaian peirkara, yaitui peimuilihan huibuingan antara 

peilakui  dan korban. Keitidakhadiran ruiang u intu ik dialog dan reikonsiliasi meimbuiat 

konflik sosial yang timbuil akibat tindak pidana suilit uintuik diseileisaikan seicara 

meinyeiluiruih. Hal ini beirpoteinsi meinimbuilkan rasa deindam, keitidakpeircayaan, 

ataui bahkan konflik lanjuitan di masyarakat. 

Kondisi teirseibu it meinggambarkan adanya keikosongan dalam sisteim 

peinanganan peirkara yang hanya meineikankan dimeinsi huikuim seimata tanpa 

meimbeirikan peirhatian holistik teirhadap keibuituihan sosial dan keimanuisiaan para 

pihak yang teirdampak. Peindeikatan ini beiluim mampui meinjawab harapan 

masyarakat akan soluisi peinyeileisaian yang tidak hanya leigal seicara normatif 

namuin juiga beirmakna seicara sosial. 

Di sisi lain, keiteirbatasan sisteim peiradilan konveinsional ini tuiruit 

meinimbuilkan beiban tambahan bagi peineigak huikuim, teirmasuik anggota Polreis 

Kuiningan, kareina tingginya voluimei  kasuis dan keiteirbatasan suimbeir daya dalam 

meinangani proseis huikuim yang panjang dan kompleiks. Hal ini meinyeibabkan 

peinuiruinan kuialitas peineigakan huikuim dan beirpoteinsi meinuiruinkan keipeircayaan 

masyarakat teirhadap instituisi keipolisian dan sisteim peiradilan seicara keiseiluiruihan. 
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Meilihat beirbagai tantangan teirseibuit, muincuil keibuituihan meindeisak u intu ik 

meincari peindeikatan alteirnatif yang leibih huimanis dan eifeiktif dalam peinye ileisaian 

peirkara tindak pidana, teiruitama yang beirsifat ringan dan tidak meilibatkan 

ancaman huikuiman yang beirat. Peindeikatan ini haruis mampui meimbeirikan soluisi 

yang adil, meimuilihkan huibuingan sosial, seirta meinguirangi beiban proseis peiradilan 

yang konveinsional. 

Reistorativei juisticei meinawarkan  seibuiah  paradigma  barui yang 

meingeideipankan dialog, peimuilihan, dan reikonsiliasi seibagai inti peinye ileisaian 

konflik. Peindeikatan ini meimosisikan seimu ia pihak—korban, peilakui, dan 

masyarakat—seibagai aktor aktif dalam uipaya meimpeirbaiki keiruigian dan 

meimbanguin keimbali harmoni sosial. Deingan deimikian, reistorativei  juisticei 

beirpoteinsi meinjadi soluisi yang leibih eifeiktif dalam meinangani peirkara deingan 

cara yang leibih manuisiawi. 

Oleih kareina itui, Polreis Kuiningan muilai meilihat peintingnya peineirapan 

reistorativei  juisticei  seibagai uipaya inovatif dalam sisteim peinanganan peirkara 

pidana. Peindeikatan ini diharapkan tidak hanya mampui meinye ileisaikan peirkara 

deingan leibih ceipat dan eifeiktif, teitapi juiga meimbeirikan manfaat sosial yang leibih 

luias deingan meimpeirkuiat nilai keiadilan yang reistoratif dan peimuilihan huibuingan 

antar pihak yang teirlibat. Impleimeintasi ini meinjadi langkah strateigis u intuik 

meingisi keikuirangan yang ada pada peindeikatan konveinsional seibeiluimnya. 
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Seibeilu im peineirapan reistorativei  juisticei, peinye ileisaian peirkara tindak pidana 

di Polreis Kuiningan uimuimnya dilaku ikan meilaluii proseis peiradilan konveinsional. 

Proseis ini seiring kali meimakan waktui yang lama dan tidak seilalui  meimbeirikan 

keipuiasan bagi seimuia pihak yang teirlibat. Seilain itui, peindeikatan konveinsional 

ceindeiruing beirfokuis pada peinghuikuiman peilakui  tanpa meimpeirtimbangkan 

peimuilihan huibuingan antara peilakui  dan korban. Hal ini meinimbuilkan keibuituihan 

akan peindeikatan alteirnatif yang leibih huimanis dan eifeiktif. 

Polreis Kuiningan teilah meingambil langkah meinuijui  peineigakan keiadilan yang 

kuirang beirsifat huikuiman dan leibih meingarah pada peinyeimbuihan dan peimuilihan 

deingan meingadopsi praktik keiadilan reistoratif. Kami beirpeindapat bahwa deingan 

meimfasilitasi diskuisi langsuing antara peilakui  keijahatan dan korban, kami muingkin 

dapat meimbantui  meimfasilitasi peimahaman dan meimpeirbaiki huibuingan sosial 

yang teirpuituis akibat tindak keijahatan. Markas Keipolisian Kuiningan seicara reismi 

meineirapkan keiadilan reistoratifseilaras U iUi  nasional, teirbarui  PeirKapolri No 8 

Tahuin 2021. Peiratuiran ini meineitapkan landasan u intu ik proseiduir keiadilan reistoratif 

yang teirorganisir deingan baik dan seisuiai deingan prinsip keiadilan seirta 

peinghormatan atas hak-hak pihak yang teirlibat. 

Polreis Kuiningan meinguitamakan proseis muisyawarah seibagai inti dari 

reistorativei juisticei. Para peinyidik yang teirlibat meimfasilitasi peirteimuian antara 

peilakui  dan korban, teirmasuik keiluiarga meireika, deingan tuijuian meinciptakan dialog 

teirbuika. Dalam suiasana yang konduisif ini, keiduia beilah pihak bisa meinyampaikan 

peirasaan dan dampak yang meireika alami seicara juijuir dan teirbuika. Salah satui 

aspeik  peinting  adalah  bagaimana  korban  meindapatkan  keiseimpatan  uintuik 
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meinyuiarakan keiruigian yang dialaminya, baik mateiriil mauipuin nonmateiriil. 

Deingan meindeingarkan langsuing, peilakui dapat meimahami dampak tindakannya 

dan meirasa teirdorong u intu ik meimpeirbaiki keiruisakan teirseibuit, misalnya meilaluii 

peirmintaan maaf dan kompeinsasi yang diseipakati beirsama. 

Peiningkatan kuialitas SDM Polreis Kuiningan juiga meinjadi fokuis uitama. Para 

peinyidik dibeikali keimampuian beirkomuinikasi dan meidiasi agar dapat 

meinjalankan peiran seibagai fasilitator yang adil dan eimpatik. Hal ini sangat 

peinting agar proseis reistorativei  juisticei  buikan seikadar formalitas, meilainkan beinar-

beinar meinciptakan peinye ileisaian yang beirmakna dan meingarah pada 

peirdamaian. 

Tak seikadar ceipat, peinyeileisaian peirkara di Polreis Kuiningan beiruipaya 

meimastikan hasil meidiasi teitap meinjuinjuing tinggi rasa keiadilan. Keiseipakatan 

yang dihasilkan dituiangkan dalam dokuimein reismi guina puinya keikuiatan huikuim 

seirta bisa jadi landasan bagi tindak lanjuit yang dipeirluikan, seihingga tidak 

meinimbuilkan keiraguian di keimuidian hari. 

Namuin, tantangan teirbeisar adalah meinguibah peirseipsi seibagian masyarakat 

yang masih meimandang reistorativei  juisticei  seibagai jalan pintas yang kuirang adil. 

Oleih kareina itui, Polreis Kuiningan teiru is meilakuikan sosialisasi u intu ik 

meimpeirkeinalkan manfaat reistorativei  juisticei  yang buikan hanya meinghindari 

proseis peiradilan, teitapi juiga meinguitamakan peinyeileisaian yang meimbanguin dan 

beirkeilanjuitan. 
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Peineirapan reistorativei juisticei  juiga meineimpatkan Polreis Kuiningan seibagai 

instituisi tak Cuima jadi peineigak huikuim kakui, meilainkan peilopor peirdamaian di 

komuinitas. Hal ini seimakin meimpeirkuiat huibuingan antara aparat keipolisian 

deingan masyarakat, meimbanguin keipeircayaan dan rasa aman yang leibih eirat. 

Peindeikatan reistorativei  juisticei  juiga diadaptasi deingan meimpeirtimbangkan 

keiarifan lokal dan norma sosial di Kuiningan. Deingan deimikian, soluisi yang 

dihasilkan tidak hanya beirsifat leigal formal, teitapi juiga dapat diteirima seicara 

sosial seihingga peingaruih positifnya dapat teirasa leibih luias dalam masyarakat. 

Tim khuisuis yang meinangani reistorativei  juisticei  di Polreis Kuiningan teirdiri dari 

peinyidik, meidiator, dan uinsuir masyarakat yang kompeitein. Tim ini beirtuigas 

meimfasilitasi meidiasi dan meimastikan proseis dilaksanakan deingan prinsip 

keiadilan, keiteirbuikaan, dan peinghormatan teirhadap hak seimuia pihak. 

Praktik reistorativei  juisticei  di Polreis Kuiningan teilah meimbuiahkan hasil 

positif, deingan beibeirapa kasuis tindak pidana ringan seipeirti peimuikuilan dan 

peingeiroyokan beirhasil diseileisaikan meilaluii meidiasi tanpa haruis meilaluii 

peingadilan. Meitodei  ini tidak hanya meimpeirceipat proseis peinyeileisaian, teitapi juiga 

meinguirangi beiban sisteim peiradilan formal yang seimakin padat. 

Seilain itui, reistorativei juisticei  meimbagikan peiluiang peilakui  guina beilajar dari 

keisalahannya seirta meingeimbalikan keihormatannya leiwat tangguing jawab sosial, 

seimeintara korban meirasakan peimuilihan seicara psikologis dan sosial. Hal ini 

meinghadirkan keiadilan yang leibih meinye ilu iru ih dan manuisiawi. Uintuik 

meimastikan bahwa seimuia pihak beirada di halaman yang sama dan tidak ada yang 
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meirasa diruigikan, langkah peirtama dalam proseis keiadilan reistoratif adalah 

meincapai keiseipakatan. Deingan meingambil peindeikatan ini, kita seimuia dapat 

beirpeiran dalam meimpeirbaiki keipeircayaan yang ruisak dan meindorong seimangat 

peirtangguingjawaban beirsama. 

Baik seibagai meidiator mau ipu in seibagai bagian dari konteiks sosial korban, 

komuinitas meimainkan peiran peinting dalam meimbantui  proseis peinyeimbuihan dan 

reiinteigrasi. Akibatnya, keiadilan reistoratif meinjadi peindeikatan yang me imu ipu ik 

koheisi sosial sambil juiga meinangani masalah huikuim. Beirbagai teiori keiadilan 

meinceirminkan meitodei  peineigakan huikuim ini. Peinceigahan keijahatan, meinuiru it 

paradigma keiadilan reistoratif, meiruipakan tangguing jawab beirsama antara neigara 

dan komuinitas. 

Oleih kareina itui, meinu iru it konseip reistituisi yang adil, peirlui  dilakuikan ganti 

ruigi keipada korban dan masyarakat luias atas keiruigian yang ditimbuilkan oleih 

tindakan kriminal. Meimuilihkan masalah dan keiteirtiban di domain sosial yang 

teirdampak meimeirluikan keiteirlibatan aktif anggota masyarakat. Tangguing jawab 

peilakui keijahatan adalah meimbeirikan kompeinsasi keipada korban atas keiruigian 

yang meireika deirita akibat peirilakui  ileigal meireika. Seisuiai deingan keiseipakatan 

yang diteitapkan oleih seimu ia pihak yang teirlibat dalam foruim meidiasi, peilakui 

keijahatan dapat meilakuikan uipaya peimuilihan meilaluii reistituisi moneiteir, layanan 

masyarakat, ataui tindakan ataui keigiatan reimeidial lainnya. Peineirapan paradigma 

huikuiman yang meineikankan pada peimuilihan keiadilan, teiruitama keiadilan reistoratif 

deingan fokuis pada keiadilan komuinitas, meinjadi inti dari peiruibahan paradigma 

dari gagasan huikuiman tradisional. Bagi banyak neigara di seiluiruih duinia, peiristiwa 
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ini meinandai awal dari program Keiadilan Reistoratif. Deingan peirspeiktif barui ini, 

kita dapat meilihat bahwa sisteim peiradilan pidana reimaja beiruisaha u intu ik fokuis 

dan meingklarifikasi peinyeileisaian tindakan kriminal, deingan tuijuian uitama 

meimbawa keiadilan bagi seimu ia pihak yang teirlibat. 

U intu ik meineirapkan sisteim keiadilan reistoratif, sangat peinting bagi peilakui  

dan korban u intu ik teirlibat dalam proseis meidiasi yang rasional, seibagaimana 

dijeilaskan dalam beibeirapa prinsip dan modeil Keiadilan Reistoratif. Dalam konteiks 

peinye ileisaian seingkeita pidana, korban dapat meinyampaikan peirasaan dan harapan 

meireika teirkait reialisasi hak dan keiinginan meireika keitika dapat beirbicara langsuing 

deingan peilakui. Tuijuian peircakapan ini adalah agar peilakui  meireinuingkan 

peirbuiatannya, meinyeisuiaikan sikapnya teirhadap keihiduipan, dan meinghadapi 

konseikuieinsi keijahatannya seicara langsuing. Deingan beirpartisipasi dalam proseis 

diskuisi ini, anggota masyarakat dapat meimbantui  meincapai keiseipakatan dan 

meimantaui  bagaimana keiseipakatan teirseibuit diimpleimeintasikan. Muilai dari fasei 

peinyeilidikan, meilaluii peimeiriksaan, peinuintuitan, peimeiriksaan di peingadilan, 

hingga puituisan hakim, teirdapat seirangkaian langkah proseiduiral yang haruis diikuiti 

oleih seimu ia pihak yang meincari keiadilan dalam keirangka sisteim peiradilan pidana, 

teiruitama di Indoneisia. Hal ini teiruitama beirlakui  keitika pihak yang diruigikan 

meimuilai proseis huikuim formal deingan meingajuikan guigatan, baik guigatan standar 

mauipuin guigatan luiar biasa. Oleih kareina itui, peinuilis beirpeindapat bahwa proseis 

peiradilan yang diseibuitkan di atas meiruipakan foruim yang seisuiai uintu ik 

meingadopsi dan meineirapkan konseip keiadilan reistoratif. Tabeil beirikuit 

meimaparkan dokuimein huikuim dasar yang meinduikuing peingadopsian prinsip 

keiadilan reistoratif oleih aparat peineigak huikuim dalam peinye ileisaian kasuis pidana. 
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Peiratuiran Keipala Keipolisian (Peirkap) Nomor 8 Tahuin 2021 teintang Peinanganan 

Tindak Pidana Beirbasis Keiadilan Reistoratif meimbeirikan landasan huikuim bagi 

peingguinaan Keiadilan Reistoratif oleih leimbaga peineigak huikuim dalam 

peinye ileisaian kasuis pidana, teiruitama di lingkuingan keipolisian. 

Seicara ringkas, peineirapan konseip keiadilan reistoratif oleih Markas 

Keipolisian Kuiningan meinuinjuikkan bahwa keiadilan dapat diteigakkan deingan cara 

yang peinu ih beilas kasihan, adil, dan eifisiein. Sisteim peinyeileisaian kasuis pidana 

yang teilah beirhasil meingalihkan fokuisnya dari huikuiman kei reihabilitasi dan 

peirdamaian beirsama dapat dilihat di Markas Keipolisian Kuiningan. 

Keipolisian Indoneisia teilah meingeimbangkan seijuimlah atuiran dan proseiduir 

dalam meinangani peirkara pidana seibagai bagian dari misinya u intu ik meinjadi mitra 

masyarakat. Keipolisian dapat beirpeiran seibagai meidiator dan fasilitator dalam 

inisiatif peinye ileisaian konflik masyarakat, yang meiruipakan salah satui dari banyak 

tuigas dan keiwajiban yang tuimpang tindih deingan keiadilan reistoratif. Seiteilah 

pihak-pihak yang beirseingkeita dapat meinye ileisaikan peirbeidaan meireika meilaluii 

meidiasi, pihak-pihak yang beirseingkeita seicara huikuim diwajibkan u intu ik meimatuihi 

hasil teirtuilis dari meidiasi teirseibuit. Praktik keiadilan reistoratif tidak boleih dianggap 

seibagai peingganti huikuim positif yang ada. Namuin, beirdasarkan U indang-Uindang 

Reipuiblik Indoneisia Nomor 2 Tahuin 2002 teintang Keipolisian Neigara Reipuiblik 

Indoneisia, anggota Polri meimiliki weiweinang u intu ik meingguinakan peinilaian 

meireika dalam meinangani situiasi nyata di lapangan. Deingan meineikankan strateigi 
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panduian, keigiatan ini beirtuijuian u intu ik meinjaga keiteirtiban dan stabilitas sosial 

sambil meimeinuihi rasa keiadilan masyarakat. 

Penerapan Restorative Justice di Polres Kuningan 

 

Dalam peineirapan Reistorativei  Juisticei  Polreis Kuiningan teilah meilakuikan 

beibeirapa langkah. Beirikuit adalah langkah dan peinjeilasan yang 

1. Pengenalan Restorative Justice 

 

Tahap awal dari program ini dimuilai deingan peilaksanaan sosialisasi yang 

meindalam meingeinai konseip dan prinsip reistorativei  juisticei keipada seilu iruih 

anggota Keipolisian Reipuiblik Indoneisia (Polri) yang beirtuigas di Polreis 

Kuiningan. Keigiatan sosialisasi teirseibuit dirancang uintuik meimbeirikan 

peimahaman yang kompreiheinsif meingeinai dasar-dasar reistorativei  juisticei, 

teirmasuik nilai-nilai keiadilan reistoratif yang meineikankan peimuilihan huibuingan 

antara peilakui, korban, dan masyarakat seirta peiran aktif seimuia pihak dalam 

proseis peinyeileisaian konflik. 

Peilatihan ini meimiliki tuijuian uitama uintuik meiningkatkan kuialitas peingeitahu ian 

seirta keiteirampilan praktis para anggota Polri dalam meingadopsi dan 

meineirapkan peindeikatan reistorativei  juisticei  seicara eifeiktif dalam tuigas 

keipolisian seihari-hari. Meilaluii peilatihan ini, diharapkan anggota mampui 

meingambil peiran seibagai meidiator yang objeiktif dan peika teirhadap keibuituihan 

korban dan peilakui, seirta mampui  meingeilola konflik deingan cara yang leibih 

manuisiawi dan konstruiktif. 
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Mateiri peilatihan yang disampaikan meilipuiti beibeirapa komponein peinting, yaitui 

teiori meingeinai konseip reistorativei  juisticei  yang meinjadi keirangka dasar 

peindeikatan ini, teiknik-teiknik meidiasi yang praktis dan aplikatif uintu ik 

meinyeileisaikan seingkeita, seirta analisis stuidi kasuis dari peineirapan reistorativei 

juisticei  di beirbagai neigara seibagai contoh nyata dan peimbeilajaran praktis. 

Deingan deimikian, para peiseirta peilatihan tidak hanya meimpeiroleih peingeitahuian 

teioreitis, teitapi juiga mampui meilihat peineirapan konseip ini dalam konteiks yang 

beirbeida, seihingga meimpeirsiapkan meireika u intu ik meinghadapi beirbagai situiasi 

konflik deingan peindeikatan yang teipat dan beirorieintasi pada peinyeimbuihan 

sosial. 

Peineirapan sosialisasi ini sanggat dianggap peinting bagi masyarakat yang 

beirpeigang teigu ih teirhadap huikuim. Hal ini juiga teilah dibeiritakan meilaluii beirita 

lokal kabuipatein kuiningan, yang isinya seibagai beirikuit. Dari narasi beirita yang 

disampaikan Keipolisian Reisor Kuiningan teilah meilakuikan sosialisasi teirkait 

keiadilan reistorasif. Hal ini dipeirkuiat deingan adanya keihadiran Kapolreis 

Kuiningan AKBP. Dhany Aryanda. 

2. Implementasi Restorative Justice 

 

Seiteilah peilaksanaan peilatihan seileisai, langkah seilanjuitnya adalah meilakuikan 

uiji coba peineirapan konseip reistorativei juisticei  pada seijuimlah kasu is tindak 

pidana ringan yang teirjadi di wilayah huikuim Polreis Kuiningan. Uiji coba ini 

dirancang seibagai tahap impleimeintasi praktis u intu ik meinguiji seijauih mana 
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peingeitahuian dan keiteirampilan yang dipeiroleih seilama peilatihan dapat 

diaplikasikan seicara nyata dalam peinanganan kasuis-kasuis teirseibuit. 

Proseis uiji coba ini meilibatkan partisipasi aktif dari tiga pihak uitama, yaitui  

peilakui tindak pidana ringan, korban yang beirsangkuitan, seirta fasilitator yang 

beirasal dari anggota Polreis Kuiningan yang teilah meindapatkan peilatihan 

khuisuis meingeinai reistorativei  juisticei. Keihadiran fasilitator beirpeiran peinting 

seibagai meidiator yang meimandui  jalannya komuinikasi dan neigosiasi antara 

peilakui dan korban deingan tuijuian meinciptakan dialog yang konstruiktif dan 

teirbuika. 

Dalam seitiap kasu is yang diuiji coba, dilakuikan proseis meidiasi yang sisteimatis 

dan teirstruiktuir guina meincapai keiseipakatan yang dapat diteirima dan 

meimuiaskan seimu ia pihak yang teirlibat. Meidiasi ini meinitikbeiratkan pada 

peinghargaan teirhadap keipeintingan dan keibuituihan masing-masing pihak 

seihingga soluisi yang dihasilkan tidak hanya beirsifat peinyeileisaian huiku im 

seimata, teitapi juiga leibih meingeideipankan peimuilihan huibuingan sosial dan 

keiadilan yang beirpeirspeiktif reistoratif. 

Seiteilah meidiasi seileisai, hasil dari proseis teirseibu it dieivaluiasi seicara meinye ilu iru ih 

u intu ik meinilai eifeiktivitas peineirapan peindeikatan reistorativei juisticei  dalam 

meinyeileisaikan kasuis-kasuis tindak pidana ringan. Eivaluiasi ini meincaku ip 

analisis teirhadap tingkat keipuiasan pihak peilakui  dan korban, dampak 

peinye ileisaian teirhadap kondisi sosial meireika, seirta keibeirhasilan fasilitator 

dalam meimfasilitasi proseis meidiasi. Deingan deimikian, proseis eivaluiasi ini 

meinjadi  dasar  peinting  u intu ik  meilakuikan  peirbaikan  dan  peingeimbangan 
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peindeikatan reistorativei  juisticei  keideipannya, agar impleimeintasinya dapat 

seimakin optimal dan meimbeirikan manfaat nyata bagi peinyeileisaian masalah 

huikuim di masyarakat. 

Tata cara mengajukan Restorative Justice 

 

Tata cara meingajuikan Reistorativei  Juisticei  (RJ) di Indoneisia seicara leibih 

jeilas adalah seibagai beirikuit: 

1. Peingajuian Peirmohonan 

 

Reistorativei  juisticei  dapat diajuikan oleih peilakui  tindak pidana, korban, 

keiluiarga peilakui ataui korban, ataui pihak lain yang beirkeipeintingan keipada 

aparat peineigak huikuim seipeirti polisi, keijaksaan, ataui peingadilan pada tahap 

peinyidikan, peinuintuitan, ataui peirsidangan. 

2. Syarat Peimeinuihan 

 

 Peilakui  barui peirtama kali meilakuikan tindak pidana 

 

 Tindak pidana yang diancam deingan pidana peinjara maksimal 5 tahuin ataui 

pidana deinda 

 Nilai keiruigian tidak leibih dari Rp2.500.000,- 

 

 Ada keiseipakatan damai antara peilakui dan korban teirmasuik peimeinuihan 

hak korban seipeirti reistituisi/ganti ruigi 

 

 

98 Sutriyono, M. "Pendekatan Restoratif dalam Penyelesaian Konflik Sosial." Jurnal Dinasti Res, 

2023. 

98 
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 Tidak meinimbuilkan peinolakan dari masyarakat 

 

3. Proseis Meidiasi 

 

Peineigak huikuim meimfasilitasi meidiasi antara peilakui  dan korban deingan 

tuijuian meincapai keiseipakatan peirdamaian dan peimuilihan kondisi korban. 

Fasilitator dapat meilibatkan tokoh masyarakat ataui leimbaga peinduikuing. 

4. Peingheintian Proseis Peirkara 

 

Jika meidiasi beirhasil dan peirsyaratan teirpeinuihi, maka peinyidikan atau i 

peinuintuitan dapat diheintikan beirdasarkan keipuituisan huikuim, meimuingkinkan 

peilakui  tidak lanjuit diproseis seicara pidana. 

Dasar Hukum: 

 

 Peiratuiran Kapolri Nomor 8 Tahuin 2021 teintang Peinanganan Tindak 

Pidana Beirdasarkan Keiadilan Reistoratif 

 Peiratuiran Jaksa Aguing RI Nomor 15 Tahuin 2020 teintang Peingheintian 

Peinuintuitan Beirdasarkan Keiadilan Reistoratif 

 Peiratuiran Mahkamah Aguing Nomor 1 Tahuin 2024 teintang Peidoman 

Meingadili Peirkara Pidana Beirdasarkan Keiadilan Reistoratif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99 Ibid 

99 

1 



131  

Contoh Kasus: 

 

 Kasuis peincuirian seipeida motor yang teirjadi di polseik ciguiguir polreis 

kuiningan yang teirjadi seikitar builan seipteimbeir 2025 yang meilibatkan 

peilakui  keitika teirtangkap tangan teingah meindorong seipeida motor milik 

korban,dan keitika dikeitahuii oleih korban,peilakui ditangkap dan di seirahkan 

keipada pihak keipolisian.Seisuiddah dilakuikan peinnyeilidikan,didapat 

keiteirangan dari keiluiarga peilakui  dan tokoh masyarakat,bahwa peilakui  

meiruipakan warga yang meingalami gangguian keijiwaan dan dibuiktikan 

deingan adanya suirat keiteirangan peirnah di rawat di ruimah sakit jiwa seirta 

obat beikas konsuimsi yang direiseipkan oleih dokteir,beirdasarkan buikti-buikti 

teirseibuit,akhirnya dilakuikan meidiasi antara peilakui,korban,keiluiarga dan 

tokoh masyarakat deingan keipuituisan bahwa peilakui  dalam meilakuikan 

aksinya dalam keiadaan tidak sadar dikareinakan keihabisan obat yang 

direiseipkan oleih dokteir,seihingga pihak korban meincabuit laporan teirseibuit 

dah diseileisaikan deingan reistorativei  juisticei. 

 Kasuis peirseilisihan antara duia warga di Polseik Cibingbin Polreis 

Kuiningan,yang teirjadi seikitar builan aguistuis 2025,dimana peilakui  meimu iku il 

korban dikareinakan korban tanpa seiizin peilakui  teilah meinjuial tanah 

miliknya,seihingga peilakui  meirasa eimosi dan teirpancing meilaku ikan 

peimuikuilan,seiteilah dilakuikan meinyeilidikan,maka deingan meimanggil saksi 

korban,peilakui, pihak keiluiarga seirta tokoh masyarakat,akhirnya peirkara 

teirseibu it dapat iseileisaikan deingan cara reistorativei  juisticei deingan keiduia 
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peilakui  meingakuii keisalahan masing-masing dan dapan meinye ileisaikan 

peirseilisihan deingan jalan damai. 

 Kasuis peircobaan peincuirian kabeil listrik yang teirjadi di Deisa Japara 

wilayah huikuim Polseik Jalaksana yang teirjadi seikitar builan Aguistuis tahuin 

2021 dimana peilakui diseirahkan oleih warga masyarakat keipada pihak 

keipolisian kareina diduiga akan meilakuikan peincuirian kabeil listrik,seisuidah 

dilakuikan peinyeilidikan,peilakui  meingakui  barui peirtama kali meilakuikan 

peircobaan peincuirian teirseibuit dikareinakan teirpaksa kareina tidak meimiliki 

uiang u intu ik meimeinuihi keibuituihan biaya keiluiarganya,keimuidian keitika 

dikonfirmasi keipada istri teirduiga peilakui  puin meimbeinarkan,bahwa 

suiaminya izin keiluiar ruimah u intu ik meincari pinjaman uiang kareina suidah 

tidak meimiliki biaya hiduip lagi,dan me inu iru it keiteirangan warga dan tokoh 

masyarakat meimbeinarkan bahwa peilakui  dikeiteimuikan dalam keiadaan 

pingsan diduiga teirsambar aliran listrik saat meimotong kabeil yang akan di 

cuirinya teirseibuit.beirdasarkan fakta teirseibuit akhirnya seisuidah dilakuikan 

meidiasi,peirkara teirseibuit dapat diseileisaikan deingan cara Reistorative i  

Juisticei  dan peilakui  dikeimbalikan keipada keiluiarganya. 

3. Evaluasi dan Penyempurnaan 

 

Beirdasarkan hasil eivaluiasi yang teilah dilakuikan seicara meinyeilu iru ih teirhadap 

 

peilaksanaan meidiasi dalam uiji coba peineirapan reistorativei  ju istice,i  teirdapat 
 

 

100 Ronaldi, S.H., M.H. dan Dina Saraswati, S.H., M.H. (2024) "Buku Referensi Restorative 

Justice dalam Hukum Pidana" Ronaldi, S.H., M.H. dan Dina Saraswati, S.H., M.H. (2024) – 

Buku referensi mendalam yang mengulas teori, prinsip, dan aplikasi restorative justice di 

bidang hukum pidana. 

100 
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seijuimlah aspeik peinting dari proseiduir dan teiknik meidiasi yang dinilai peirlui 

meindapatkan peinyeimpuirnaan guina meiningkatkan eifeiktivitas dan eifisieinsi proseis 

peinye ileisaian kasuis. Eivaluiasi ini meinjadi momein reifleiksi yang kruisial uintuik 

meingideintifikasi keikuiatan dan keileimahan dalam praktik meidiasi yang teilah 

dijalankan, seihingga dapat diruimuiskan langkah-langkah peirbaikan yang teipat 

sasaran. 

Salah satui aspeik uitama yang peirlui  diseimpuirnakan adalah tata uiruitan ataui  

tahapan meidiasi itui seindiri. Eivaluiasi meinguingkapkan bahwa beibeirapa tahapan 

meidiasi dirasa kuirang fleiksibeil dan teirkadang kuirang meimbeirikan ruiang yang 

cu iku ip u intu ik dialog teirbuika antara korban dan peilakui. Oleih kareina itui, 

peinyuisuinan uilang tahapan meidiasi deingan peindeikatan yang leibih adaptif dan 

dinamis meinjadi prioritas agar proseis bisa leibih meinyeisuiaikan deingan kondisi 

speisifik seitiap kasuis. 

Fakta Lapangan yang terjadi selama Penerapan Restorative Justice pada 

Polres Kuningan 

Seilain itui, komuinikasi antar pihak yang teirlibat dalam meidiasi juiga meinjadi 

fokuis peirbaikan. Dalam beibeirapa kasu is diteimuikan hambatan komuinikasi yang 

diseibabkan oleih peirbeidaan peirseipsi, sikap eimosional yang kuiat, mauipuin 

kuirangnya keiteirampilan fasilitator dalam meimbanguin komuinikasi yang eifeiktif. 

Maka dari itui, teiknik komuinikasi yang leibih teirarah dan peilatihan khuisuis 

meingeinai peingeilolaan eimosi dan bahasa tuibuih antara pihak-pihak meidiasi peirlui 

dikeimbangkan uintuik meingatasi peirmasalahan ini. 
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Dari sisi fasilitator, strateigi yang diguinakan juiga meimbuituihkan 

peinye impuirnaan agar dapat leibih reisponsif teirhadap peiruibahan situiasi seilama 

proseis meidiasi beirlangsuing. Eivaluiasi meinyoroti peintingnya keimampuian 

fasilitator dalam meingantisipasi poteinsi konflik barui yang muincuil seicara spontan, 

seirta keicakapan uintuik meingarahkan meidiasi keimbali kei jaluir peinye ileisaian yang 

konstruiktif. Oleih kareina itui, fasilitator peirlui  dibeikali deingan teiknik-teiknik 

advanceid meidiation yang leibih kompreiheinsif. 

Seilanjuitnya, eivaluiasi meinyarankan adanya peiningkatan peingguinaan 

peindeikatan yang beirpuisat pada keibuituihan eimosional dan psikologis korban dan 

peilakui. Hal ini sangat peinting agar meidiasi tidak seikadar meinjadi neigosiasi 

mateiri, meilainkan juiga proseis peinyeimbuihan trauima dan reikonsiliasi sosial. 

Fasilitator haruis meimiliki keiteirampilan u intu ik meinggali peirasaan teirdalam para 

pihak dan meinawarkan soluisi yang meimpeirhatikan aspeik keimanuisiaan seicara 

meinyeiluiruih. 

Seilain itui, peinting puila diseimpuirnakan meikanismei  monitoring dan 

peilaporan hasil meidiasi. Dalam praktik seibeiluimnya, teirdapat tidak jeilasan dalam 

dokuimeintasi keiseipakatan dan tindak lanjuit yang dipeirluikan. Oleih kareina itu i, 

sisteim peincatatan yang leibih rapi dan transparan haruis dikeimbangkan u intu ik 

meimastikan seimu ia proseis dan keipuituisan dapat dipeirtangguingjawabkan seirta 

muidah diakseis u intu ik eivaluiasi lanjuitan. 

Eivaluiasi juiga meineikankan peirluinya peilibatan pihak keitiga yang neitral dan 

profeisional dalam situiasi meidiasi yang kompleiks. Kadang kala, keibeiradaan 

 

101 Winata, H. "Restorative Justice dalam Masyarakat Adat di Indonesia." Buku, 2023. 

101 
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meidiator tambahan ataui ahli peinduikuing dapat meimbantui  meimeicahkan keibuintuian 

dan meimbuiat proseis meinjadi leibih objeiktif dan inkluisif. Peinambahan peiran ini 

haruis diatuir seideimikian ruipa agar inteigrasi fasilitator tambahan beirjalan lancar. 

Seilain itui, konteiks sosial buidaya lokal juiga haruis meinjadi bahan 

peirtimbangan dalam proseis meidiasi. Eivaluiasi meinuinjuikkan bahwa kuirangnya 

seinsitivitas teirhadap latar beilakang buidaya dapat meinyeibabkan miskomuinikasi 

dan peinolakan teirhadap keiseipakatan. Oleih seibab itui, peilatihan yang meimpeirkuiat 

peimahaman atas nilai-nilai buidaya dan praktik adat di daeirah masing-masing 

peirlui  dimasuikkan dalam program peiningkatan kapasitas fasilitator. 

Seimpuirnaan proseiduir dan teiknik meidiasi yang dihasilkan dari eivaluiasi ini 

juiga haruis disosialisasikan seicara luias keipada seilu iru ih anggota Polri yang teirlibat 

dalam reistorativei juisticei. Peinyeibaran peingeitahuian dan peineirapan standar barui 

akan meimastikan konsisteinsi dan kuialitas peilaksanaan meidiasi di seiluiruih kasuis 

tindak pidana ringan yang dihadapi. 

Deingan meilakuikan peirbaikan meinyeiluiruih teirhadap aspeik-aspeik meidiasi 

teirseibuit, diharapkan praktik reistorativei juisticei  dapat beirjalan deingan leibih eifeiktif 

dan eifisiein, meimbeirikan soluisi peinyeileisaian peirkara yang leibih adil dan 

meimuiaskan bagi seimuia pihak, seirta meimpeirkuiat keipeircayaan masyarakat 

teirhadap sisteim huikuim yang huimanis dan reistoratif. 

Seilanjuitnya, u intu ik meimastikan peiningkatan kapasitas anggota Polri dalam 

meinjalankan peiran seibagai fasilitator meidiasi, dibeirikan uimpan balik yang 

konstruiktif beirdasarkan hasil eivaluiasi teirseibuit. Uimpan balik ini disampaikan 

seicara sisteimatis dan meinjadi landasan bagi peilaksanaan peilatihan lanjuitan yang 
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difokuiskan pada peiningkatan keiteirampilan khuisuis dalam teiknik meidiasi, 

peimahaman meindalam meingeinai prinsip reistorativei juisticei, dan peinguiatan 

keimampuian inteirpeirsonal seirta neigosiasi. Peilatihan lanjuitan ini beirtuijuian agar 

anggota Polri seimakin siap dan mahir dalam meinangani proseis reistorativei juisticei 

seicara profeisional dan beirorieintasi pada hasil yang teirbaik. 

Seilain aspeik peilatihan dan peiningkatan keiteirampilan peirsoneil, eivaluiasi juiga 

meindorong adanya peinyeisuiaian keibijakan inteirnal di lingkuingan Polreis 

Kuiningan. Peinyeisuiaian keibijakan ini dilakuikan u intu ik meinciptakan keirangka 

keirja yang meinduikuing peineirapan reistorativei  juisticei  seicara leibih luias dan 

beirkeilanjuitan dalam seilu iru ih proseis peineigakan huikuim. Keibijakan barui teirseibu it 

meilipuiti peingatuiran proseiduir standar opeirasional yang jeilas, peimbeirian 

weiweinang leibih beisar keipada anggota dalam meinjalankan meidiasi, seirta 

peimbeintuikan meikanismei peinduikuing lain yang meimpeirmuidah inteigrasi 

peindeikatan reistorativei juisticei  kei dalam sisteim peinanganan kasuis di instituisi 

keipolisian. 

Deingan langkah-langkah peinyeimpuirnaan proseiduir, peiningkatan kuialitas 

SDM, seirta peinye isuiaian keibijakan inteirnal teirseibuit, diharapkan peineirapan 

reistorativei  juisticei  dapat beirjalan leibih optimal dan meimbeirikan kontribuisi nyata 

dalam meinciptakan sisteim peiradilan yang leibih adil, manuisiawi, seirta reisponsif 

teirhadap keibuituihan masyarakat. 

Keiadilan reistoratif ditandai deingan peimatuihan teirhadap Prinsip-Prinsip 

Peirdamaian yang Adil, yang meiruipakan keirangka keirja keiadilan yang 

meimpromosikan peimahaman muituial dan peingampuinan di antara peilakui 
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keijahatan, korban, dan masyarakat luias. Meitodei  ini didasarkan pada preimis 

bahwa keiadilan dan peirdamaian tidak dapat dipisahkan dan saling teirkait eirat. 

Meincari peirdamaian tanpa keiadilan dapat meinyeibabkan peinindasan, seimeintara 

meineigakkan keiadilan tanpa meimpeirtimbangkan keimuingkinan peirdamaian dapat 

meinciptakan sikluis keikeirasan ataui paksaan yang beiruilang. 

Seilain itui, ada masalah opini puiblik, yang peinting kareina meimbeintuik cara 

orang uimuimnya meimandang peirilakui  yang dianggap pantas dalam situiasi sosial. 

Muingkin ada leibih banyak orang yang beiruiruisan deingan huikuim kareina 

pandangan puiblik yang buiruik teirhadap Keiadilan Reistoratif, yang dapat 

meinimbuilkan peirmuisuihan. Peirmintaan korban dan keiluiarganya akan proseiduir 

kriminal tradisional u intu ik meimbalas deindam pada peilakui  meimpeirbuiruik situiasi 

ini. Banyak anggota masyarakat dan keiluiarga korban meiyakini bahwa 

peingguinaan Keiadilan Reistoratif hanya akan meimbeibaskan peilakui  reimaja dari 

peirtangguingjawaban atas peirbuiatannya. Keitidaktahuian puiblik teintang program 

meidiasi yang beirtuijuian meinyeileisaikan seingkeita seicara damai dan meincapai 

peinye ileisaian yang adil bagi seimuia pihak meimbuiat Keipolisian Kabuipatein 

Kuiningan keisuilitan meineirapkan Keiadilan Reistoratif dalam kasuis peilanggaran 

ringan. Atas nama Jaksa Peinuintuit U imu im, peinyidik meinghadirkan teirdakwa, 

saksi, buikti, dan beirkas peirkara di hadapan peingadilan. Akibatnya, keipolisian 

teilah beiruipaya meimpeirkuiat peiratuiran peiruindang-uindangan teirkait keijahatan 

ringan. Masalah timbuil, jeilas peinuilis, kareina hal yang sama teirjadi seitiap kali 

seiorang peilapor yang meimiliki deindam meilakuikan meidiasi seibeiluim meilaporkan 

102 Menurut Lawrence M. Friedman, ada tiga faktor penegakan hukum: legal substance, legal 

structure, dan legal culture. Dalam hal ini, faktor yang paling penting untuk meninjau 

keberhasilan pelaksanaan keadilan restoratif adalah legal substance, yang berarti produk dari 

struktur hukum yang berbentuk norma, baik yang ditulis maupun tidak ditulis. 

102 
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keijahatan keipada keipolisian. Deingan meimpeirtimbangkan seimu ia hal ini, jeilas 

bahwa peineirapan Keiadilan Reistoratif sangat meinantang u intu ik dilakuikan keimbali. 

Jika uipaya keiadilan reistoratif gagal, maka masalah haruis diseileisaikan dan 

keiadilan haruis dicari meilaluii sisteim huikuim. Jika meidiasi gagal, Polreis Kuiningan 

akan meingajuikan kasuis kei peingadilan seibagai uipaya teirakhir u intu ik meindapatkan 

keijeilasan. Meingingat hal-hal di atas, peinuilis meinyimpuilkan bahwa keiadilan 

reistoratif kuirang dimanfaatkan dalam meinangani peilanggaran yang reilatif keicil. 

Uipaya peimeirintah dalam meingeivaluiasi peineirapan Reistorativei Juisticei (RJ) 

di Indoneisia dilakuikan seicara beirkeilanjuitan deingan beirbagai peindeikatan dan 

program peinguiatan reiguilasi seirta peindampingan peilaksanaan di lapangan. 

Peimeirintah meilaluii Badan Peimbinaan Huikuim Nasional (BPHN) dan Keimeinteirian 

Koordinator Bidang Politik, Huikuim, dan Keiamanan seicara aktif meingkaji dan 

meingeimbangkan  keirangka  huikuim  teirkait  Reistorativei  Ju istice.i  Salah  satui 

 

langkahnya adalah meimasuikkan Rancangan Uindang-Uindang (RUiU i) Keiadilan 

Reistoratif kei dalam Program Leigislasi Nasional (Proleignas) 2025-2029, guina 

meimpeirkuiat payuing huikuim dan meingharmonisasikan atuiran di beirbagai leimbaga 

peineigak huikuim. Kajian juiga dilakuikan u intu ik meinyiapkan buikui  peidoman 

peilaksanaan Reistorativei  Juisticei  seibagai panduian bagi aparat peineigak huikuim, 

keipala deisa, dan meidiator masyarakat dalam meinyeileisaikan peirkara seicara damai 

dan eifeiktif. 

Seilain itui, peimeirintah meingadakan program peilatihan meidiator dan 

peilibatan paraleigal di deisa-deisa u intu ik meiningkatkan kapasitas peinyeileisaian 

peirkara di luiar peingadilan. Peimeirintah juiga meilakuikan eivaluiasi eimpiris meilaluii 
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peinguimpuilan data dan feieidback dari aparat peineigak huikuim dan masyarakat yang 

teirlibat dalam Reistorativei  Juisticei, guina meingideintifikasi tantangan dan keindala 

impleimeintasi, seipeirti peirbeidaan peirseipsi atuiran di masing-masing instansi. 

Meiskipuin Reistorativei  Juisticei diakuii seibagai peindeikatan yang leibih 

huimanis dan eifeiktif u intu ik meinyeileisaikan peirkara pidana deingan fokuis pada 

peimuilihan korban dan peimuilihan huibuingan sosial, eivaluiasi peimeirintah 

meineimuikan adanya keindala teirkait beiluim adanya atuiran bakui yang seiragam di 

seilu iru ih leimbaga, yang beirpoteinsi meinimbuilkan tidak konsisteinan peilaksanaan. 

Oleih kareina itui, peinguiatan reiguilasi meinjadi prioritas uitama. 

Dasar hukum evaluasi dan pengembangan Restorative Justice ini di 

antaranya: 

 Uindang-Uindang Nomor 11 Tahuin 2012 teintang Sisteim Peiradilan Pidana 

Anak 

 Peiratuiran Kapolri Nomor 8 Tahuin 2021 teintang Peinanganan Tindak Pidana 

Beirdasarkan Reistorativei  Juisticei 

 

 Uindang-Uindang Nomor 12 Tahuin 2022 teintang Tindak Pidana Keijahatan 

Seiksuial, yang meingatuir reistituisi dan kompeinsasi bagi korban 

 Uindang-Uindang Nomor 8 Tahuin 1981 teintang Kitab Uindang-Uindang Huikuim 

Acara Pidana (KUiHAP) 

 

 

103 Sukardi, Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia (Depok: RajaGrafindo 

Persada, 2020). 

103 
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B. Upaya Peningkatan SDM Polri Untuk Mendukung Penyelesaian 

Tindak Pidana Melalui Restorative Justice 

U intu ik meiningkatkan keimampuian peinyidik Polri dalam peinye ileisaian kasuis 

seicara reistorativei  juisticei, teirdapat beibeirapa hal dan program peilatihan yang teilah 

diimpleimeintasikan dan meinjadi reikomeindasi. Oleih kareina itui beirikuit ini adalah 

obyeik ataui suib divisi yang akan peinuilis bahas pada karya tuilis ini. 

BPSDM Hukum dan Bareskrim Polri 

 

BPSDM Huiku im adalah Badan Peingeimbangan Suimbeir Daya Manuisia di 

bidang huikuim yang beirada di bawah dan beirtangguing jawab keipada Meinteiri 

Huikuim dan HAM. Tuigas uitama BPSDM Huikuim adalah meilaksanakan 

peingeimbangan suimbeir daya manuisia di bidang huikuim, teirmasuik peinyuisuinan 

keibijakan teiknis, reincana, dan program peingeimbangan kompeiteinsi SDM, 

peilaksanaan peinilaian dan reikomeindasi kompeiteinsi, seirta peimantauian dan 

eivaluiasi peilaksanaan peingeimbangan SDM di bidang huiku im. BPSDM Huikuim 

juiga meingeilola peindidikan tinggi keimeinteirian di bidang huikuim dan administrasi 

badan teirseibuit. 

Seimeintara itui, Bareiskrim Polri adalah uinsuir peilaksana uitama di bawah 

Kapolri yang meimiliki tuigas meimbina dan meingkoordinasikan peinyidikan tindak 

pidana. Bareiskrim meimiliki beirbagai bagian yang meinangani suipeirvisi, 

peingawasan peinyidikan, dan administrasi peinyidikan. Bareiskrim beirfokuis pada 

peineigakan huikuim kasuis pidana seicara profeisional, teirmasu ik impleimeintasi 

keibijakan seipeirti reistorativei juisticei  seisuiai Peirpol Nomor 8 Tahuin 2021. 
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BPSDM Huiku im dan Bareiskrim Polri saling teirkait dalam hal 

peingeimbangan kapasitas SDM di lingkuingan keipolisian dan keijaksaan, 

khuisuisnya dalam peilatihan teiknis peinanganan peirkara pidana deingan peindeikatan 

reistorativei juisticei. Keiduianya beirpeiran meimastikan aparat peineigak huikuim 

meimiliki kuialitas peingeitahuian dan keiteirampilan yang tinggi dalam meinjalankan 

tuigas peineigakan huikuim seicara beirkeiadilan dan manuisiawi. 

Deingan deimikian, BPSDM Huikuim beirtangguing jawab pada peingeimbangan 

su imbeir daya manuisia bidang huikuim seicara leibih luias, seimeintara Bareiskrim Polri 

leibih speisifik pada peilaksanaan peinyidikan tindak pidana. Keiduianya 

beirkolaborasi dalam meinciptakan sisteim peineigakan huikuim yang profeisional dan 

reistorativei. Akan teitapi dalam hal ini yang meinjadi titik uitama dalam obyeik 

peineilitian adalah Bareiskrim Polri. 

Lemdiklat Polri 

 

Leimdiklat Polri (Leimbaga Peindidikan dan Peilatihan Polri) adalah leimbaga 

di lingkuingan Keipolisian Reipuiblik Indoneisia yang meimiliki tuigas meireincanakan, 

meingeimbangkan, dan meinyeileinggarakan fuingsi peindidikan dan peilatihan bagi 

peirsoneil Polri. Leimbaga ini beirtangguing jawab atas peindidikan peimbeintuikan dan 

peingeimbangan beirbagai jeinjang peindidikan Polri, muilai dari tingkat dasar hingga 

tingkat keipeimimpinan. 

Fuingsi uitama Leimdiklat Polri meilipuiti peireincanaan peindidikan, peingajaran, 

peilatihan, eivaluiasi sisteim peindidikan, seirta peingeilolaan keirja sama peindidikan 

dan peilatihan yang meilipuiti peindidikan profeisi, manajeirial, akade imis, dan vokasi. 

Leimdiklat Polri meingeilola beirbagai satuian peindidikan, teirmasu ik Seikolah Tinggi 
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Ilmui Keipolisian (STIK) yang meinye ileinggarakan peindidikan tinggi di bidang ilmui 

keipolisian uintuik meinuinjang peingeimbangan ilmui dan teiknologi keipolisian. 

Struiktuir organisasi Leimdiklat Polri teirdiri atas uinsuir pimpinan, peimbantu i  

pimpinan, dan peilaksana staf yang meingeilola beirbagai program peindidikan dan 

peilatihan. Salah satui u insuir peinting di bawah Leimdiklat adalah Seikolah Staf dan 

Pimpinan (Seispim) Polri, yang khuisuis meinangani peindidikan dan peilatihan staf 

seirta keipeimimpinan tingkat tinggi, meineingah, dan peirtama bagi peirwira Polri dan 

peineigak huikuim lainnya. 

Seicara keiseiluiruihan, Leimdiklat Polri beirpeiran peinting dalam meiningkatkan 

kapasitas, profeisionalismei, dan kompeiteinsi suimbeir daya manuisia Polri meilaluii 

peindidikan dan peilatihan yang teirstruiktuir dan beirjeinjang seisuiai keibuituihan 

organisasi dan peirkeimbangan ilmui keipolisian. 

Keipolisian Reisor Kuiningan beirada di Kabu ipatein Kuiningan, Jawa Barat. 

Polreis Kuiningan beirtanggu ing jawab atas peinanganan beirbagai kasuis tindak 

pidana seibagai leimbaga peineigak huikuim di daeirah teirseibuit. Polreis Kuiningan 

meincakuip areia yang luias deingan beirbagai karakteiristik sosial dan buidaya. Ini 

beirarti bahwa peindeikatan peinyeileisaian peirkara yang fleiksibeil dan eifeiktif haruis 

diteirapkan, teirmasuik peineirapan prinsip reistorativei juisticei. 

Seibeilu im peineirapan peindeikatan reistorativei  juisticei, peinye ileisaian peirkara 

tindak pidana di Polreis Kuiningan uimuimnya meingadopsi modeil peineigakan huiku im 

yang beirsifat reitribuitif, yaitui peindeikatan yang leibih meinitikbeiratkan pada 

peimbeirian huikuiman keipada peilakui  seibagai beintuik balasan atas keisalahan yang 

dilakuikan. Peindeikatan ini leibih beirfokuis pada aspeik peimbalasan dan sanksi 
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daripada uipaya peimuilihan huibuingan sosial antara peilakui, korban, dan masyarakat 

seikitar. 

Akibat dari sisteim reitribuitif ini, seiring kali teirjadi peinuimpuikan kasu is di 

Polreis Kuiningan kareina proseis huikuim yang beirjalan bisa meinjadi panjang dan 

kompleiks, seirta tidak meimbeirikan ruiang yang cuikuip u intu ik peinye ileisaian konflik 

seicara tuintas dan meinyeiluiruih. Seilain itui, peindeikatan teirseibu it keirap meinimbuilkan 

keitidakpuiasan di kalangan beirbagai pihak yang teirlibat, teiruitama korban yang 

meirasa keiadilan beiluim seipeinuihnya teirpeinuihi, peilakui  yang beiluim meindapatkan 

keiseimpatan u intu ik meimpeirbaiki diri, seirta masyarakat yang meingharapkan soluisi 

yang leibih huimanis dan beirkeilanjuitan dalam meinyeileisaikan masalah huikuim. 

Dalam konteiks ini, kuialitas suimbeir daya manuisia (SDM) anggota Polri di 

Polreis Kuiningan masih meimbuituihkan peiningkatan signifikan, teiruitama pada 

aspeik peimahaman dan keimampuian dalam meineirapkan prinsip-prinsip reistorativei 

juisticei. Keikuirangan dalam peingeitahuian dan keiteirampilan meingeinai peindeikatan 

reistoratif teirseibuit meinghambat keimampuian anggota Polri uintuik meinangani kasuis 

deingan meitodei  yang leibih konstruiktif dan beirbasis peimuilihan. Oleih kareina itu i, 

peiningkatan kapasitas SDM meinjadi hal yang sangat peinting u intu ik meiwuijuidkan 

peiruibahan paradigma peinanganan peirkara pidana, deingan meingeideipankan 

keiadilan yang tidak hanya beirsifat huikuiman, teitapi juiga peimuilihan sosial dan 

reikonsiliasi antara seimuia pihak yang teirlibat. 

Komuinitas meimbuituihkan keihadiran polisi. Polisi beirtangguing jawab atas 

peinanganan seimuia masalah yang beirkaitan deingan peiran dan instituisi ini, 

seibagaimana diatuir dalam Uindang-Uindang Nomor 2 Tahuin 2002. Tuigas- 
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tuigasnya, seibagaimana diatuir dalam Pasal 2, meilipuiti meinjaga keiamanan dan 

keiteirtiban uimuim, meineigakkan huikuim, seirta meimbeirikan peirlinduingan, 

bimbingan, dan layanan puiblik. U intu ik meinye ileisaikan tuigas-tuigas ini, dipeirluikan 

banyak keiceirdasan dan deidikasi dari seilu iru ih anggota tim. Beirbagai informasi 

yang luias sangat peinting bagi keimampuian kognitif meireika. 

U intu ik meimastikan peirsoneil keipolisian siap meilayani masyarakat, 

peingeimbangan profeisional beirkeilanjuitan sangat dipeirluikan. Hal ini meimeinuihi 

harapan masyarakat dan peimeirintah akan keipolisian yang eifeiktif. Sisteim eivaluiasi 

kineirja yang kuiat dipeirluikan meingingat peintingnya suimbeir daya manuisia dalam 

peingeimbangan keipolisian, teiruitama di Kabuipatein Kuiningan. Suimbeir daya 

manuisia keipolisian dapat ditingkatkan dan dikeimbangkan meilaluii peinilaian ini. 

Rencana Strategis Sumber Daya Manusia Kepolisian Nasional Indonesia 

periode 2020-2024 

Reincana Strateigis Suimbeir Daya Manuisia Keipolisian Nasional Indoneisia 

peiriodei  2020-2024 meincakuip program peingeilolaan strateigi peingeimbangan 

su imbeir daya manuisia. Dalam konteiks di mana suimbeir daya manuisia haruis 

meimiliki peingeitahuian, keiteirampilan, dan kompeiteinsi yang dipeirluikan, teirmasu ik 

keiahlian teiknologi, u intu ik meilaksanakan tuigas yang dieimban oleih peinyeilidik 

keipolisian. Oleih kareina itui, peiruibahan birokrasi yang dilakuikan oleih Preisidein 

Prabowo Suibianto haruis beirfokuis pada peiningkatan suimbeir daya manuisia jika 

Indoneisia ingin beirsaing deingan neigara lain. Informasi yang meinuinjuikkan bahwa 

kuialitas teinaga keirja Indoneisia masih reindah meinjadi dasar hal ini. Dalam skala 0 

hingga 1, Indeiks Modal Manuisia Indoneisia hanya meincapai 0,53, seipeirti yang 
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dilaporkan oleih Bank Duinia. Oleih kareina itui, Uinit Reiseirsei  Kriminal Keipolisian 

Reisor Kuiningan, seipeirti uinit keipolisian lainnya, peirlui  seicara agreisif teirlibat 

dalam peingeimbangan suimbeir daya manuisia. Peinyidik, teiruitama yang beirtuigas di 

Uinit Reiseirsei Kriminal Keipolisian Kuiningan, peirlui meimpeirtimbangkan 

peindidikan, peingalaman keirja, bakat, dan keimampuian teiknologi meireika seibagai 

bagian dari uipaya peingeimbangan suimbeir daya manuisia u intu ik meiningkatkan 

standar kuialitas SDM. 

1. Peindidikan 

 

U intu ik meindorong peirtuimbuihan eikonomi dan meingeimbangkan suimbeir daya 

manuisia beirkuialitas tinggi, peindidikan sangatlah peinting. Peindidikan dapat 

meiningkatkan peirtuimbuihan eikonomi bagi peimeirintah, masyarakat, dan 

individui, seirta meiningkatkan kuialitas suimbeir daya manuisia. Di eira 

keimajuian teiknologi yang peisat ini, sangat peinting uintuik meindidik teinaga 

keirja agar dapat meinghasilkan individui yang kompeitein deingan peingeitahuian 

dan keiteirampilan yang uip-to-datei. U intu ik meilatih siswa meinjadi anggota 

masyarakat yang produiktif yang dapat meimbantui  meimpeirtahankan 

peirtuimbuihan eikonomi, praktik peindidikan haruis beiradaptasi deingan reialitas 

barui. Meindapatkan peindidikan yang kokoh meimbeikali seiseiorang deingan 

alat yang dibuituihkan u intu ik suikseis di bidang yang dipilihnya. Hasilnya akan 

beiruipa peiningkatan peindapatan nasional dan peiningkatan standar hiduip 

seicara u imu im. 
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Peindidikan meimiliki peiran seintral dalam suimbeir daya manu isia (SDM) dan 

peirtuimbuihan eikonomi. U intu ik meimpeirsiapkan suimbeir daya manuisia 

meinghadapi pasar keirja yang kompleiks dan teiru is beiruibah, peindidikan 

meimainkan peiran yang seimakin kruisial. Peindidikan sangat peinting u intu ik 

meimpeiroleih informasi, keiteirampilan, sifat karakteir, dan eitos keirja yang 

akan beirmanfaat dalam keihiduipan profeisional dan pribadi. Orang yang 

teirdidik leibih ceindeiruing meinjadi karyawan yang eifeiktif yang dapat 

beiradaptasi deingan teiknologi dan gaya keirja barui. 

Meindorong peirtuimbuihan eikonomi beirkeilanjuitan dan meimpeirkuiat daya 

saing neigara dalam e ira globalisasi yang kompeititif saat ini beirgantuing pada 

kuialitas suimbeir daya manuisia. Peindidikan juiga meimpeingaruihi sikap dan 

tindakan. Anggota Polri yang teirdidik ceindeiruing leibih koopeiratif, juijuir, dan 

meinghormati peirspeiktif orang lain. Akibatnya, moral di kantor meiningkat 

dan produiktivitas puin naik. Peindidikan meimiliki dampak signifikan 

teirhadap daya saing inteileiktuial dan produiktivitas seicara luias. Suimbeir daya 

manuisia yang produiktif dan beirkuialitas, deingan keimampuian u intu ik 

beirinovasi, dan meiningkatkan eifisieinsi proseis, meiruipakan landasan 

peirtuimbuihan eikonomi jangka panjang dan stabilitas sosial. 

Beirkompeitisi di seiktor korporat saat ini meimeirluikan keiahlian dalam (TIK). 

Peinting u intu ik meindidik individui agar meireika dapat meimpeiroleih 

keiteirampilan TIK yang dipeirluikan uintuik beiropeirasi di duinia yang 

teirhuibuing.  Meilaluii  peindidikan  formal,  orang  dapat  meimpeilajari 
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keiteirampilan teiknis teirkini seipeirti kompuiteiriasi, analisis data, dan 

keiceirdasan buiatan. Meimiliki informasi dan keiteirampilan ini akan 

meimuingkinkan Anda meingatasi tantangan di masa deipan dan meinjadi ahli 

dalam teiknologi teirkini. Pilihan yang leibih meinguintuingkan meinjadi teirseidia 

deingan geilar yang meimadai. Anggota Polri yang teirampil dalam teiknologi 

akan sangat beirguina bagi instituisi Keipolisian. 

Seimu ia pihak yang teirlibat dalam peinyeilidikan meimeirluikan suimbeir daya 

yang cuikuip uintuik meinangani kasuis-kasuis aktif, hal ini khuisuisnya beirlaku i  

bagi uinit Reiseirsei  Kriminal polreis Kuiningan. Peiran peinye ilidik dan Peinyidik 

dalam sisteim peiradilan pidana sangatlah peinting. Masyarakat dapat 

meilaporkan tindakan kriminal deingan cara meilapor ataui meingajuikan 

peingaduian keipada meireika. Meinye ilidiki lokasi keijadian, meinguimpuilkan 

buikti, dan meiwawancarai saksi meiruipakan langkah-langkah awal yang 

kruisial bagi peinye ilidik di teimpat keijadian. Peinye ilidik juiga dapat meilakuikan 

peinangkapan, meimveirifikasi ideintitas, meinahan teirsangka, meimeiriksa 

barang-barang meireika, meinyita barang-barang teirseibuit, dan meilakuikan 

peimeiriksaan. 

U intu ik meilaksanakan tangguing jawab ini, seiseiorang meimeirluikan kuialifikasi 

yang seisuiai dan peindidikan formal. Meinuiruit teimuian stuidi, tiga deiteiktif dari 

Uinit Reiseirsei  Kriminal Polreis Kuiningan meimiliki geilar sarjana. Peirsyaratan 

u intu ik diangkat seibagai peinyidik Keipolisian Nasional Indoneisia diatuir 

dalam Peiratuiran Nomor no 58 Tahuin 2010, yang meinguibah Peiratuiran 

Peimeirintah Nomor 27 Tahuin 1983 teintang peilaksanaan Pasal 2A Kitab 
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Uindang-Uindang Huiku im Acara Pidana. Seimu ia calon haruis meime inu ihi 

kriteiria beirikuit: 

a. Meimiliki peindidikan minimal sarjana dan beirpangkat Inspeiktuir Duia 

 

b. Meimiliki peingalaman minimal duia tahuin di bidang peinyeilidikan 

 

c. Teilah meingikuiti dan lu ilu is peilatihan khuisuis dalam peinyeilidikan kriminal 

 

d. Meimiliki seirtifikat dokteir yang meimbuiktikan keiseihatan fisik dan meinta 

 

e. Meimiliki inteigritas moral yang tinggi dan meinuinjuikkan kompeiteinsi. 

 

Meiskipuin ada keiseipakatan luias bahwa beirinveistasi dalam peindidikan 

sangat peinting uintuik meiningkatkan modal manuisia dan peirtuimbuihan 

eikonomi, beibeirapa hambatan teitap ada. Beibeirapa masalah teirseibuit meilipuiti 

kuirangnya inovasi peindidikan, keitidakmeirataan keiseimpatan peindidikan 

antara daeirah peideisaan dan peirkotaan, akseis teirbatas bagi anak-anak dari 

keiluiarga kuirang mampui; dan keiseinjangan antara peingajaran di keilas dan 

peirsyaratan peikeirjaan di duinia nyata. U intu ik meingatasi masalah ini, seiktor 

puiblik dan swasta, dipimpin oleih keipolisian, peirlui  beirkolaborasi u intu ik 

meiningkatkan sisteim peindidikan saat ini dan meineimuikan peindeikatan 

inovatif u intu ik meimpeirluias keiseimpatan peindidikan seirta meiningkatkan 

standar akadeimik bagi seimu ia siswa, teiruitama bagi peinyeilidik keipolisian. 

Jika kita ingin meimbanguin karieir yang seijahteira dan meimastikan 

peirtuimbuihan eikonomi jangka panjang, kita haruis beirinveistasi dalam 

peindidikan. Proseis ini meincakuip meimbeikali orang deingan informasi dan 
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keiteirampilan yang dipeirluikan. Di duinia digital yang kompleiks saat ini, 

peindidikan haruis teiruis dipeirbaruii u intu ik meingikuiti tuintuitan pasar keirja yang 

teiru is beiruibah 

Meindapatkan peindidikan yang baik ialah cara teirbaik uintuik beirkeimbang. 

Program ini peinting kareina meinginteigrasikan tuijuian peimbeilajaran deingan 

proseis peingajaran dan peimbeilajaran antara siswa dan guirui, yang meimiliki 

keiuintuingan beisar. Suimbeir daya manuisia dapat ditingkatkan dan 

dipeirsiapkan deingan leibih baik u intu ik masa deipan meilaluii peindidikan. 

2. Peingalaman 

 

Peingalaman keirja meiru iju ik pada waktui yang dihabiskan seiseiorang seibagai 

Peinyidik. Di sini, Anggota Polri peirlui  meindapatkan reiward atas peikeirjaan 

yang meireika lakuikan. Bagian Suimbeir Daya Manuisia (SDM) suiatui  

organisasi dapat meimpeiroleih manfaat beisar dari peingalaman keirja. Anggota 

Polri seiring beirkeimbang meilaluii peingalaman keirja. Huibuingan, masalah, 

eikspeiktasi, tuigas, dan seigala hal lain yang dihadapi peikeirja di teimpat keirja 

meiruipakan bagian dari peingalaman ini. Prinsip dasar peingalaman keirja 

seibagai alat peingeimbangan seibagai individui keitika peingeitahuian dan 

keimampuian meireika seibeiluimnya tidak seisuiai deingan tuintuitan posisi meireika 

saat ini. Jika meireika ingin majui dalam karieir meireika. Hal ini meingharuiskan 

individui u intu ik beilajar hal barui, meindapatkan peingalaman, dan 

meingeimbangkan keimampuian yang suidah ada. 
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Promosi, deimosi, peirluiasan tuigas, rotasi, transfeir, dan peinuigasan seimeintara 

kei wilayah lain ataui bahkan di dalam divisi adalah cara-cara di mana 

anggota Polri dapat beirkeimbang dalam karieir meireika meilaluii peingalaman. 

3. Keiteirampilan 

 

U intu ik meindapatkan seirtifikasi seibagai anggota Polri yang kompeitein, haruis 

meimiliki peingeitahuian dan keiteirampilan khuisuis yang dibuiktikan meilaluii 

tindakan konkreit. Peinyidik haruis mampui meilakuikan muiltitasking, 

beirkomuinikasi, dan meingatuir diri seindiri. Peinyidik haruis meimahami dasar 

huikuim dan proseiduir peinyidikan, seihingga peinyidikan juiga meincakuip jeinis 

keijahatan, hak teirsangka, dan cara meinguimpuilkan buikti yang sah. Peinyidik 

haruis meinguimpuilkan dokuimein-dokuimein yang reileivan seiteilah TKP seileisai. 

Beibeirapa contoh objeik ini adalah keiteirangan saksi, hasil peimeiriksaan, ataui 

beinda fisik. Seilama proseis eivaluiasi kasuis, instruiktuir haruis mampui  

meinganalisis latar beilakang, meimbuiat kasuis, dan meincapai keisimpuilan. 

Teirnyata ada masalah. 

Seitidaknya, hal ini haruis dilakuikan oleih Peinyidik yang beirkuialifikasi. Salah 

satuinya adalah anggota Reiskrimuim Polreis Kuiningan. Peinyidik Satreiskrim 

Polreis Kuiningan suidah meimadai dalam komuinikasi dan keipeimimpinan 

seibagai bagian dari peingeimbangan SDM. Seipeirti yang teilah meireika 

tuinjuikkan, peiyidik haruis komuinikatif. Hasil peineilitian meinuinjuikkan bahwa 

peinyidik dapat beirinteiraksi deingan saksi, teirsangka, dan korban. 

Komuinikasi yang eifeiktif meimuingkinkan peinguimpuilan informasi yang 
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akuirat dan peingeimbangan huibuingan yang baik. Dalam seini beirinteiraksi, 

Peinyidik Satreiskrim Polreis Kuiningan beilajar u intu ik meingajuikan peirtanyaan 

yang teipat, meimahami bahasa tuibuih, dan meinguimpuilkan informasi deingan 

preisisi. Seilain itui, peinyidik meimiliki keiteirampilan peirsuiasif yang sangat 

meimbantui  dalam meinguimpuilkan informasi peinting, dan meireika dapat 

meiyakinkan seimu ia pihak yang teirlibat uintuik beikeirja sama. 

Anggota Polri pada Satreiskrim Polreis Kuiningan seilalui  didorong uintu ik 

meiningkatkan kineirja meireika. Seilain itui, teirdapat workshop dan seiminar 

yang dirancang uintuik meimbantui  peinyidik yang keisuilitan meimahami 

konseip barui dan beirinteiraksi deingan guirui  lain. Seilain itui, meireika dibeirikan 

alat yang dipeirluikan u intu ik meimanfaatkan teiknologi guina meiningkatkan 

eifisieinsi seirta eifeiktivitas peingajaran. Seilain itui, meireika meilaku ikan keigiatan 

peingeimbangan diri deingan tuijuian beilajar dari peingalaman yang dianalisis. 

4. Keimampuian Teiknologi 

 

Bidang peinyeilidikan teilah beirkeimbang beirkat keimampuian u intu ik 

meinginteigrasikan teiknologi kei dalam peinyeilidikan guina meingatasi 

hambatan teiknis. Teiknologi meimainkan peiran kruisial dalam peinyeilidikan 

kriminal u intu ik meineimuikan kasuis, meingideintifikasi peilakui, dan 

meinguimpuilkan buikti. Meingideintifikasi peilakui  keijahatan adalah salah satu i 

cara teiknologi dimanfaatkan dalam peinye ilidikan kriminal. Teiknologi 

modeirn meimuingkinkan ideintifikasi peilakui  keijahatan deingan akuirasi tinggi 
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meingguinakan meitodei  seipeirti peirangkat luinak peingeinalan sidik jari dan 

wajah. Alat analisis data, peiralatan peireikaman auidio-visuial, dan dronei juiga 

diguinakan dalam proseis peinguimpuilan buikti. Teiknologi modeirn juiga 

meimuidahkan peinyeilidikan yang dilakuikan seicara jarak jauih. Beirkat sarana 

komuinikasi modeirn, peinyeilidik dapat beikeirja sama seicara jarak jauih, 

meinguimpuilkan data dari beirbagai suimbeir, dan beirbagi teimuian meireika 

deingan tim lain, teirleipas dari jarak yang meimisahkan meireika. 

Peinyeilidik, seipeirti dari Uinit Peinyeilidikan Kriminal Keipolisian Kuiningan, 

meingandalkan alat teiknologi yang teiruis beirkeimbang dan beirbagai aplikasi 

seirta gadgeit u intu ik meimbantui  peikeirjaan meireika. Peincarian buikti yang 

reileivan dari data digital, teirmasuik kompuiteir, ponseil, dan peirangkat 

peinyimpanan, dibantui oleih peirangkat luinak foreinsik, peiralatan peireikaman 

auidiovisuial, dan sisteim informasi geiografis (GIS). GIS meineintuikan lokasi 

teipat di mana suiatui  insidein teirjadi, seimeintara peiralatan peireikaman 

auidiovisuial seipeirti dronei, kameira tuibuih, dan kameira peingawas meireikam 

videio u intu ik meimbantui  meireikonstru iksi apa yang teirjadi. 

Peinyeileisaian kasu is dapat dipeirmuidah oleih keimampuian teiknologi. Deingan 

peingguinaan teiknologi, deiteiktif dapat meinyeileisaikan keijahatan deingan leibih 

eifisiein dan akuirat. Di antara teiknologi teirseibuit adalah peingguinaan peiralatan 

seipeirti kameira keiamanan dan peireikam videio u intu ik meinguimpuilkan buikti 

dari lokasi keijadian deingan ceipat dan akuirat. Saat meinyeilidiki keijahatan 

yang meilibatkan orang tak dikeinal, peingguinaan teiknologi peingeinalan sidik 

jari dan wajah meimuingkinkan peinyeilidik meingideintifikasi peilakui  deingan 

leibih ceipat dan akuirat. 
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Analisis data yang leibih meindalam juiga dimuingkinkan deingan inovasi ini, 

kareina peinyeilidik dapat meineimuikan pola dalam data dari beirbagai suimbeir 

(misalnya, meidia sosial, catatan bank, dan catatan teileipon). Namuin, 

peinye ilidik meinghadapi seijuimlah hambatan dalam meimpeiroleih kompeiteinsi 

teiknis, teirmasuik kuirangnya peimahaman teintang peintingnya teiknologi, 

keisuilitan beiradaptasi deingan teiknologi barui, dan keiteirbatasan suimbeir daya 

dan akseis. 

Ada koreilasi keiteirbatasan suimbeir daya dan keitidakmampuian u intu ik 

meimbeili peiralatan dan peirangkat luinak canggih. peirtama keitidaktahuian; 

tidak seimuia deiteiktif tahui cara meingguinakan teiknologi seicara eifeiktif ataui 

meimahami peintingnya teiknologi teirseibuit. keidu ia tantangan adaptasi, kareina 

peineiliti diharuiskan meimantaui  lajui peiruibahan teiknologi yang ceipat. 

Sangat peinting uintuik meiningkatkan keimampuian peinye ilidik dalam 

meimanfaatkan teiknologi guina meimpeirkuiat proseis peinyeilidikan. Ituilah 

meingapa peinting u intu ik meinyeileinggarakan kuirsuis dan program yang 

meingajarkan orang cara meingguinakan teiknologi dalam peinyeilidikan, 

meimbeirikan seirtifikasi bagi meireika yang teilah meinguiasai keiteirampilan 

teirseibuit, seirta meinye idiakan magang di teimpat-teimpat yang meimiliki 

teiknologi canggih agar calon peinyeilidik dapat meindapatkan peingalaman 

praktis.Tahapan yang seiharuisnya dilakuikan oleih Polri dalam meiningkatkan 

kuialitas dari seitiap anggota nya 

Kareinannya, guina meimaksimalkan peingguinaan teiknologi, peinyidik beikeirja 

sama eirat deingan ahli di bidang teirseibuit. Ahli teiknologi meinyeidiakan alat 
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dan soluisi yang teipat, seimeintara peinyeilidik meimahami konteiks keijahatan 

dan peirsyaratan buikti. Data dan informasi dianalisis oleih peinyeilidik, deingan 

bantuian ahli teiknologi yang meinafsirkan hasilnya. Ahli teiknologi juiga 

meimbeirikan analisis dan bantuian di bidang ini. Peingguinaan teiknologi teilah 

seicara signifikan meiningkatkan eifisieinsi dan akuirasi dalam peinye ileisaian 

kasuis kriminal. 

1. Peningkatan Pemahaman Restorative Justice.
110

 

 

Seilain mateiri dasar yang dibeirikan, peilatihan ini juiga meincakuip simuilasi 

dan praktik langsuing yang meimuingkinkan anggota Polri beirlatih meineirapkan 

teiknik meidiasi dan komuinikasi reistoratif dalam skeinario kasuis nyata. Meilaluii 

simuilasi ini, para peiseirta meindapat keiseimpatan u intu ik meingasah keimampuian 

meireika dalam meingeilola konflik, meimahami peirspeiktif korban dan peilakui, seirta 

meimfasilitasi dialog konstruiktif. Peindeikatan eixpeirieintial leiarning seipeirti ini 

sangat peinting uintuik meimpeirkuiat peimahaman seikaliguis keimampuian aplikasi di 

lapangan. 

Seilanjuitnya, peilatihan juiga meimbahas hambatan dan tantangan yang 

muingkin muincuil dalam peilaksanaan reistorativei juisticei, baik dari sisi teiknis 

mauipuin kuiltuiral. Meingideintifikasi poteinsi reisisteinsi dari beirbagai pihak, 

teirmasuik masyarakat dan inteirnal instituisi keipolisian, seirta meirancang strateigi 

u intu ik meingatasi keindala teirseibuit. Deingan peimahaman yang leibih baik teirhadap 

dinamika ini, anggota Polri dapat leibih siap meinghadapi situiasi kompleiks yang 

seiringkali teirjadi dalam proseis meidiasi dan peinyeileisaian konflik. 

 

110 Mohamad irfan latowale. 2024. Kajian manajemen dan standar pembinaan sumber daya 

manusia kepolisian negara republik Indonesia. 
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Di samping peiningkatan kapasitas individui, peilatihan ini juiga meineikankan 

peintingnya kolaborasi antara Polri deingan beirbagai peimangkui  keipeintingan, 

seipeirti aparat peineigak huikuim lainnya, leimbaga masyarakat, dan organisasi non-

peimeirintah yang fokuis pada peimuilihan sosial dan keiadilan reistoratif. Keirja sama 

lintas seiktor ini dianggap kruisial u intu ik meinciptakan eikosisteim yang meinduikuing 

peilaksanaan reistorativei juisticei  seicara eifeiktif dan beirkeilanjuitan. Rangkaian 

keigiatan peilatihan meimbeirikan ruiang bagi peiseirta uintuik meimbangu in jaringan 

keirja sama yang kokoh. 

Peilatihan juiga meineikankan pada aspeik eitika dan seinsitivitas sosial dalam 

 

praktik reistorativei ju istice.i   Anggota Polri didorong uintuik meingeimbangkan sikap 

 

eimpati, peinghargaan teirhadap hak-hak korban, seirta keipeikaan teirhadap konteiks 

sosial buidaya yang meilatarbeilakangi seitiap kasuis. Peimahaman meindalam 

meingeinai nilai-nilai eitis ini diharapkan dapat meiningkatkan kuialitas meidiasi dan 

meindorong teirciptanya peinyeileisaian yang tidak hanya adil seicara huikuim, teitapi 

juiga beirmartabat bagi seimu ia pihak. 

2. Pelatihan dan Pendidikan Khusus 

 

Peilatihan inteinsif reistorativei  juisticei  keipada anggota Polri di Polreis 

Kuiningan sangat peinting guina meiningkatkan peimahaman meireika teirhadap 

konseip keiadilan reistoratif yang leibih huimanis dan eifeiktif dalam peinyeileisaian 

peirkara pidana. Peilatihan ini meincakuip mateiri teintang prinsip dasar reistorativei 

juisticei  yang meinitikbeiratkan pada peimuilihan huibuingan antara peilakui, korban, 

dan  masyarakat.  Deingan  peilatihan  ini,  anggota  Polri  diharapkan  mampui 
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meingalihkan fokuis dari proseis pidana formal yang konfrontatif meinjadi 

peinye ileisaian damai yang meingeideipankan dialog dan meidiasi. 

Seilain teiori, praktik meidiasi meinjadi bagian uitama dalam peilatihan teirseibuit. 

Anggota Polri dilatih cara meilakuikan meidiasi yang eifeiktif, teirmasuik teiknik 

neigosiasi dan meingeilola konflik, seihingga dapat meimfasilitasi peirteimuian antara 

peilakui  dan korban deingan neitral dan profeisional. Meidiasi ini juiga diarahkan agar 

teircapai keiseipakatan yang adil dan saling meinguintuingkan, seihingga dapat 

meinguirangi beiban peirkara di peingadilan dan meimbeirikan keiadilan yang 

dirasakan langsuing oleih korban. 

Uipaya peilatihan ini juiga meimpeirtimbangkan konteiks sosial buidaya di 

wilayah Polreis Kuiningan. Anggota Polri diajak meimahami norma dan nilai lokal 

yang meimpeingaruihi peirseipsi masyarakat teirhadap keiadilan. Deingan deimikian, 

peinye ileisaian kasuis dapat diseisuiaikan deingan keiarifan lokal yang ada, 

meimpeirkuiat rasa keiadilan yang meinyeiluiruih dan beirkeilanjuitan dalam masyarakat. 

Keirja sama deingan leimbaga peindidikan, seipeirti uiniveirsitas ataui instituit 

huikuim, meimbuika peiluiang uintuik meinghadirkan para pakar reistorativei juisticei 

seicara langsuing dalam workshop dan seiminar bagi anggota Polri. Kolaborasi ini 

beirmanfaat u intu ik meinyajikan peirspeiktif ilmiah dan contoh kasuis yang leibih luias, 

seihingga peilatihan tidak hanya beirsifat normatif tapi juiga aplikatif dan beirbasis 

buikti. 

 

 

 

111 R.A. Kadarmanta, Prof. Dr. Mahmuddin Yasin, MBA, dan Dr. Nurhattati Fuad, M.Pd. 2021. 

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA POLRI MELALUI PENINGKATAN 

KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK SEKOLAH POLISI NEGARA (SPN) 

111 
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Workshop dan seiminar teirseibuit meinyeidiakan ruiang diskuisi, tuikar 

peingalaman, dan simuilasi kasuis yang meimbantui  anggota Polri meingeinali 

tantangan di lapangan seirta soluisi inovatif dalam peineirapan reistorativei juisticei. 

Peindeikatan ini juiga meindorong peingeimbangan profeisionalismei anggota dan 

meindorong buidaya keirja yang leibih reisponsif teirhadap keibuituihan masyarakat. 

Seilain itui, peilatihan dan kolaborasi ini ruitin dieivaluiasi uintuik meimastikan 

kuialitas dan reileivansi mateiri deingan situiasi teirkini. Feieidback dari peiseirta 

peilatihan dan peirkeimbangan praktik reistorativei  juisticei di Polreis Kuiningan 

meinjadi bahan eivaluiasi u intuik peirbaikan beirkeilanjuitan, baik dari aspeik strateigi 

fasilitasi mau ipu in peinduikuing keibijakan. 

Peilatihan inteinsif ini seilaras deingan Peiratuiran Polri Nomor 8 Tahuin 2021 

teintang Peinanganan Tindak Pidana Beirdasarkan Keiadilan Reistoratif yang 

meimbeirikan landasan leigal bagi anggota Polri u intu ik meilaksanakan reistorativei 

ju istice.i   Deingan peilatihan ini, Polri dapat meinjalankan peiran strateigisnya seibagai 

 

fasilitator peinyeileisaian konflik yang leibih manuisiawi dan eifeiktif. 

 

Keibeirhasilan latihan dan keirja sama ini juiga dijadikan contoh modeil bagi 

keipolisian daeirah lain seihingga peinyeibaran praktik reistorativei  juisticei  dapat 

meirata di seilu iru ih Indoneisia. Polreis Kuiningan beirpeiran seibagai pilot projeict yang 

meimbuiktikan bahwa reistorativei  juisticei  dapat dijalankan seicara optimal meilalu ii 

peiningkatan kapasitas peituigas. 

Seicara keiseiluiruihan, peilatihan inteinsif dan kolaborasi deingan leimbaga 

peindidikan adalah inveistasi strateigis uintuik meiningkatkan kuialitas peineigakan 

huikuim yang beirorieintasi pada peimuilihan dan peirdamaian. Ini akan meinduikuing 
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teirciptanya sisteim peiradilan pidana yang leibih adil, ceipat, dan meindeikatkan 

aparat deingan keibuituihan huikuim masyarakat seicara nyata dan beirkeilanjuitan. 

3. Pengembangan Kompetensi Sosial dan Emosional 

 

Meimbeirikan peilatihan yang fokuis pada peingeimbangan keiteirampilan 

komuinikasi, eimpati, dan keimampuian meindeingar seicara aktif bagi anggota Polri 

adalah langkah kruisial u intu ik meimbanguin huibuingan yang leibih baik antara aparat 

dan masyarakat. Dalam peilatihan ini, anggota Polri didorong u intu ik tidak hanya 

beirbicara, teitapi juiga meimahami dan meirasakan kondisi seirta peirasaan 

masyarakat yang meireika layani. Keiteirampilan meindeingar seicara aktif meinjadi 

puisat peirhatian kareina seiringkali keibeirhasilan komuinikasi beirgantuing pada 

seibeirapa baik seiseiorang beinar-beinar meimahami apa yang disampaikan lawan 

bicaranya tanpa teirgeisa-geisa meimbeiri peinilaian. 

Peilatihan komuinikasi ini meingajarkan bahwa meinyampaikan peisan seicara 

eifeiktif buikan hanya soal kata-kata yang beinar, teitapi juiga teintang bagaimana 

peisan itui disampaikan deingan sikap yang ramah, teirbuika, dan peinuih eimpati. 

Meilatih anggota Polri u intu ik mampui meimbaca eikspreisi wajah, bahasa tuibuih, dan 

nada suiara masyarakat akan meimbantui  meireika meilakuikan komuinikasi duia arah 

yang beirmakna, seihingga keipeircayaan masyarakat keipada instituisi keipolisian 

dapat tuimbuih dan teirjaga. 

Eimpati, seibagai inti dari peilatihan ini, meinjadi jeimbatan eimosional yang 

meinghuibuingkan anggota Polri deingan masyarakat. Deingan eimpati, anggota 

keipolisian mampui  meineimpatkan diri pada posisi masyarakat yang teingah 
 

112 Ibid 

112 
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meingalami keisuilitan ataui konflik. Ini buikan seikadar meingeirti seicara inteileiktuial, 

teitapi juiga meirasakan rasa sakit ataui peingalaman yang dialami korban ataui 

peilakui, seihingga peindeikatan yang dilakuikan meinjadi leibih manuisiawi dan 

meinghormati martabat seimuia pihak. 

Keimampuian meindeingar seicara aktif juiga meingajarkan anggota Polri u intu ik 

meimbeirikan ruiang dan waktui keipada masyarakat u intu ik meinyampaikan keiluihan 

dan aspirasi tanpa meirasa teirbuirui-buirui ataui dihakimi. Meindeingar seicara aktif 

beirarti juiga meimbeirikan peirhatian peinuih, meinguilang informasi yang diteirima 

u intu ik konfirmasi, dan meireispons deingan sikap yang meinuinjuikkan peingeirtian, 

buikan seikadar ruitinitas administratif. 

Peilatihan ini juiga meinghadirkan simuilasi dan rolei-playing yang 

meinggambarkan situ iasi nyata di lapangan, di mana anggota Polri dapat beirlatih 

beirkomuinikasi seicara eimpatik deingan beirbagai karakteir masyarakat. Simuilasi ini 

meimbantui meireika meimahami tantangan yang bisa muincuil seirta cara 

meinanganinya seicara teinang dan profeisional, khuisuisnya dalam kondisi eimosional 

ataui konflik. 

Seilain peingeimbangan komuinikasi dan eimpati, peilatihan teirkait manajeimein 

streis dan eimosi sangat peinting u intu ik meiningkatkan keimampuian inteirpeirsonal 

anggota Polri. Keihiduipan seihari-hari anggota Polri peinuih deingan teikanan dan 

situiasi yang eimosional, seihingga keimampuian meingeilola streis dan eimosi akan 

meimbantui meireika teitap fokuis, teinang, dan tidak meinimbuilkan konflik barui akibat 

reiaksi yang tidak teirkontrol. 

1 



160  

Peilatihan manajeimein streis meingajarkan teiknik reilaksasi, peingatuiran 

peirnapasan, dan cara u intu ik meingeinali tanda-tanda streis diri seindiri mauipuin orang 

lain. Deingan meingeinali geijala streis leibih awal, anggota Polri dapat meingambil 

langkah preiveintif agar tidak teirbawa eimosi saat beirtuigas, yang bisa beirdampak 

neigatif pada peinyeileisaian peirkara ataui peilayanan keipada masyarakat. 

Seilain itui, peilatihan ini juiga meinanamkan peintingnya meinjaga keiseihatan 

meintal dan fisik seibagai bagian dari profeisionalismei. Anggota Polri diajak 

meinyadari bahwa meireika meimiliki hak dan keiwajiban u intu ik meinjaga 

keiseiimbangan hiduip agar dapat meimbeirikan peilayanan teirbaik keipada puiblik. 

Keiseihatan meintal yang teirjaga juiga akan meinciptakan suiasana keirja yang leibih 

harmonis dan produiktif di dalam tuibuih instituisi. 

Peilatihan ini difasilitasi oleih para psikolog, ahli komuinikasi, dan praktisi 

reistorativei juisticei  yang beirpeingalaman seihingga mateiri yang disampaikan tidak 

hanya teioritis teitapi juiga aplikatif seisuiai deingan keibuituihan dan tantangan keirja 

lapangan. Hal ini meimbeirikan nilai tambah dan meiningkatkan eifeiktivitas 

peilatihan seihingga manfaatnya dapat dirasakan langsuing dalam inteiraksi seihari-

hari antara anggota Polri dan masyarakat. 

Seicara keiseiluiruihan, peilatihan ini meiruipakan inveistasi beirharga bagi Polri 

dalam meimbanguin citra yang ramah, dipeircaya, dan dihormati oleih masyarakat. 

Deingan komuinikasi yang eimpatik dan peingeilolaan streis yang baik, anggota Polri 

tidak hanya meinjadi aparat peineigak huikuim, teitapi juiga peingayom yang mampui 

meinyeileisaikan masalah seicara damai dan manuisiawi, seihingga teircipta 

keiharmonisan sosial dan rasa aman yang seisuingguihnya 
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4. Peningkatan Fasilitas dan Dukungan Teknologi:
113

 

 

Meinyeidiakan fasilitas yang meimadai dan duikuingan teiknologi meiruipakan 

salah satui uipaya peinting dalam meinduikuing peilaksanaan program reistorativei 

juisticei  di instituisi keipolisian. Fasilitas ini beirtuijuian meinciptakan lingkuingan yang 

konduisif dan nyaman bagi seimuia pihak yang teirlibat dalam proseis meidiasi, 

seipeirti peilakui, korban, keiluiarga, seirta tokoh masyarakat ataui tokoh agama yang 

meinjadi meidiator. 

Ruiang meidiasi yang nyaman meinjadi sangat peinting agar proseis dialog dan 

neigosiasi dapat beirlangsu ing seicara teirbuika dan tanpa teikanan. Deingan ruiangan 

yang reipreiseintatif dan suiasana yang teinang, pihak-pihak yang beirdialog akan 

leibih leiluiasa meinyampaikan peirasaan dan pandangan meireika, seihingga 

meinguirangi poteinsi konflik barui dan meimpeirceipat teirciptanya keiseipakatan 

damai. 

Duikuingan teiknologi komuinikasi yang canggih juiga meinjadi aspeik kruisial 

dalam peilaksanaan reistorativei  juisticei. Teiknologi ini seipeirti peirangkat auidio-

visuial u intu ik reikaman ataui komuinikasi jarak jauih meimuingkinkan partisipasi 

meidiator ataui ahli yang muingkin tidak hadir seicara fisik, meimpeirluias akseis dan 

fleiksibilitas peilaksanaan meidiasi. 

Peineirapan teiknologi juiga meimbantui  dalam dokuimeintasi seiluiruih rangkaian 

proseis reistorativei  juisticei  seicara transparan dan akuintabeil. Reikaman komuinikasi 

dapat meinjadi buikti proseis meidiasi yang sah dan dapat diceik uilang jika 

 

 

113 Ibid 
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dipeirluikan, seihingga meimbeirikan rasa aman bagi peilakui dan korban bahwa 

proseis beirjalan seisuiai atuiran tanpa peinyimpangan. 

Fasilitas teiknologi yang baik puin meimuidahkan koordinasi antar leimbaga 

teirkait, seipeirti keipolisian, keijaksaan, dan leimbaga sosial masyarakat, seihingga 

saling beirtuikar informasi dan meilakuikan peindampingan seicara optimal. Ini sangat 

meimbantui dalam meimastikan bahwa program reistorativei juisticei  meinjadi soluisi 

meinyeilu iru ih deingan duikuingan lintas seiktor. 

Di Polreis Kuiningan uidah muilai diseidiakan ruiang khuisuis reistorativei juisticei  

deingan seigala peirleingkapan modeirn uintuik meinduikuing keimuidahan akseis dan 

keinyamanan seimu ia pihak. Ini meinjadi contoh nyata bagaimana fasilitas meimadai 

dapat meiningkatkan eifeiktivitas peilaksanaan reistorativei  juisticei  di tingkat pola 

bagian opeirasional daeirah. 

Dari sisi manuisia, fasilitas yang baik juiga meimbeirikan sinyal bahwa 

instituisi keipolisian seiriuis dan profeisional dalam meinjalankan reistorativei  juisticei. 

Hal ini akan meimpeirkuiat keipeircayaan masyarakat teirhadap instituisi dan 

meiyakinkan pihak-pihak yang teirlibat bahwa proseis peinye ileisaian dilakuikan 

seicara adil dan beirimbang. 

Fasilitas dan teiknologi peinduikuing teirseibu it juiga haruis dipeirbaruii seicara 

beirkala seiiring deingan peirkeimbangan keibuituihan dan inovasi di bidang 

komuinikasi dan manajeimein seingkeita. Peimeirintah dan pimpinan keipolisian peirlui  

meimastikan alokasi anggaran yang cuikuip u intu ik peimeiliharaan dan 

peiningkatannya. 

1 
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Seilain itui, keiteirseidiaan fasilitas ini meimbuika peiluiang bagi peilatihan dan 

simuilasi reistorativei  juisticei  yang leibih reialistis bagi peirsoneil keipolisian, seihingga 

meireika dapat meimbiasakan diri deingan kondisi nyata yang akan dihadapi di 

lapangan. 

Seicara keiseiluiruihan, meinyeidiakan fasilitas meimadai dan duikuingan 

teiknologi buikan hanya soal keibuituihan fisik, teitapi juiga langkah strateigis u intuik 

meinghadirkan keiadilan reistoratif yang eifeiktif, manuisiawi, dan dapat diakseis oleih 

seilu iru ih lapisan masyarakat yang meimbuituihkan, seihingga meimpeirkuiat sisteim 

peiradilan yang inklu isif dan beirkeiadaban. 

5. Pemberdayaan dan Kerjasama Komunitas
114

 

 

Meindorong kolaborasi antara Polri deingan komuinitas lokal, leimbaga 

swadaya masyarakat (LSM), seirta tokoh agama dan masyarakat meiruipakan 

langkah strateigis u intu ik meinduikuing peindeikatan reistorativei  juisticei  yang eifeiktif 

dan meinyeiluiruih. Kolaborasi ini peinting kareina reistorativei juisticei  buikan hanya 

soal peineigakan huikuim, teitapi juiga peimuilihan huibuingan sosial dan meimbanguin 

rasa keiadilan yang dirasakan oleih seilu iru ih pihak teirdampak, muilai dari peilakui, 

korban, hingga komuinitas seikitar. 

Dalam praktiknya, Polri dapat meinggandeing beirbagai komuinitas lokal yang 

meimiliki keideikatan eimosional deingan masyarakat seiteimpat agar proseis meidiasi 

beirjalan deingan suiasana keikeiluiargaan dan beirdasarkan keiarifan lokal. Tokoh 

agama dan tokoh masyarakat yang dihormati meimiliki peiran seibagai meidiator dan 

 

114 Ibid 
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peineingah yang mampui  meinjeimbatani dialog deingan peindeikatan yang leibih 

peirsonal dan diteirima oleih seimu ia pihak. 

Leimbaga swadaya masyarakat (LSM) juiga beirfuingsi seibagai peindamping 

dan fasilitator yang meimbantui  dalam peirsiapan mauipuin peilaksanaan reistorativei 

juisticei. Peiran LSM sangat peinting dalam meimbeirikan eiduikasi huikuim, 

peindampingan psikologis keipada korban mauipuin peilakui, seirta meimantaui 

impleimeintasi keiseipakatan peirdamaian agar teitap beirjalan seisuiai prinsip keiadilan 

dan keimanuisiaan. 

Kolaborasi ini juiga meinciptakan jaringan keirja yang luias dan saling 

meinduikuing, seihingga meimuidahkan koordinasi dan peirtuikaran informasi antar 

beirbagai pihak yang beirpeiran meingawal dan meingawal jalannya reistorativei 

juisticei. Deingan beigitui, proseis peinyeileisaian peirkara meinjadi leibih transparan, 

akuintabeil, dan meindapat duikuingan luias dari masyarakat. 

Seilain itui, meimbeintuik keilompok keirja ataui tim khuisuis yang beirtuigas 

meinangani dan meimeidiasi kasuis-kasuis yang meimbuituihkan peindeikatan 

reistorativei juisticei sangat dipeirluikan u intu ik meimastikan fokuis dan 

profeisionalismei. Tim keirja ini teirdiri dari anggota Polri yang teilah meindapat 

peilatihan khuisuis reistorativei  juisticei, tokoh masyarakat, tokoh agama, seirta 

peirwakilan LSM seibagai peindamping. 

Keilompok keirja ini beirfuingsi seibagai garda teirdeipan dalam meinangani 

peirkara yang dapat diseileisaikan meilaluii reistorativei  juisticei, muilai dari aseismein 

kasuis, fasilitasi meidiasi, hingga monitoring hasil keiseipakatan. Tim ini dapat 

beikeirja seicara teirpadui   dan ceipat dalam meireispons laporan ataui  kasuis yang 
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meime inu ihi kriteiria guina meinghindari peinuimpuikan peirkara di jaluir peiradilan 

formal. 

Keibeiradaan tim khuisuis ini juiga meinjaga objeiktivitas dan neitralitas proseis 

reistorativei  juisticei seihingga seimu ia pihak meindapatkan peirlakuian yang adil dan 

tidak ada uinsuir teikanan dari pihak manapuin. Tim dibeirikan keiweinangan uintuik 

meimbuiat reikomeindasi yang meingeideipankan peimuilihan dan reikonsiliasi.Tim 

keirja juiga beirpeiran seibagai peinghuibuing antara Polri dan komuinitas, meimastikan 

bahwa peilaksanaan reistorativei  juisticei  beirjalan seisuiai deingan keibuituihan sosial dan 

norma buidaya seiteimpat. Deingan peindeikatan yang saling meinghargai dan 

meilibatkan banyak pihak, diharapkan reistorativei juisticei  tidak hanya meinjadi 

soluisi hu iku im seimata teitapi juiga meimpeirkuiat koheisi sosial. 

Leibih lanjuit, peimbeintuikan keilompok keirja meimpeirteigas komitmein instituisi 

keipolisian dalam meinjalankan reistorativei juisticei  seibagai bagian dari peilayanan 

puiblik yang huimanis dan reisponsif. Hal ini meimpeirbaiki citra Polri di mata 

masyarakat seibagai peilayan seikaliguis peilinduing yang peika teirhadap keibuituihan 

dan situiasi sosial.Seicara meinye iluiruih, kolaborasi antar leimbaga dan peimbeintuikan 

tim keirja khuisuis meinciptakan eikosisteim yang meinduikuing peimbeirlakuian 

reistorativei  juisticei  seicara eifeiktif dan beirkeilanjuitan. Uipaya ini meinjadi salah satui 

fondasi peinting dalam meimbanguin sisteim peiradilan yang adil, manuisiawi, seirta 

deikat deingan masyarakat luias 

. 
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6. Implementasi Restorative Justice dalam Kasus Nyata
115

 

 

Seiteilah peilatihan seileisai, anggota Polri di Polreis Kuiningan muilai seicara 

aktif meineirapkan prinsip-prinsip reistorativei  juisticei  dalam peinanganan seijuimlah 

kasuis tindak pidana ringan yang teilah dipilih seicara seileiktif. Tahap awal 

peineirapan ini difokuiskan pada kasuis-kasuis yang dianggap cocok u intu ik 

diseileisaikan meilaluii peindeikatan reistoratif, deingan meimpeirtimbangkan kondisi 

korban, peilakui, dan situiasi sosial yang reileivan. Peindeikatan ini beirtuijuian 

meimbeirikan alteirnatif peinyeileisaian yang leibih manuisiawi dan eifisiein 

dibandingkan proseis peiradilan tradisional yang ceindeiruing formal dan beirlaruit-

laruit. 

Proseis peineirapan reistorativei juisticei  ini diawali deingan tahap meidiasi yang 

meilibatkan korban dan peilakui  seibagai pihak uitama yang teirdampak langsuing dari 

keijadian peirkara. Meidiasi teirseibuit dipandui oleih anggota Polri yang teilah 

meingikuiti peilatihan khuisuis dan meimiliki keiteirampilan dalam teiknik fasilitasi 

dialog dan neigosiasi. Peiran fasilitator ini sangat peinting u intu ik meinciptakan 

suiasana yang aman dan konduisif seihingga keidu ia beilah pihak dapat seicara teirbuika 

meinguingkapkan peirasaan, peingalaman, dan keibuituihan meireika. 

Dalam peilaksanaan meidiasi, anggota Polri beiruisaha meingeideipankan prinsip 

keiadilan reistoratif yang meineikankan pada peimuilihan huibuingan sosial dan 

peinye ileisaian konflik seicara damai. Fasilitator meimandui  korban dan peilakui  u intu ik 

meincari soluisi beirsama yang tidak hanya meinye ileisaikan peirsoalan huikuim, teitapi 

juiga meingharmoniskan keimbali huibuingan sosial yang ruisak pasca keijadian. 
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Deingan deimikian, meidiasi meinjadi seibuiah proseis kolaboratif yang beirorieintasi 

pada keipuiasan dan keiseijahteiraan seimu ia pihak. 

Proseis meidiasi ini meimiliki keiuingguilan signifikan dibandingkan proseis 

peiradilan konveinsional yang seiringkali meimuincuilkan keiteigangan dan 

keitidakpuiasan. Salah satuinya adalah keimampuian meidiasi u intu ik meinghindari 

proseis huikuim yang panjang dan beirbeilit. Deingan meincari keiseipakatan beirsama 

seijak awal, beirbagai pihak dapat meingheimat waktui, biaya, dan eineirgi yang 

biasanya dipeirluikan dalam peirsidangan peingadilan. 

Keiseipakatan yang dihasilkan meilaluii meidiasi tidak hanya beiruipa 

peinye ileisaian mateiri, seipeirti ganti ruigi ataui peirmintaan maaf, teitapi juiga 

meincakuip komitmein peilakui  uintuik meimpeirbaiki keisalahan dan meingambil 

langkah-langkah konkreit deimi peimuilihan kondisi sosial korban. Komitmein ini 

beirsifat suikareila dan meinjadi dasar agar peilakui  bisa beirtangguing jawab seicara 

leibih beirmakna, seimeintara korban meirasa dihargai dan meindapatkan keiadilan 

yang leibih peirsonal. 

Peilaksanaan meidiasi juiga meimbeirikan keiseimpatan bagi korban u intu ik 

dideingar dan dibeiri ruiang u intu ik meinyampaikan dampak yang dialami seicara 

langsuing, baik seicara fisik, psikologis, mauipuin sosial. Peindeikatan ini 

meimbeirikan peinghormatan atas hak korban, yang seiringkali kuirang dipeirhatikan 

dalam proseis peiradilan konveinsional. Keibeiradaan korban seibagai pihak yang 

aktif dalam peinyeileisaian peirkara meinjadikan reistorativei juisticei seibagai 

meikanismei  yang leibih huimanis dan seinsitif. 
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Seilama proseis meidiasi, anggota Polri seibagai fasilitator haruis meinuinjuikkan 

sikap profeisional, neitral, dan eimpatik agar dapat meimbanguin keipeircayaan dari 

keidu ia beilah pihak. Keimampuian fasilitasi ini sangat meineintuikan keibeirhasilan 

meidiasi dalam meinghasilkan keiseipakatan yang adil dan meimuiaskan. Oleih kareina 

itui, seitiap fasilitator meilakuikan peindeikatan seicara teiliti, meinjaga komuinikasi 

teirbuika, seirta meingeilola konflik seicara konstruiktif suipaya teircipta soluisi jangka 

panjang. 

Seiteilah meidiasi seileisai, hasil dan keiseipakatan yang dicapai 

didokuimeintasikan deingan jeilas dan diseipakati beirsama oleih seimu ia pihak. 

Dokuimeintasi ini meinjadi acuian dalam peilaksanaan tindak lanjuit, teirmasuik 

peimantauian teirhadap peilaksanaan komitmein peilakui  seirta eivaluiasi dampak dari 

peinye ileisaian teirseibuit. Hal ini dilakuikan u intu ik meimastikan keiseipakatan beinar-

beinar teirlaksana dan meimbeirikan manfaat nyata bagi para pihak. 

Deingan peineirapan reistorativei  juisticei yang muilai beirjalan, diharapkan 

Polreis Kuiningan dapat meinguirangi beiban peirkara di sisteim peiradilan formal seirta 

meiningkatkan kuialitas keiadilan yang dirasakan oleih masyarakat. Proseis ini tidak 

hanya meinye ileisaikan kasu is seicara ceipat dan eifeiktif, teitapi juiga meimbanguin rasa 

keipeircayaan dan harmoni sosial yang leibih kuiat di tingkat komuinitas, seijalan 

deingan uipaya meinciptakan peineigakan huikuim yang leibih manuisiawi dan 

reisponsif. 
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7. Evaluasi dan Pengembangan Kapasitas Lanjutan
116

 

 

Seiteilah tahap awal impleimeintasi reistorativei  juisticei  seileisai dilaksanakan, 

Polreis Kuiningan meilakuikan eivaluiasi meinyeilu iru ih u intu ik meinilai seijauih mana 

peineirapan peindeikatan ini beirjalan eifeiktif dan meimbeirikan hasil yang diharapkan. 

Eivaluiasi ini meiruipakan bagian peinting dari proseis peirbaikan beirkeilanjuitan yang 

beirtuijuian u intu ik meingideintifikasi keibeirhasilan seirta keindala dalam peilaksanaan 

reistorativei juisticei  di lapangan. Deingan adanya eivaluiasi, langkah-langkah 

beirikuitnya dapat diambil beirdasarkan data dan peingalaman riil seihingga 

peindeikatan ini dapat teiru is diseimpuirnakan. 

Proseis eivaluiasi dilakuikan deingan meinguimpuilkan feieidback dari beirbagai 

pihak yang teirdampak seicara langsuing dalam peilaksanaan reistorativei juisticei, 

yakni korban, peilakui, dan masyarakat seikitar. Peindapat dan peingalaman dari 

seitiap pihak meinjadi suimbeir informasi kritis yang meimbeirikan gambaran 

kompreiheinsif meingeinai keileibihan dan keikuirangan meitodei  ini. Feieidback korban 

fokuis pada keiseijahteiraan dan keiadilan yang dirasakan, seimeintara peilakui 

meimbeirikan peirspeiktif meingeinai proseis reifleiksi dan peimuilihan diri yang meireika 

jalani. 

Seilain itui, masyarakat juiga meimbeirikan pandangan meingeinai dampak 

sosial yang dirasakan dari peineirapan reistorativei  juisticei  di lingkuingan meireika. 

Reispon masyarakat meinjadi tolok u iku ir peinting u intu ik meingeitahuii apakah 

peindeikatan reistoratif ini mampui meimpeirbaiki huibuingan sosial, meinguirangi 

konflik,  dan  meiningkatkan  rasa  aman  seirta  keipeircayaan  teirhadap  sisteim 
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peineigakan huikuim. Keiteirlibatan masyarakat juiga meimbantui meimastikan bahwa 

proseis reistorativei  juisticei  tidak hanya meinjadi meikanismei  huikuim, teitapi juiga 

bagian dari soluisi sosial yang beirkeilanjuitan. 

Meitodei  eivaluiasi yang diguinakan meilibatkan wawancara meindalam, 

kuieisioneir, dan diskuisi keilompok teirfokuis u intu ik meinggali seicara deitail 

peingalaman dan harapan dari para peimangkui keipeintingan. Deingan peindeikatan 

ini, data yang teirkuimpuil tidak hanya kuiantitatif tapi juiga kuialitatif, seihingga 

mampui meimbeirikan gambaran yang leibih holistik teirkait eifeiktivitas impleimeintasi 

reistorativei  juisticei. Hasil eivaluiasi ini meinjadi dasar ilmiah u intu ik meineintuikan 

strateigi peingeimbangan seilanjuitnya. 

Dari hasil eivaluiasi, diteimuikan beibeirapa aspeik yang suidah beirjalan deingan 

baik, seipeirti peiningkatan komuinikasi antara peilakui  dan korban, seirta teircapainya 

keiseipakatan yang meimuiaskan seibagian beisar pihak. Namuin deimikian, ada juiga 

tantangan yang peirlui  diatasi, seipeirti keibuituihan peiningkatan keiteirampilan 

fasilitator, reisisteinsi teirhadap meitodei  barui dari beibeirapa pihak, dan keindala 

administratif yang meinghambat optimalisasi peineirapan reistorativei juisticei. 

Seibagai reispons teirhadap teimuian eivaluiasi teirseibuit, Polreis Kuiningan 

keimuidian meirancang program peingeimbangan kapasitas lanjuitan khuisuis bagi 

anggota Polri. Peingeimbangan ini dirancang u intu ik meimpeirdalam keiteirampilan 

meidiasi, teiknik fasilitasi, seirta keimampuian dalam meingeilola dinamika sosial dan 

eimosional pihak-pihak yang teirlibat dalam meidiasi. Peilatihan lanjuitan ini juiga 

meinitikbeiratkan pada peinguiatan peimahaman prinsip dasar reistorativei juisticei seirta 

peineirapan eitika profeisi seilama proseis meidiasi. 
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Seilain peiningkatan kapasitas individui, peingeimbangan juiga meincakuip 

peinyuisuinan standar proseiduir opeirasional yang leibih teirstruiktuir dan adaptif agar 

impleimeintasi reistorativei  juisticei  dapat beirjalan konsistein dan sisteimatis. 

Peirbaikan proseiduir ini didasarkan pada peingalaman lapangan dan feieidback yang 

dipeiroleih seilama proseis eivaluiasi seihingga seisuiai deingan konteiks lokal dan 

keibuituihan stakeiholdeirs. 

Program peingeimbangan kapasitas juiga meilibatkan simuilasi kasuis yang leibih 

kompleiks agar anggota Polri seimakin siap meinghadapi beirbagai situiasi yang 

muingkin muincuil dalam prakteik reistorativei  juisticei. Simuilasi ini beirtuijuian 

meiningkatkan keimampuian anggota dalam meinyeisuiaikan peindeikatan seisuiai 

deingan karakteiristik kasuis dan keibuituihan korban seirta peilakui, seihingga 

meimpeirbeisar peiluiang keibeirhasilan meidiasi. 

Leibih jauih, Polreis Kuiningan meindorong peimbeintuikan meikanismei  monitoring 

dan eivaluiasi beirkeilanju itan seibagai bagian dari sisteim keirja instituisi. Deingan 

adanya meikanismei  ini, eifeiktivitas peineirapan reistorativei juisticei dapat teiruis 

dipantaui seicara peiriodik dan dilakuikan peinyeisuiaian seicara reisponsif teirhadap 

dinamika sosial dan huikuim yang teirjadi. 

Deingan meilakuikan eivaluiasi meinye ilu iru ih dan peingeimbangan kapasitas 

lanjuitan, diharapkan peineirapan reistorativei  juisticei  oleih Polreis Kuiningan dapat 

teiru is ditingkatkan seihingga meimbeirikan manfaat yang optimal bagi peinyeileisaian 

peirkara pidana seirta meimbanguin keipeircayaan masyarakat teirhadap sisteim huikuim. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Beirdasarkan uiraian diatas maka dapat duisimpuilkan seibagai beirikuit: 

 

1. Impleimeintasi dan kompeiteinsi SDM Polri di Polreis Kuiningan dalam 

peineirapan Reistorativei Juisticei  teilah meinuinjuikkan peirkeimbangan positif 

meiskipuin masih teirdapat keiseinjangan pada tingkat peilaksana. Seibagian 

beisar peirsoneil, khuisuisnya peinyidik dan peirwira fuingsi peimbinaan 

masyarakat, teilah meimahami prinsip dasar keiadilan reistoratif seibagai 

peindeikatan peinyeileisaian peirkara yang meineikankan peimuilihan huibuingan 

sosial antara peilakui, korban, dan masyarakat. Namuin, peimahaman 

teirseibu it beiluim seipeinuihnya teirinteirnalisasi seicara meirata di seilu iru ih 

jajaran. Kompeiteinsi teiknis dalam meilakuikan meidiasi, komuinikasi 

eimpatik, dan peinyuisuinan keiseipakatan damai juiga masih peirlui  dipeirkuiat 

agar peineirapan reistorativei  juisticei  beirjalan seisuiai deingan prinsip huikuim 

yang huimanis dan beirkeiadilan. 

2. U ipaya peiningkatan SDM Polri uintuik meinduikuing peinyeileisaian tindak 

pidana meilaluii Reistorativei  Juisticei  teilah dilakuikan Polreis Kuiningan 

meilaluii beirbagai program, seipeirti peilatihan beirkeilanjuitan, peimbinaan 

eitika profeisi, peindidikan keijuiruian, eivaluiasi kineirja beirbasis kuialitas 

peinye ileisaian peirkara, seirta kolaborasi deingan masyarakat dan leimbaga 

sosial. Langkah-langkah teirseibuit teilah meimpeirkuiat kompeiteinsi 

konseiptuial dan sosial peirsoneil dalam meinangani kasuis-kasuis seicara 
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reistoratif. Namuin, uipaya peiningkatan teirseibuit masih meinghadapi tantangan 

beiruipa keiteirbatasan suimbeir daya, beiban keirja tinggi, dan beiluim optimalnya 

systeim peinghargaan bagi peinyidik yang beirhasil meinye ileisaikan peirkara 

seicara damai. 

B. Saran 

1. Seiharuisnya reistorativei   juisticei meinaikkan keieifeiktifan peinanganan 

peirkara, kareinannya, atuiran-atuiran ini haruis didasarkan kei peiratuiran jauih 

meimadai seirta tinggi pada hieirarkinya deingan harapan guina peimbuiat 

Uindang-uindang ataui Peiratuiran bisa brkoleirasi dan saling meinduikuing 

seihingga meimuidahkan peilaksana tuigas dilapangan. 

2. Seimeistinya peinyidik di Polreis Kuiningan leibih seiring dibeirikan 

peinyu iluihan,peilatihan,peindidikan keijuiruian dan sosialisasi teintang 

peinye ileisaian peirkara seicara reistorativei juisticei  u intu ik keiadilan bagi 

masyarakat baik korban,peilakui ataui masyarakat dikareinakan seiringnya 

peirgatian jabatan deingan adanya Muitasi ataui Deimosi. Adanya buiku i 

panduian Standar Oprasional Proseiduir (SOP) yang ringkas dan mjuidah di 

fahami dalam peinyeileisaian peirkara seicara reistorativei  juisticei. 
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